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SESAT PIKIR 
PROSES PEMULIHAN EKONOMI 
INDONESIA 


Kaists ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 /1998 benar- 
benar merupakan malapetaka bagi bangsa Indonesia. Peris- 
tiwa itu tidak hanya menyebabkan semakin terpuruknya kon- 
disi perekonomian Indonesia, proses pemulihannya pun ter- 
nyata cenderung berlarut-larut. Bila ditinjau ke belakang, kri- 
sis ekonomi yang menyebabkan porak-porandanya fondasi 
ekonomi-politik Orde Baru itu, pada mulanya bukanlah se- 
buah perisitiwa yang berdiri sendiri. la berlangsung bersa- 
maan dengan terjadinya krisis serupa di beberapa negara Asia 
Tenggara dan Asia Timur lainnya. 

Reaksi masing-masing negara dalam menghadapi ter- 
jangan krisis ketika itu memang berbeda-beda. Demikian pula 
dengan akibat yang ditimbulkannya. Indonesia, Thailand, Ko- 
tea Selatan, menghadapi terjangan krisis dengan cara mengu- 


ras cadangan devisa. Sedangkan Malaysia, sebagai perke- 
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cualian, cepat-cepat menutup pintu lalu-lintas devisa mereka 
dan menerapkan rezim kurs tetap sebagai sebuah tindakan 
pengamanan. 

Akibatnya, Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan, ter- 
perosok ke lemibah hrisis yang lebih dalam. Selain mengalami 
pengeringan devisa, nilai mata uang ketiga negara ir merosot 
secara tajam. Sebaliknya dengan Malaysia. Walaupun sempat 
sama-sama menyalami guncangan politik pada masa permu- 
laan krisis, Malaysia berhasi! mengamankan cadangan devisa 
dan mempertahankan nilai ringgit mereka. 

Akibat berikutnya adalah pada masuknya intervensi Da- 
na Muneter Internasional (IMF) dalam turut menaggulangi 
krisis ekonomi maha dahsyat yang melanda Asia Tenggara 
dan Asia Timur tersebut. Karena mengalami pengeringan de- 
visa, Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia, terpaksa mena- 
dahkan tangan kepada IMF. 

Sebaliknya dengan Malaysia. Walaupun IMF sempat me- 
nawarkan diri, tetapi Perdana Menteri Mahathir Mohammad 
dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ketika Indonesia, 
Thailand, dan Korea Selatan, terpaksa menjalani proses rawat 
inap di bawah pengawasan IMF, Malaysia melenggang mer- 
deka tanpa intervensi siapa-siapa. 

Selain bereaksi dan menanggung akibat yang berbeda, 
hasil yang dicapai oleh keempat negara yang pernah disebut 
sebagai macan Asia tersebut, tentu berbeda-beda pula. Malay- 
sia, yang sempat ditakut-takuti I MF akan terjerembab ke lem- 
bah krisis yang lebih dalam, ternyata mampu bertahan. Thai- 
land dan Korea Selatan, walaupun sama-sama mengikatkan 


diri pada IMF, berhasil kejuar dari proses rawat inap jauh 
sebelum ikatan kontrak mereka berakhir. Thailand meng- 
akhiri kontrak setelah berjalan setahun. Korea Selatan me- 
nyusul setahun kemudian. 

Yang paling celaka adalah nasib Indonesia. Karena krisis 
ekononmi yang dialami Indonesia cenderung berlarut-larut, 
dan bahkan meluas menjadi krisis sosial dan politik, kontrak 
kerjasama Indonesia dengan IMF yang seharusnya hanya ber- 
langsung empat tahun, secara diam-diam diperpanjang men- 
jadi lima tahun. Bahkan, dalam ragka mengakhiri kontrak 
IMF tersebut, pemerintah Presiden Megawati sepakat untuk 
memilih opsi pemantauan pasca program (post program noni- 
toring) hingga 2007. 

Akibatnya, selain masih terus terperangkap di dalam 
jebakan krisis, kondisi ekonont Indonesia kini benar-benar 
terpuruk ke dalam lembah pelecehan ekonomi-politik yang 
cenderung, berkepenjangan. Kurs rupiah hingga kini masih 
terus bertengger pada kisaran Rp9.000 per satu dollar AS. 
Investasi asing langsung dan ekspor masih terus merosot. 
Sedangkan setiap tiga bulan sekali, Indonesia harus bersiap- 
siap untuk dievaluasi dan digurui oleh IMF. 


Apa yang salah dengan Indonesia? 


Bila diikuti berbagai pemikiran yang berkembang selama 
ind, kita tentu akan bertemu dengan beragam jawaban. Per- 
bedaan tidak hanya muncul sehubungan dengan penyebab 
terjadinya krisis, tetapi juga sehubungan dengan jalan yang 
harus ditempuh untuk keluar dari krisis, serta mengenai ke- 
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terlibatan IMF dalam penanggulangan krisis. Bahkan, bila 
ditelusuri lebih jauh, perbedaan juga muncul sehubungan de- 
ngan arah yang harus ditempuh Indonesia seandainya berhasil 
keluar dari krisis. 

Sehubungan dengan penyebab krisis, misalnya, para eko- 
nom yang sering saya sebut sebagai ekonom neoliberal, cen- 
derung menyalahkan faktor internal sebagai penyebab utama 
krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Pendapat seperti itu 
tentu sangat mengejutkan. Sebuah krisis yang dialanu pula 
oleh beberapa negara lain, dan pernah pula dialami oleh bebe- 
rapa negara lain di dunia seperti Mexico, Brazil, Argentina, 
Turki, dan Rusia, bagaimana mungkin bisa djpicu oleh faktor 
internal? 

Yang ditembak oleh para ekonom neoliberal tersebut ada- 
lah fenomena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang 
secara kebetulan memang sangat membudaya di Indonesia. 
Anehnya, walaupun menuduh KKN sebagai penyebab utama 
krisis, justru para ekonom neoliberal itulah yang paling rajin 
berkumpul dalam pengelolaan keuangan negara di sekitar 
kekuasaan. Hal itu tidak hanya terjadi dalam beberapa waktu 
belakangan, tetapi sudah menjadi tradisi sejak Orde Baru. 

Saya sepenuhnya setuju bila KKN dinyatakan sudah sa- 
ngat membudaya di Indonesia. Bung Hatta bahkan telah me- 
ngemukakan hal itu sejak awal 1970-an. Walaupun demikian, 
adanya upaya sengaja untuk menobatkan KKN sebagai pe- 
nyebab utarna krisis ekonomi yang melanda beberapa negara 
Asia Tenggara dan Asia Timur itu, patut dicurigai sebagai 


upaya terselubung untuk melancarkan sejumlah agenda. 


PE 
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Sebagaimana dikemukakan oleh mantan wakil presiden 
Bank Dunia dan pemenang hadiah Nobel ekonomi 2001 Joseph 
E. Stiglitz, karena krisis serupa sebelumnya sudah dialami 
pula oleh beberapa negara lain, tentu lebih masuk akal bila 
fenomena krisis ekonomi itu dipahami sebagai sebuah gejala 
ekonomi global, yaitu yang dipicu oleh semakin meningkatnya 
kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan dunia. 

Sebagaimana diketahui, volume transaksi spekulatif da- 
lam transaksi keuangan dunia saat ini rata-rata mencapai 2.200 
trilyun dollar AS per tahun. Bandingkan dengan volume per- 
dagangan barang dan jasa yang rata-rata hanya mencapai 80 
trilyun dollar AS per tahun. 

Artinya, ketika arsitektur keuangan global belum merru- 
liki instrumen yang mampu bekerja secara efektif untuk me- 
nanggulangi kerentanan sistem keuangan dunia tersebut, pe- 
ningkatan transaksi spekulatif dengan sendirinya merupakan 
bahaya laten terhadap stabilitas keuangan semua negara di 
dunia. Soal negara mana yang akan mendapat giliran untuk 
mengalami krisis, sangat tergantung pada keputusan para 
spekulan dalam menekan tormbol komputer mereka. 

Tetapi para ekonom neoliberal tadi lebih suka melihat 
kekuasaan para spekulan itu sebagai determinan yang tidak 
perlu diganggu gugat. Alih-alih mengkritisi perilaku para spe- 
kulan dan kegagalan arsitektur keuangan global tersebut, me- 
reka lebih suka memperlakukan hal itu sebagai variabel yang 
patut dipuji dan dipuja. 

Sebab itu, tidak aneh jika jalan yang mereka tawarkan 


untuk keluar dari krisis bermuara pada mencuatnya tuntutan 
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untuk merombak sisten. perekonomian Indonesia. Menurut 
mereka, rezim devisa dan rezim kurs bebas harus terus diper- 
tahankan. Sektor keuangan dan sektor perdagangan harus 
segera diliberalkan. Subsidi negara harus segera dihapuskan. 
Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dijual 
secepatnya. 

Dengan sikap seperti itu, menjadi mudah dimengerti bila 
para ekonom neoliberal itu cenderung bersikeras untuk mem- 
pertahankan keberadaan IMF di sini. Pengakhiran kontrak 
IMF pada akhir 2003, sebagaimana diperintahkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), mereka upayakan untuk te- 
tap dipertahankan dengan memilih opsi post program moni- 
tøring. Para ekonom neoliberal itu memnang terus terang meng- 
akui arti penting keberadaan IMF di sini bagi masa depan 
perekonomian Indonesia. 

Menurut mereka, IMF adalah lembaga keuangan inter- 
nasional yang sangat dipercayai oleh para spekulan. Lembaga 
keuangan yang 45 prosen sahamnya dikuasai oleh negara- 
negara G7 itu, adalah saudara kembar Bank Dunia, kawan 
Asian Development Bank (ADB), dan merupakan instrumen 
negara asal para spekulan tersebut dalam menjalankan ber- 
bagai agenda ekspansi dan hegemoni ekonomi mereka. 

Sebab itu, menurut para ekonomi neoliberal tersebut, su- 
ka atau tidak, Indonesia sangat membutuhkan IMF. Penilaian 
IMF terhadap Indonesia merupakan sinyal penting bagi para 
spekulan dan negara-negara asalnya, untuk menanamkan mo- 
dal mereka di sini. 

Saya dengan tegas menentang pendapat tersebut. Seba- 
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gaimana diakui sendiri oleh IMF beberapa waktu lalu, justru 
malpraktik IMFlah yang telah menyebabkan semakin pa- 
rahnya krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Sebagaimana 
diketahui, tanpa persiapan yang matang, yaitu tanpa skema 
penjaminan, IMF lah yang memerintahkan ditutupnya 16 bank 
pada permulaan krisis. Akibatnya, alih-alih memulihkan ke- 
percayaan masyarakat, tindakan tersebut justru bermuara pa- 
da terjadinya krisis kepercayaan maha dahsyat terhadap sek- 
tor perbankan di Indonesia. 

Implikasinya, setelah keadaan terlanjur memburuk, peme- 
rintah terpaksa mengambil tindakan darurat menerbitkan 
obligasi rekap sebesar Rp 650 trilyun, untuk menyelamatkan 
sektor perbankan nasional. Sebagaimana diketahui, dari pen- 
jualan aset-aset yang diambil alih dalam rangka penerbitan 
obligasi rekap tersebut, pemerintah hanya memperoleh peng- 
hasilan sebesar 28 persen dari nilai obligasi yang diterbitkan. 
Artinya, akibat kebijakan penerbitan obligasi rekap itu, pe- 
merintah sekurang-kurangnya mengalami kerugian tunai se- 
besar Rp 468 trilyun! 

Padahal, ceritanya idak hanya berhenti sampai di situ. 
Menyusul penerbitan obligasi rekap tersebut, pemerintah se- 
lanjutnya terikat untuk membayar bunganya. Sebagaimana 
tampak dalam APBN 2004, bunga obligasi rekap yang harus 
dibayar pemerintah berjumlah Rp 48 trilyun. fika angka itu 
ditambah dengan bunga utang luar negeri yang berjumlah 
Rp. 25 trilyun, serta pembayaran angsuran pokok utang dalam 
dan Iuar negeri yang masing-masing berjumlah Rp. 30 trilyun 
dan Rp. 42 trilyun, praktis sepertiga APBN 2004 terkuras ha- 
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nya untuk mengongkosi pembayaran utang. 

Pendek kata, alih-alin menjadi dewa penyelamat, IMF 
justru lebih tepat disebut sebagar dewa penghancur ekonomi 
Indonesia. Dengan latar belakang seperti itu, kekaguman ber- 
lebihan yang diperlihatkan oleh para ekonom neoliberal ter- 
hadap IMF tadi sepatutnya dipertanyakan. 

Kepentingan apakah sesungguhnya yang mendorong me- 
reka untuk terus berusaha mempertahankan keberadaan IMF 
di sini? Bernarkah hal itu semata-mata karena mereka sangat 
mempercayai peranan IMF sebagai jaminan untuk memulihkan 
kepercayaan para investor untuk menanamkan modal mereka 
di sini? 

Secara jujur, saya mengakui bahwa kekuatan ekonomi 
Indonesia memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan 
dengan kekuatan ekonomi negara-negara yang menjadi asal 
para spekulan tersebut. Kekayaan alam yang dimiliki Indo- 
nesia pun tidak ada artinya jika manusia Indonesia tidak 
mampu mengolahnya. Lebih-lebih dalam kondisi terjepit di 
bawah himpitan utang dalam dan luar negeri sebesar Rp-. 
1.300 triliun. 

Walaupun demikian, hemat saya, hal itu tidak dapat dija- 
dikan alasan untuk menghamba kepada para spekulan dan 
para konconya itu. Separah apa pun krisis yang melanda Indo- 
nesia, seburuk apa pun budaya KKN yang mencengkeram 
Indonesia, dan selemah apa pun kemampuan bangsa Indo- 
nesia untuk mengolah kekayaan alamnya, Indonesia adalah 
sebuah negara berdaulat dan merdeka. Sebab itu, jalan apa 
pun yang hendak ditempuh negeri ini untuk keluar dari krisis, 
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bangsa Indonesia tidak boleh menghamba kepada IMF atau 
kepada |embaga-lembaga keuangan multilateral lainnya. 

Bagi saya, adanya kemauan yang kuat dari seluruh rakyat 
Indonesia untuk bertahan dan bangkit dengan kekuatan sen- 
diri, adalah modal terpenting untuk keluar dari krisis dalam 
arti yang sebenamya. Artinya, pemulihan kepercayaan para in- 
vestor terhadap perekonomian Indonesia memang penting. Tetapi 
pemulihan kepercayaan rakyat terhadap kemampuan mereka sendiri 
untuk keluar dari krisis jauh lehilt penting. 

Sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan untuk 
keiuar dari krisis adalah dengan menyelesaikan berbagai si- 
lang sengketa dan ketidakpastian hukum yang terjadi di seki- 
tar kita. Artinya, alih-alin mengharapkan budi baik para spe- 
kulan dan para konconya, bangsa Indonesia seharusnya lebih 
berkonsentrasi pada penciptaan kontrak sosial baru untuk 
menegakkan kepastian hukum dan memulihkan kepercayaan 
rakyat banyak kepada mereka yang berkuasa. Keterlibatan 
IMF dalam memandori proses pemulihan ékononv Indonesia 
harus secepatnya diakturi. 

Sikap seperti itu tentu bertolakbelakang dengan sikap 
para ekonom neoliberal tadi. Mereka, sembari terus meng- 
hujat KKN sebagai penyebab utama terjadinya krisis, terus- 
menerus pula menghaturkan sembah sujudnya kepada tuan- 
tuan mereka di pusat-pusat keuangan dunia. 

Dalam pandangan saya, perilaku para ekonøm neoliberal 
itu tampak seperti sekumpulan orang yang berjalan di tengah 
mirnpi. Mereka lupa mengenai asal mula lahirnya Republik 
Indonesia. Mereka berlagak pura-pura tidak tahu terhadap 
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amanat para Bapak Pendiri Bangsa. 

Mereka bahkan lupa mengenai siapa mereka sesung- 
guhnya. Sebab itu sangat wajar jika pada saat yang sama, 
mereka memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk me- 
nyeret bangsa Indonesia ke dalam berbagai tindakan yang 
bertentangan dengan cita-cita proklamasi dan amanat kons- 
titusi. 

Para Bapak Pendiri Bangsa, sebagaimana tertuang dalam 
Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, bercita-cita untuk 
menjadikan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa mer- 
deka, berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial. Sedang- 
kan para ekonom neoliberal itu, lebih peduli pada pikiran 
dan kepentingan diri mereka. 

Kemerdekaan negara tidak bermakna apa-apa bagi me- 
reka. Pemerintah yang berkuasa, menurut anjuran mereka, 
harus berani menentang kemauan rakyat dengan melaksa- 
nakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak populis. Se- 
dangkan ketimpangan sosial, tidak mereka pandang sebagai 
urusan negara, tetapi merupakan urusan masing-masing vrang 
yang teraniaya. 

Dengan kecenderungan seperti itu, krisis ekonomi yang 
dialami Indonesia, jangan-jangan memang lebih tepat disebut 
sebagai krisis pemikiran ekonomi daripada krisis ekonomi 
dalam pengertian biasa. Artinya, krisis ekonomi yang dialami 
Indonesia sesungguhnya bukanlah sebuah krisis yang tidak 
dapat ditangani, tetapi justru sesat pikir para ekonom neo- 
liberal itulah yang membuatnya semakin menjadi-jadi dan 
sulit ditemukan cara penanggulangannya- 
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Untuk menanggulangi krisis serupa itu, sudah pasti bukan 
IMF dokternya. Bukan pula Bank Dunia, ADB, atau institusi 
yang dikendalikan oleh para spekulan lainnya. Berlanjutnya 
keterlibatan IMF di sini, dan bertahannya keberadaan para 
ekonom neoliberal di sekitar nusat keimasaan, dapat dipas- 
tikan hanya akan membuat keadaan semakin runyam. Seba- 
gaimana telah sama-sama kita alatu sclama beberapa tahun 


belakangan ini, memanjg demikianlall kenyataannya.* 


GGatra, No. 38 Tahun VII, 10.- +4stus 2002 
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MAFIA BERKELEY 


Masm ingat Mafia Berkeley? Ungkapan tersebut akhir- 
akhir ini memang jarang terdengar, terutama setelah ungkapan 
Mafia Ekonomi Orde Baru semakin sering muncul ke permu- 
kaan. Tetapi secara substansial, yang dimaksud oleh kedua 
ungkapan tersebut adalah hal yang sama, yaitu sekelompok 
ekonom Indonesia yang 'dibina' oleh pemerintah Amerika 
untuk membeløkkan arah perekonomian Indonesia ke jalan 
ekonomi pasar neoliberal atau neoliberalisme. 

Pada awal Orde Baru, para ekonom lulusan Universitas 
Kalifornia di Berkeley, Amerika, tersebut memang sangat ha- 
rum namanya. Mereka, yang kala itu rata-rata masih berusia 
di bawah empat puluh tahun, dipandang telah berhasil de- 
ngan gemnilang menyelamatkan perekonomian Indonesia dari 
bahaya kehancuran yang diwariskan oleh pemerintahan Soe- 
karno. 

Dengan bantuan IMF, mereka berhasil menekan inflasi 
dari sekitar 600 persen pada tahun 1966 menjadi di bawah 10 
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persen pada tahun 1969. Mereka juga berhasil membekukan 
pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, meng- 
galang pembuatan utang luar negeri baru, dan menggenjot 
masuknya investasi asing secara besar-besaran. Alhasil, terhi- 
tung sejak 1969, perekonomian Indonesia tumbuh dengan sa- 
ngat pesat, rata-rata di atas enam persen per tahun. 

Dengan prestasi seperti itu, memang cukup sulit bagi pi- 
hak mana pun untuk tidak mengacungkan ibu jari kepada 
para Mafia Berkeley tersebut. Bung Hatta, yang ketika itu 
terus-menerus menasihati Emil Salim agar tidak terlalu jauh 
menyimpang dari amanat konstitusi, merasa kesulitan untuk 
bersuara terlalu keras. Hasil yang dicapai oleh Mafia Berkelely 
memang cukup mencengangkan. 

Pertanyaannya, kesaktian apakah yang dimiliki oleh para 
Mafia Berkeley tersebut, sehingga mereka bisa mencapai pres- 
tasi yang luar biasa itu? 

Walaupun secara ekonomi sering dikatakan bahwa ke- 
saktian mereka terletak pada konsistensi sikap mereka ter- 
hadap rasionalitas ekonomi pasar liberal, yaitu yang mereka 
pelajari di Universitas California di Berkeley atau universitas- 
universitas lain di Amerika, tetapi secara sosial-politik prestasi 
tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari terse- 
dianya kondisi yang kondusif untuk bersikap seperti itu. 

Setidak-tidaknya saya mencatat tigal hal yang menunjang 
prestasi para ekonom Mafia Berkeley tersebut. 

Pertama, adanya manipulasi besar-besaran suasana batin 
masyarakat untuk memusuhi segala hal yang dapat diasosiasi- 
kan sebagai bagian dari Orde Lama. Tindakan tersebut antara 
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'ain dilakukan oleh Orde Baru dengan memberangus komu- 
rusme, menolak rehabilitasi partai-partai politik yang dibeku- 
«an Soekarno, dan melakukan desukarnoisasi secara besar- 
besaran. Akibatnya, warga masyarakat, termasuk para maha- 
siswa, tidak hanya mendukung seluruh kebijakan ekonomi 
politik Orde Baru, tetapi cenderung mengasosiasikan diri me- 
reka sebagai bagian dari rezim tersebut. 

Kedua, adanya pemerintahan tangan besi yang siap mem- 
berangus segala tindakan yang menghambat pelaksanaan ke- 
bijakan pemerintah. Hal ini memang merupakan skenario inti 
dari naiknya militer sebagai penguasa Orde Baru. Akibatnya, 
gerakan perlawanan yang dimotori oleh para perwira militer 
sekalipun, seperti terjadi pada peristiwa Malari, dapat dihen- 
tikan dengan cepat. Jenderal Svemitro, yang menjadi tulang 
punggung peristiwa tersebut, dicopot dari jabatannya. 

Ketiga, adanya dukungan besar-besaran kapitalisme inter- 
nasional untuk membiayai proses pemulihan ekonomi Indo- 
nesia. Hal ini, saya kira, tidak hanya merupakan prasyarat 
keberhasilan para ekonom Mafia Berkeley. Sesuai dengan sua- 
sana perang dingin yang sedang berlangsung ketika itu, kela- 
hiran Orde Baru memang tidak dapat dipisahkan dari rencana 
besar kapitalisme internasional untuk membelokkan arah per- 
ekonomian Indonesia, 

Artinya, termasuk kehadiran para ekonom Mafia Berke- 
ley, tidak dapat dipisahkan dari prøyek besar kapitalisme 
internasional untuk menggulingkan Soekarno. Sebab itu, tidak 
aneh, jika tangan-tangan kapitalisme internasional telah hadir 
di sind jauh sebelum Soekamo digulingkan. 
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Dengan latar belakang seperti itu, serara ekonomi, pe- 
kerjaan para ekonom Mafia Berkeley dalam memulihkan per- 
ekonomian Indonesia sesungguhnya tergolong cukup ringan. 
Tika diibaratkan dengan kapal dan nakhoda, para ekonom 
Mafia Berkeley seperti berlayar di atas kapal dengan bahan 
bakar penuh, geladak yang tidak gaduh, dan suasana lautan 
yang tenang- 

Kerja keras yang mereka lakukan, seperti dikemukakan 
sejumlah kalangan, sesungguhnya lebih ditekankan pada mem- 
persiapkan segala perangkat, berupa Undang Undang, ren- 
cana pembangunan, dan proposal pinjaman, yang memung- 
kinkan bekerjanya tangan-tangan kapitalisme internasional 
dan pemerintahan tangan besi di sini. 

Nah, bila dikaitkan dengan krisis ekonomi yang dialami 
Indonesia sejak pertengahan 1997, yang antara lain bersumber 
pada kesalahan para ekonom Mafia Berkeley itu sendiri, ma- 
sih dapatkah kita menaruh harapan kepada rasionalitas eko- 
nomi pasar neoliberal yang mereka puja tersebut? Artinya, 
mungkinkah perekonomian Indonesia dipulihkan oleh sebuah 
garis pemikiran yang telah menghancurkannya? 

Jawabannya saya kira sangat mudah. Bila diperhatikan 
perkembangan situasi ekonomi-politik Indonesia pasca keja- 
tuhan Soeharto, syarat-syarat bagi bekerjanya rasionalitas 
ekonomi pasar neoliberal a la para ekonom Mafia Berkeley 
itu, boleh dikatakan tidak ada satu pun yang tersedia. 

Manipulasi suasana batin masyarakat untuk memusuhi 
Orde Baru tidak terjadi sebagaimana dialami oleh Orde Lama. 
Akibatnya, dukungan terhadap kebijakan ekonomi-politik pe- 
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merintahan pasca Orde Baru, jangankan dari masyarakat, di 
antara sesama anggota kabinet pun sulit dibangun. 

Pemerintah tangan besi jelas sudah tidak masanya lagi 
sekarang ru. Demikian halnya dengan dukungan kapitalisme 
internasional, Dengan berakhimya perang dingin, menum- 
puknya utang luar negeri Indonesia, dan dialaminya kemun- 
duran ekonomi oleh negara-negara yang selama ini menjadi 
sponsor utama Orde Barn, seperti Amerika dan Jepang, du- 
kungan kapitalisme internasional terhadap pernulihan pereko- 
nomian Indonesia praktis melemah. Masalah itu masih diper- 
berat oleh merajalelanya korupsi, menguatnya tuntutan dae- 
rah untuk diperlaktikan secara adil, dan diberlakukannya ke- 
bijakan perdagangan bebas di seluruh dunia. 

Mempercayakan pemulihan ekonomi Indonesia kepada 
para ekonom Mafia Berkeley atau Mafia Ekonomi Ørde Baru 
sekarang ini, tidak hanya sia-sia, bahkan dapat mengundarg 
bahaya. Terus memaksakan pengamalan ekonomi pasar neoli- 
beral di tengah-tengah sikap apatis masyarakat, pemerintahan 
yang lemah, korupsi yang merajalela, daerah yang bergejolak, 
dan lemahnya dukungan kapitalisme internasional, justru da- 
pat menjerumuskan Indonesia ke tubir Balkanisasi. 

Sebab itu, sebelum terlambat, saya kira tiba masanya bagi 
para pemuka negeri int, unttik mempertimbangkan kemung- 
kinan ditempuhnya jalan lain dalam memulihkan pereko- 


nomian [ndonesia.* 


GRepublika, 2 September 2002. 
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POROS WASHINGTON 


PERJALANAN ekonomi Indonesia pasca krisis setidak-tidak- 
nya menyimpan dua pertanyaan besar. 

Pertama, berkaitan dengan cengkeraman Dana Moneter 
Internasional (IMF) dalam proses transformasi perekonomian 
Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam hal ini bertolak bela- 
kang dengan pengalaman Malaysia, Thailand, dan Korea Se- 
latan. Di Malaysia, walaupun IMF sempat mendesak untuk 
diizinkan mencampuri proses pemulihan ekonom negeri itu, 
tetapi Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad tegas- 
tegas menolak desakan tersebut. 

Demikian halnya di Thailand dan Korea Selatan, Di kedua 
negara ini, walaupun IMF sempat datang dan menyodorkan 
konsep pemulihan ekonominya, tetapi keduanya kemudian 
cepat-cepat melepaskan diri dari IMF jauh sebelum masa kon- 
trak berakhir. Thailand mengakhiri kontrak setelah berjalan 


setahun. Sedangkan Korea Selatan menyusul setahun kemu- 


dian. 
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Hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Alih-alih mengakhiri 
kontrak di tengah jalan, Indonesia justru memilih memper- 
panjang campur tangan IMF di sini. Bahkan, setelah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerbitkan Ketetapan MPR 
No. VI /2002, yang merekomendasikan agar Pemerintah sege- 
ra mengakhiri kontrak dengan IMF, sejumlah kalangan di 
dalam dan di luar pemerintahan tampak masih berjuang se- 
kuat tenaga untuk mempertahankan keterlibatan IMF di sini. 

Sikap seperti itu tidak hanya dikemukakan oleh ekonom 
tua seperti Mohammad Sadli, tetapi diungkapkan pula oleh 
ekonom-ekonom muda seperti Muhammad Ikhsan dan Mu- 
hammad Chatib Basri. Menurut mereka, jika di bawah peng- 
awasan IMF pun proses transformasi perekonomian Indo- 
nesia tidak berjalan sebagaimna mestinya, apalagi jika tidak 
diawasi oleh [MF. Artinya, menurut para ekonom yang saya 
sebut sebagai ekonom neoliberal itu, keberadaan IMF sebagai 
mandor proses transformasi perekonomian Indonesia masih 
sangat diperlukan. 

Pertanyaannya, ketika bukti-bukti empiris yang ada sama 
sekali tidak mendukung manfaat kehadiran IMF, untuk ke- 
pentingan siapakah sesungguhnya keterlibatan IMF di sini 
perlu dipertahankan? 

Kedua, berkaitan dengan cengkeraman para ekonom Ma- 
fia Berkeley dalar prøses pengelolaan perekonomian Indo- 
nesia. Ini tidak hanya mengingatkan kita pada peranan pan- 
jang Mafia Berkeley selama 30 tahun Orde Baru, tetapi juga 
pada masa peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie. 

Menyusul pecahnya kerusuhan massal Mei 1998, Soeharto 
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akhirnya memang dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya 
kepada Habibie. Walaupun demikian, sama seperti IMF, para 
ekonom Mafia Berkeley tetap bertahan di posisi semula. Ar- 
tinya, kekuasaan boleh berganti, tetapi para ekonom Mafia 
Berkeley tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. 

Keberadaan para ekonom Mafia Berkeley memang sem- 
pat tergusur sebentar semasa pemerintahan Abdurahman Wa- 
hid. Anggota Tim Ekonomi Kuangan dan Industri (Ekuin) 
pada masa ini semula diduduki oleh para ekonom yang me- 
muliki latar belakang partai politik. PDIP mendapat bagian 
sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Negara BUMN. 
PAN menduduki posisi Menteri Keuangan. Sedangkan PPP 
mendapat jatah sebagai Menteri Negara Koperasi dan Pe- 
ngembangan Usaha Kecil Menengah-. 

Ketika kernudian terjadi reshufle kabinet pada Desember 
2000, Presiden Wahid lagi-lagi tidak memberi kesempatan 
kepada para ekonom Mafia Berkeley untuk memasuki ling- 
karan kekuasaan. Tim Ekuin Kabinet Persatuan Nasional ke- 
dua ini hampir sepenuhnya dikuasai oleh Presiden Wahid. 

Tetapi bersamaan dengan beralihnya tampuk kekuasaan 
dari Abdurahman Wahid kepada Megawati Sukarnoputri, 
rombongan ekonom Mafia Berkeley kembali menyerbu ke 
dalam lingkaran kekuasaan. Frans Seda, yang berasal dari 
generasi pertama Mafia Berkeley, terpilih sebagai penasihat 
presiden. Sedangkan Dorodjatun Kuntjorojakti dan Budiono, 
yang berasal dari generasi kedua Mafia Berkeley, mendapat 
bagian sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. 

Semula, duet Dorodjatun-Budiono yang diperkuat oleh 
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Laksamana Sukardi dan Rini M. Suwandi ini cenderung men- 
dapat julukan sebagai tim ekonomi impian (the dream team). 
Tetapi selang beberapa waktu, suara-suara miring terhadap 
Tim Ekuin Kabinet Gotong Royong ini mulai muncul ke per- 
mukaan. Julukan sebagai the dream team pun serta-merta ber- 
ubah menjadi the dreaming team (tim pemimpi). 

Suara-suara muring itu tidak hanya muncul dari lawan- 
lawan politik Presiden Megawati, tetapi juga dari lingkungan 
dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada 
Juni 2002, DPP PDIP secara tegas mengusulkan dilakukannya 
reshufle Tim Ekuin Kabinet Gotong Royong. Hal yang sama 
kemudian dipertegas oleh Badan Penelitiar: dan Pengembang- 
an (Balitbang) PDIP pada Desember 2002. 

Menyimpang dari logika polit:k normal, Presiden Mega- 
wati tampaknya tidak peduli dengan tuntutan reshufle tim 
ekuin yang disuarakan secara lantang oleh PDIP itu. Bahkan, 
Presiden Megawati cenderung tidak terpengaruh oleh berba- 
gai kritik pedas yang dialamatkan terhadap Tim Ekuin Mafia 
Berkeley tersebut. Alih-alih memenuhi usulan yang dikemu- 
kakan oleh DPP dan Balitbang PDIP, Presiden Megawati justru 
tampak semakin jauh terseret ke dalam cara berpikir ekonomi 
neoliberal para ekonom Mafia Berkeley. 

Puncaknya adalah ketika Presiden Megawati, dalam po- 
sisi selaku Ketua Umum PDIP, menyampaikan sambutannya 
dalam ulang tahun PDIP di Bali awal Januari 2003. Di tengah- 
tengah maraknya perlawanan terhadap pelaksanaan divestasi 
PT Indosat dan peningkatan harga BBM, tarif listrik dan tele- 


pon, Presiden Megawati justru dengan lantang muncul ke 
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permukaan dengan sebuah pernyataan yang bernada me- 
nantang. Seperti dikatakannya, "Saya siap melaksanakan kebi- 
jakan yang tidak populer, tidak populis, tetapi konstruktif 
dalam jangka panjang.” 

Dengan membuat pernyataan seperti itu, lebih-lebih di 
tengah-tengah maraknya perlawanan terhadap kebijakan eko- 
nomi nevliberal yang diusung oleh para ekonom Mafia Ber- 
keley tersebut, Presiden Megawati sesungguhnya tidak hanya 
mengungkapkan dukungannya terhadap pelaksanaan dives- 
tasi PT Indosat, atau terhadap peningkatan harga tiga komo- 
diti strategis secara serempak, tetapi secara resmi memprokla- 
mirkan diri sebagai pelindung dan juru bicara para ekonom 
Mafia Berkeley. 

Pertanyaan berikutnya, siapakah sesungguhnya aktor 
penting yang telah berperan secara sangat efektif dalam me- 
nyuntikkan cara berpikir neoliberal a la para ekonom Mafia 
Berkeley itu kepada Presiden Megawati? 

Jika kedua pertanyaan besar tadi disusun secara bergan- 
dengan, bunyinya secara berurutan lebih kurang menjadi se- 
bagai berikut, ”Untuk kepentingan siapa sesungguhnya ke- 
beradaan IMF di sini perlu dipertahankan, dan siapakah aktor 
penting yang bekerja secara sistematis menggelandang cara 
berpikir Presiden Megawati, sehingga Ketua Umum partai 
wong cilik ini secara perlahan-lahan beralih fungsi menjadi 
pelindung dan juru bicara pelaksanaan agenda-agenda eko- 
nomi neoliberal para ekonom Mafia Berkeley?" 

Jawaban atas kedua pertanyaan itu berkaitan satu sama 
lain. Sehubungan dengan keberadaan IMF, selain lembaga 
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ini memang memiliki kepentingan sendiri di sini, keterlibat- 
annya dalam proses transformasi perekonomian Indonesia 
sesungguhnya jauh lebih dibutuhkan oleh para ekonom Mafia 
Berkeley daripada oleh perekonomian Indonesia. 

Bagi para ekonom Mafia Berkeley, keberadaan IMF di 
sini sangat dibutuhkan sebagai tameng untuk mempertahan- 
kan posisi mereka di lingkaran kekuasaan. Tanpa IMF, para 
ekonom Mafia Berkeley tidak hanya akan kehilangan mandor, 
tetapi juga akan kehilangan tameng untuk meyakinkan peme- 
rintah bahwa keberadaan mereka dalam lingkaran kekuasaan 
perlu dipertahankan. 

Di tengah-tengah kolusi antara IMF dan para ekonom 
Mafia Berkeley yang mengkristal menjadi Partai Poros Wa- 
shingtan itulah kedudukan Frans Seda selaku penasihat pre- 
siden cenderung menjadi sangat menentukan. Seda tidak ha- 
nya berperan sebagai pengaman para ekonom Mafia Berkeley, 
tetapi terutama sangat diperlukan sebagai penggelandang ca- 
ra berpikir Presiden agar secara perlahan-lahan beralih fungsi 
dar ketta umum partai wong dlik menjadi pelindung dan 
juru bicara pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal 
di Indonesia. 

Indikasi peranan sentral Seda tersebut antara lain ter- 
ungkap pada sikap tegar yang ditunjukkannya dalam membela 
pelaksanaan privatisasi BUMN sepanjang era pemerintahan 
Megawati. Di tengah-tengah maraknya perlawanan dan kri- 
tik terhadap pelaksanaan privatisasi BUMN, Seda justru mun- 
cul ke permukaan dengan sebuah pernyataan yang mengaget- 
kan. Kata Seda, "Semua BUMN harus diprivatisast.” 
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Jika pernyataan seperti itu dikemukakan oleh seorang 
kader muda Mafia Berkeley yang berada di luar pemerintah- 
an, mungkin masih bisa dimengerti. Tetapi ketika pernyataan 
seperti itu muncul dari seorang ekonom senior yang memiliki 
kedudukan sebagai penasihat presiden, implikasinya tentu 
mudah diterka. Dugaan saya, hal inilah antara lain yang dapat 
menjelaskan munculnya pernyataan Presiden Megawati di 
Bali yang ”Siap untuk menempuh kebijakan tidak populer,” 
yang memang terbukti tidak populer tersebut. 

Kesimpulannya sangat sederhana, dengan berlanjutnya 
keberadaan IMF di sini, dan dengan bertahannya keberadaan 
para ekonom Mafia Berkeley di sekitar kekuasaan, posisi Pre- 
siden Megawati dalam perumusan kebijakan ekonomi Indo- 
nesia sesungguhnya lebih tepat digolongkan sebagai pelin- 
dung dan juru bicara Partai Poros Washington daripada ketua 
umum partai wong cilik. 

Sesekali Presiden Megawati memang masih datang men- 
jenguk PDIP sebagai partai yang telah mengantarkannya ke 
puncak kekuasaan. Tetapi hal itu hanya terjadi jika keberadaan 
Partai Poros Washington benar-benar sedang terancam, ter- 
masuk oleh berbagai kritik dan kecaman yang dikemukakan 
oleh para petinggi PDIP sendiri.* 
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INVESTOR UBER ALLES? 


Kaum investor tampaknya benar-benar sedang mendapat 
angin dalam penyusunan kebijakan ekonomi Indonesia. Pe- 
ristiwa buruk apa pun yang menimpa Indonesia, ujung-ujung- 
nya tetap kaum investor juga yang mendapat perlakuan isti- 
mewa. 

Simaklah peristiwa peledakan bom di Bali yang terjadi 
dua pekan lalu. Menyusul insiden yang menghebohkan dunia 
tersebut, para turis mancanegara yang sedang berlibur di 
Bali segera mengepak koper untuk kembali ke negara mereka 
masing-masing. 

Kurs rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) 
menukik dalam jumlah yang cukup tajam. Sedangkan sidang 
Consultative Group on Indonesia (CGI), yang sedianya dise- 
lenggarakan di Yogyakarta tanggal 28 dan 29 Oktober itu, 
ditunda pelaksanaannya hingga awal 2003. 

Menyikapi situasi yang mencemaskan tersebut, para pe- 
jabat Kabinet Gotong Royong (KGR) segera angkat bicara. 
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Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Theo F. 
Tumion, sebagaimana telah berulangkali dikemukakannya, 
kembali menegaskan perlunya pemberian masa pembebasan 
pajak (tax holiday) kepada kaum investor agar mereka bersedia 
menanamkan modal mereka di sini. 

Menteri Perindustrian Rini MS Suwandi segera memben- 
tuk tim untuk melakukan road show ke beberapa negara guna 
mengambil hati kaum investor. Sedangkan Menteri Negara 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi, se- 
bagaimana dapat diduga, cepat-cepat menandaskan bahwa 
pelaksanaan privatisasi BUMN akan tetap dilanjutkan sesuai 
dengan jadual semula. 

Sepintas lalu, pernyataan para pejabat KGR itu memang 
tampak biasa-biasa saja. Tetapi bila dicermati lebih jauh, khu- 
susnya dengan menggunakan perspektif struktural, akan se- 
gera diketahui betapa sangat dominannya pengaruh perspektif 
ekonomi neoliberal (neoliberalisme), dalam penyusunan ke- 
bijakan ekonomi pemerintahan Presiden Megawati. 

Artinya, bom boleh saja meledak di Bali, para turis man- 
canegara dipersilahkan mengepak kopor mereka, dan sidang 
CGI apa boleh buat terpaksa ditunda, tetapi sesuai dengan 
perspektif ekonomi neoliberal, perlakuan istimewa tetap harus 
diutamakan bagi kaum investor. 

Kaitan antara perspektif ekonomi neoliberal dengan per- 
lakuan istimewa terhadap kaum investor tersebut antara lain 
dapat dijelaskan dengan mengupas jati diri kaum investor 
sebagaimana akan saya lakukan berikut ini. 

Secara substansial, yang disebut sebagai kaum investor 


sesungguhnya adalah makhluk yang sama dengan kaum kapi- 
talis. Keduanya adalah sekumpulan orang yang membangun 
kekuasaannya berdasarkan penguasaan atas uang atau ka- 
pital. Artinya, sebagai penguasa keuangan, kekuasaan kaum 
investor atau kaum kapitalis sangat tergantung pada jumlah 
uang yang mereka kuasai. 

Jika kaum investor sama saja dengan kaum kapitalis, me- 
ngapa para ekonom nevliberal lebih suka menjuluki mereka 
sebagai kaum investor? 

Jawabannya terletak pada citra diri yang hendak ditam- 
pilkan melalui julukan tersebut. Dengan dijuluki sebagai kaum 
investor, para penguasa keuangan itu dicoba untuk ditampil- 
kan sebagai sekelompok orang yang sangat besar jasanya da- 
lam menggerakkan roda perekonomian, dalam memperkuat 
kurs rupiah, dalam menciptakan lapangan kerja, dan dalam 
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pendek kata, dengan 
dijuluki sebagai kaum investor, kaum kapitalis dicoba umtuk 
dihadirkan sebagai pahlawan peningkatan kemakmuran ma- 
syarakat. 

Hal sebaliknya terungkap bila jati diri kaum investor atau 
kaum kapitalis tersebut didekati dengan perspektif struktural. 
Sesuai dengan pandangan perspektif struktural, kaum kapi- 
talis diletakkan dalam posisi berhadap-hadapan dengan ang- 
gota masyarakat yang menggantungkan kelangsungan hidup 
mereka pada penjualan tenaga kerja. Menurut perspektif 
struktural, nilai tambah diciptakan oleh kaum buruh, bukan 
oleh kaum investor. Akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh 
kaum investor adalah hasil rampasan yang mereka lakukan 
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terhadap kaum buruh. 

Bertolak dari pandangan perspektif struktural tersebut, 
dapat disaksikan betapa sangat pentingnya arti julukan kaum 
investor dalam perspektif ekonomi neoliberal. Pemberian ju- 
lukan seperti itu kepada para penguasa keuangan tersebut 
tidak hanya dimaksudkan untuk memperhalus julukan sebagai 
kaum kapitalis, melainkan merupakan upaya sisternatis untuk 
mengaburkan jati diri dan untuk merekonstruksi cara pan- 
dang masyarakat terhadap kaum yang melakukan peram- 
pasan nilai tambah tersebut. 

Dengan terungkapnya jati diri kaum investor sebagai ka- 
um kapitalis, dan dengan besarnya perhatian para pejabat 
KGR terhadap mereka, dapat disaksikan betapa sangat domi- 
nannya pengaruh perspektif ekonomi neoliberal dalam cara 
pandang para pejabat KGR. Sebab itu, mudah dimengerti, 
jika kebijakan ekonomi KGR cenderung bertolak belakang 
dengan amanat konstitusi. | 

Menurut konstitusi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 
33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, kaum investor atau 
kaur kapitalis adalah suatu kaum yang perlu diwaspadai 
oleh negara. ”Cabang-cabang produksi yang, penting bagi ne- 
gara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus 
dikuasai oleh negara, jika tidak tampuk produksi dapat jatuh 
ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang ba- 
nyak ditindasnya.” 

Tetapi kebijakan ekonomi KGR memang berlawanan de- 
ngan amanat konstitusi. Melalui pelaksanaan privatisasi, misal- 
nya, KGR sengaja memnangkas kekuasaan negara untuk men 


perbesar kekuasaan kaur investor. Ledakan bom di Bali, ke- 
merosotan kurs rupiah dan IHSG, atau penundaan sidang 
CGI, sama sekali tidak boleh menghalangi berlangsungnya 
proses pemindahan kekuasaan negara kepada kaum investor 
itu. 

KGR tampaknya memang terlanjur dikendalikan oleh para 
ekonom neoliberal untuk mengabdi kepada kaum investor. 
Sebagaimana saya kernukakan pada bagian awal tulisan ini, 
seburuk apa pun peristiwa yang menimpa perekonomian In- 
donesia, ujung-ujungnya kaum investor juga yang menangguk 
untung. 

Dengan demikian, semakin buruk dampak sebuah peris- 
tiwa terhadap perekonomian Indonesia, semakin besar per- 
lakuan istimewa yang harus dipersembahkan kepada kaum 
kapitalis tersebut. Kebijakan ekonomi KGR tampaknya ter- 
lanjur dibingkai dengan semboyan "investor uber alles.” 

Pertanyaannya, dimanakah letak hak-hak ekonomi rakyat 
dalam kebijakan yang berbingkai seperti itu?* 


GRepublika, 28 Oktober 2002. 
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NASIONALISME EKONOMI 


SEBUAH perang besar diam-diam sedang berlangsung di 
sekitar kita. Berbeda dari serangan besar-besaran yang dila- 
kukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak, atau perang antara 
Tentara Nasional Indonesia (TN!) dengan Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM) di Nanggroe Aceh Darussalam, perang besar 
yang saya maksud tidak berlangsung secara fisik. Perang be- 
sar yang saya maksud adalah sebuah perang gagasan menge- 
nai makna nasionalisme ekonomi dalam pentas pernikiran eko- 
nomi niasional. 

Sejauh tampak di permukaan, setidak-tidaknya saya me- 
nemukan tiga kelompok besar yang terlibat secara intens da- 
lam perang besar mengenai makna nasionalisme ekonomi ini. 
Pengelompokan yang saya buat mungkin masih jauh dari aku- 
rat, Tetapi sebagai pegangan awal, pengelompokan kasar ini 
rasanya cukup memadai. 

Kelompok pertama, yang saya sebut sebagai kelompok 
nasionalis neoliberal, adalah sebuah kelompok yang sangat 





menekankan pentingnya arti keikutsertaan Indonesia dalam 
arus pergaulan ekonomi dunia. Dengan tekrnan seperti itu, 
tidak berarti bahwa kelompok ini serta merta mengorbankan 
kepentingan rakyat bagi keikutsertaan Indonesia dalam per- 
gaulan ekonomi dunia. 

Tetapi karena kelompok ini memaknai nasionalisme eko- 
nomi dalam pengertian seperti itu, kepentingan rakyat dalam 
pandangan kelompok ini tidak perlu menjadi penghalang un- 
tuk terlibat secara aktif dalam pergaulan ekonomi dunia. Ke- 
serasian ekonon» Indonesia dengan tata pergaulan ekonomi 
dunia, oleh kelompok ini dipandang sebagai syarat mutlak 
untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. 

Kelompok kedua, yang saya sebut sebagai kelompok na- 
sinnalis populis, adalah sebuah kelompok yang sangat mene- 
kankan pentingnya arti kemandirian ekonomi Indonesia da- 
lam pentas pergaulan ekonomi internasional. Dengan tekanan 
seperti itu, tidak berarti bahwa kelompok ini sama sekali anti 
pergaulan ekonomi dunia, anti modal asing, atau anti utang 
luar neger. 

Tetapi karena kelompok ini memaknai nasionalisme eko- 
nomi dalam pengertian kepentingan ekonomi seluruh rakyat 
Indonesia, pergaulan ekonomi dunia dalam pandangan ke- 
lompok ini harus dilakukan dengan mendudukkan Indonesia 
sebagai sebuah negara merdeka. Artinya, pergaulan ekonomi 
dunia bagi kelompok ini bukanlah harga mati. la dilakukan 
hanya jika sejalan dengan kepentingan seluruh rakyat. 

Adapun kelompok ketiga, yang saya sebut sebagai kelom- 
pok anti nasinnalis, adalah sebuah kelompok yang sangat me- 
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nekankan pentingnya arti kebebasan individu dalam mengejar 
kepentingan ekonomi mereka masing-masing. Nastonalisme 
ekonomi oleh kelompok ini dipandang sebagai bagian masa 
lalu dan penghalang kemajuan ekonomi. 

Beberapa nama yang masuk ke dalam kelompok pertama 
adalah Emil Salim, Mohammad Sadli, Frans Seda, Dorodjatun 
Kuncorojakti, dan Budiono. Kelompok nasionalis neoliberal 
ini pada awal Ørde Baru sempat dikenal dengan julukan seba- 
gai Mafia Berkeley. Belakangan, karena anggota kelompok 
ini semakin banyak yang tidak berasal dari Universitas Kali- 
fornia di Berkeley, kelompok ini kadang-kadang dijuluki seba- 
gai Mafia Ekonomi Orde Baru. 

Beberapa nama yang masuk ke dalam kelompok kedua 
adalah Mubyarto, Kwik Kian Gie, Sritua Arief (almarhum), 
Sri Edi Swasono, dan Rizal Ramli. Kelornpok nasionalis populis 
sesungguhnya merupakan sebuah spektrum dengan cakupan 
yang luas. Di dalamnya tergabung ekonom-ekonom yang 
mengikuti jalur ekonomi pasar sosial, jalur sosialisme pasar, 
dan jalur Keynesian. Belakangan, sebagaimana diketahui, Sri 
Edi Swasono dan Rizal Ramli hadir ke hadapan publik dengan 
membawa bendera Tim Indonesia Bangkit. 

Sedangkan kelompok ketiga cenderung tidak terlalu me- 
nonjol dalam pertukaran wacana tentang nasionalisme eko- 
nomi. Anggota kelompok ini sebagian besar bekerja sebagai 
pialang di bursa. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa ke- 
lompok ketiga ini idak memuliki ruang di media massa. Di- 
bandingkan dengan dua kelompok pertama, halaman media 
yang tersedia bagi kelompok ketiga ini tergolong paling luas. 


Peristiwa mutakhir yang mengungkapkan berlangsung- 
nya perang besar antara ketiga kelompok itu tampak dalam 
pertukaran wacana mengenai pengakhiran kontrak Dana Mo- 
neter Intermasional (IMF). 

Kelompok nasionalis populis sejak sernula dengan tegas 
menolak perpanjangan kontrak dengan IMF. Sebagaimana di- 
suarakan oleh Tim Indonesia Bangkit, IMF oleh kelampok 
ini dipandang telah melakukan malpraktik di sinj. Sebab itu, 
alih-alih membawa manfaat, keberadaan IMF justru harus 
dibayar mahal oleh seluruh rakyat Indonesia. Kesalahan IMF 
menurut kelompok ini antara lain bermuara pada krisis per- 
bankan, jerat utang obligasi rekap, dan pelaksanaan agenda- 
agenda ekononi neoliberal atau xebijakan Konsensus VWa- 
shing ton yang memicu konflik sosial. 

Kelompok nasionalis neoliberal bersikap sebaliknya. Ke- 
lompok ini semula menolak masalah utang Iuar negeri sebagai 
masalah berat yang menjerat ekononvi Indonesia. Tetapi ketika 
berbicara mengenai fasilitas pejadualan pembayaran utang 
di forum Paris Club, kelormpok ini cepat-cepat menegaskan 
pentingnya rekomendasi IMF. Terlepas dari kinerja IMF, ke- 
lompok ini sepakat dengan IMF untuk mereformasi ekonomi 
Indonesia sesuai dengan agenda-agenda ekonomi neoliberal. 

Berbeda dengan kelompok nasionalis populis dan kelom- 
pok nasionalis neoliberal, kelompok anti nasionalis cenderung 
melihat perdebatan mengenai pengakhiran kontrak IMF seba- 
gai perdebatan yang salah alamat. Masalah utama ekonomi 
Indonesia menurut kelompok ini adalah masalah ketidakbe- 


cusan pemerintah yang ditandai øleh buruknya tata peme- 
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rintahan (governanee). Sebab itu, yang terpenting bagi kelom- 
pok ini bukaniah soal IMF, melainkan soal penyelenggaraan 
tata pemerintahan yang baik. 

Yang menarik untuk dicermati adalah posisi partai-partai 
politik. Sebagai partai penguasa, Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) cenderung mendukung pandangan kelom- 
pok nasionalis neoliberal. Ini tentu sebuah pergeseran besar 
jika dikaitkan dengan sikap Partai Nasional Indonesia (PNI) 
yang menjadi salah satu cikal bakal pendirian PDIF. 

Sebagaimana direpresentasikan oleh Bung Karno, PNI 
adalah partai pelopor dalam menyemaikan pandangan nasio- 
nalis populis di Indonesia. Hal ini sedikit banyak membantu 
menjelaskan munculnya beberapa figur sempalan seperti Kwik 
Kian Gie, Eros Djarot, dan Rachmawati Sukamoputri, di da- 
lam atau di sekitar PDIP. 

Partai-partai politik yang lain, cenderung tidak memiliki 
sikap yang jelas. Beberapa figur partai mungkin tampil seba- 
gai pendukung pandangan nasionalis populis. Tetapi sejaul 
ini, belum pernah sekalipun sebuah partai politik secara tegas 
menuntut pengakhiran kontrak IMF, menolak pelaksanaan 
agenda-agenda ekonomi neoliberal, atau menolak pelaksanaan 
privatisasi BUMN. 

Jangan-jangan, kebanyakan partai politik memang masuk 


ke dalam kelompok anti nasionalis?* 


Republika, 2 Juni 2003 








BOIKOT PRODUK AMERIKA 


SALAH satu gagasan yang belakangan ini cukup banyak 
diperbincangkan di antara anggota masyarakat yang menen- 
tang agresi Amerika ke Irak adalah mengenai aksi boikot 
produk Amerika. Bagi sebagian kalangan, terutama bagi me- 
reka yang pikiran dan hatinya sudah terlanjur dikuasai oleh 
supremasi Amerika, gagasan tersebut tentu tampak seperti 
sebuah gagasan yang bodoh dan mengada-ada. 

Betapa tidak, di tengah-tengah ketergantungan pereko- 
nomian Indonesia yang sangat besar terhadap berbagai ba- 
rang dan jasa yang berasal dari Amerika, bagaimana mungkin 
kita bisa melakukan aksi boikot produk Amerika? Ketika ma- 
kanan, pakaian, obat-obatan, dan peralatan yang kita pakai 
sangat banyak yang diimpor dari Amerika, bagaimana mung- 
kin kita bisa melanjutkan kehidupan tanpa mengonsumsi pro- 
duk-produk Amerika? 

Sepintas lalu, pertanyaan yang menohok itu memang bisa 


membuat mereéka yang tengah mengunyah-nyunyah gagasan 
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boikot produk Amerika tersebut menjadi berpikir dua kali. 
Tetapi bila direnungkan secara mendalam, justru fenomena 
ketergantungan perekonomian Indonesia yang sangat berle- 
bihan terhadap barang dan jasa yang berasal dari Amerika 
itulah, yang benar-benar perlu dipertimbangkan sebagai alas- 
an utama untuk memulai sebuah upaya sistematis memboikot 
produk Amerika. 

Artinya, sebagai sebuah upaya gradual untuk mengurangi 
ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap barang 
dan jasa yang diimpor dari Amerika, aksi boikot produk Ame- 
rika tersebut sesungguhnya tidak perlu secara langsung di- 
kaitkan dengan agresi Amerika ke lrak. Seandainya tetap 
hendak dikaitkan dengan agresi Amerika ke Irak, hal terakhir 
ini harus dilihat lebih sebagai momentum daripada sebagai 
alasan utama untuk melakukan tindakan tersebut. 

Dilihat dari sudut itu, sesungguhnya sama sekali tidak 
ada alasan bagi pihak mana pun yang benar-benar mencintai 
Indonesia, untuk menentang gagasan boikot produk Amerika 
tersebut. Lebih-lebih bila dilihat dari sudut pemerintah. De- 
ngan meluasnya keinginan masyarakat untuk memboikot pro- 
duk Amerika, pemerintah kini tidak perlu lagi bersusah payah 
melakukan kampanye "Aku Cinta Buatan Indonesia." Sebab 
itu, alih-alih mengendurkan keinginan sebagian anggota ma- 
syarakat untuk melakukan aksi boikot produk Amerika, pe- 
merintah sepatulnya mendukung gagasan tersebut dengan 
menggelar kampanye "Tolak Agresi Amerika, Cintai Buatan 
Indonesia.” 


Lepas dari soal gagasan boikot produk Amerika tersebut, 





saya kira ada persoalan lain yang tidak kalah pentingnya untuk 
direnungkan secara sungguh-sungguh dalam menyikapi agre- 
si Amerika ke Irak Sebagaimana telah diketahui secara luas, 
dan diperkuat oleh laporan tim investigasi Perserikatan Bang- 
sa Bangsa (PBB), motif utama agresi Amerika ke Irak bukanlah 
untuk memusnahkan persenjataan kimia yang dimiliki oleh 
negeri 1001 malam tersebut. Bahkan, tidak pula untuk mem- 
bebaskan rakyat irak dari tindasan rezim otoriter Sadam Hus- 
sein. 

Sebagaimana terungkap melalui tindakan bagi-bagi pro- 
yek yang dilakukan oleh penerintah Amerika kepada sejumlah 
perusahaan multinasionalnya beberapa waktu lalu, motif uta- 
ma Amerika menyerang Irak adalah untuk menguasai dan 
mengintegrasikan perekonomian Irak sebagai bagian dari per- 
ekornomian dunia. Selain didorong oleh motif untuk mengua- 
sai sumberdaya munyak Irak, tindakan itu berkaitan pula de- 
ngan keinginan AS untuk mempertahankan dominasi dolar 
Amerika sebagai mata uang utama dunia. 

Dilihat dari sudut itu, persvalan yang saat ini dihadapi 
perekonomian Indonesia, sesungguhnya sama sekali tidak 
lebih baik daripada yang akan dialanv lrak seandainya Ame- 
rika memenangkan agresinya. Terutama sejak terhempasnya 
perekonomian Indonesia ke lembah krisis pada pertengahan 
1997, yang disusul oleh tirnbulnya kewajiban untuk menanda- 
tangani nota kesepahaman (Lol) dan melakukan program pe- 
nyesuaian struktural di bawah tindasan Dana Moneter Inter- 
nasional (IMF), perekonomian Indonesia pun sesungguhnya 
sedang menjalani sebuah proses transførmasi gradual vntuk 


MAFIA BERKELET oa Kar: Er wosg: NOG NESIA 








dihegemoni oleh Amerika. 

Selama ini memang cukup banyak kalangan di Indonesia 
yang secara mentah-mentah menolak teori hegemoni atau 
kolonialisme Amerika terebut. Tetapi dengan berlangsungnya 
agresi Amerika dan para sekutu neoliberalnya di Irak, menyu- 
sul terjadinya agresi serupa di Afghanistan, saya kira tiba 
masanya bagi kita untuk secara sunggiuh-sungguh mengkaji 
ulang keterlibatan Amerika dan lembagalembaga ekonomi 
internasional yang menjadi kaki tangannya, dalam mendikte 
perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia. 

Kita patut bersyukur bahwa keterlibatan IMF sebagai 
dokter penyelamat perekonomian Indonesia akan segera ber- 
akhir akhir 2003 tahun ini. Walaupun demikian, persoalan 
yang dihadapi perekonomian Indonesia, saya kira, tidak ber- 
henti sampai di situ. Artinya, sebagaimana telah disuarakan 
oleh para ekonom neoliberal yang menjadi komprador IMF, 
keterlibatan langsung IMF di sini memang berakhir tahun 
ini, tetapi perjalanan ekonomi Indonesia di masa depan masih 
akan tetap meneruskan jalan yang telah dirintis oleh IMF. 

Bahkan, salah seorang ekonom neoliberal yang menjadi 
komprador IMF itu telah secara terang-terangan mengusul- 
kan dibuatnya semacam "Lol bayangan” sebagai pengganti 
Lol sungguhan, yang menjadi kitab suci perumusan kebijakan 
ekonomi Indonesia. Hal itu kemudian dipertegas oleh seorang 
ekonom neoliberal komprador IMF lainnya, yang mengata- 
kan bahwa yang diperlukan Indonesia sesungguhnya bukan- 
lah perceraian dengan IMF, tetapi cukup sekedar "pisah ran- 


jang." 
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Dengan berlangsungnya agresi Amerika di lrak, saya kira 
tiba masanya bagi seluruh kalangan yang benar-benar men- 
cintai Indonesia, untuk mengkaji ulang arah yang hendak di- 
tuju perekonomian negeri ini, pasca (latangnya masa perce- 
raian dengan IMF. Membiarkan berlanjutnya dominasi Ame- 
rika dan para kaki tangannya dalam perumusan kebijakan 
ekonomi Indonesia, sama saja dengan memproklamirkan 
Indonesia sebagai koloni Amerika. 

Saya sendiri berpendapat, jika di tengah-tengah masya- 
rakat berkembang gagasan untuk memboikot produk Ame- 
rika, maka di tingkat para perumus kebijakan, saya kira, tiba 
masanya untuk menggagas dilakukannya aksi boikot terhadap 
penukiran-pemikiran konservatif dan agresif yang dipropa- 
gandakan oleh Amerika. Aksi boikot terhadap kebijakan yang 
digariskan oleh lembaga-lembaga ekononmi internasional yang 
menjadi kaki tangan Amerika. Dan, jangan lupa, aksi boikot 
terhadap para ekonom neoliberal yang menjadi komprador 
Amerika.” 


GRepublika, 7 April 2003 
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KERUSUHAN-KERUSUHAN IMF 


PEMERINTAHAN Presiden Megawati tampaknya semakin hari 
semakin terasing dari aspirasi masyarakat. Menyusul mele- 
daknya geger divestasi PT Indosat, pemerintah tiba-tiba ke- 
luar dengan sebuah kebijakan yang secara langsung memo- 
jøkkan masyarakat. Harga tiga komoditi strategis, BBM, lis- 
trik, dan telepon, dinaikkan secara serentak. Harga BBM rata- 
rata mengalami kenaikan sebesar 22 persen. Tarif listrik rata- 
rata naik sebesar 6 persen. Sedangkan tarif telepon rata-rata 
naik sebesar 15 persen. 

Seperti biasa, harga berbagai kebutuhan pokok lain se- 
gera menyusul. Akibatnya, seperti bara tertiup angin, kekece- 
waan yang berawal dari pelaksanaan divestasi PT Indosat 
segera meledak menjadi kemarahan massal yang berlingkup 
nasjonal. 

Kekecewaan terhadap pelaksanaan divestasi Indosat 
yang terpusat di kantor-kantor perusahaan telekomunikasi 


tersebut, meluas ke berbagai sektor masyarakat. Tidak tang- 
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gung-tanggung, tidak hanya mahasiswa, buruh, nelayan dan 
pedagang kecil yang turun ke jalan, ibu-ibu rumah tangga 
dan para pengusaha pun turut beramai-rarnai menentang kebi- 
jakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah. 

Sementara ini, tuntutan yang muncul ke permukaan me- 
mang masih sangat beragam. Serikat-serikat pekerja yang ter- 
gabung dalam Serikat Pekerja Indosat (SPI), Aliansi Serikat 
Pekerja BUMN, dan Badan Penyelamat Aset Bangsa (BPAP), 
masih bertahan dengan tuntutan semula. Mereka dalam garis 
besarnya menuntut dilakukannya tiga hal: batalkan divestasi 
PT Indosat, hentikan privatisasi BUMN, dan bubarkan Ke- 
menterian Negara BUMN. 

Sebagian besar anggota masyarakat, seperti buruh, nela- 
yan, pedagang kecil, ibu rumah tangga, dan para pengusaha, 
pada umumnya muncul ke permukaan menuntut dilakukan- 
nya pembatalan kenaikan harga. Seperti terungkap pada ber- 
bagai poster dan spanduk yang mereka bentang, kebanyakan 
anggota masyarakat menuntut dilakukannya pembatalan ke- 
naikan harga BBM, penurunan tarif listrik, dan penurunan 
tarif telepon. 

Berbeda dari kedua kelompok tersebut, aksi-aksi perla- 
wanan yang dilakukan oleh para mahasiswa cenderung lang- 
sung menohok ke pusat pengambilan keputusan. Para maha- 
siswa tidak hanya menuntut dilakukannya pembatalan di- 
vestasi Indosat, penghentian privatisasi, pembubaran Kemen- 
terian Negara BUMN, atau penurunan harga, tetapi langsung 
menuntut agar Presiden Megawati (dan Wakil Presiden Ham- 


zah Haz) lengser dari kekuasaan mereka. 





Bila dicermati secara teliti, di tengah-tengah gejolak ter- 
sebut, peranan Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai 
aktor intelektual di balik berbagai kebijakan ekonomi yang 
diambil pemerintah tadi, justru tampak agak terabaikan. Pa- 
dahal, jika disimak ke dalam letter of intent (Lol), baik pelak- 
sanaan privatisast maupun pencabutan subsidi, sudah sejak 
awal tercantum sebagai bagian integral dari skenario besar 
pemulihan ekonomi Indonesia yang digariskan oleh IMF. 

Bahkan, jika dikaitkan dengan berbagai persoalan eko- 
nonu nasional lainnya, seperti pemberian release and discharge 
kepada para konglomerat hitam, pemberian subsidi sebesar 
rata-rata Rp 60 triliun setiap tahun kepada sejumlah bank 
nasional, dan pembukaan kran impor, akar masalahnya tetap 
satu, yaitu kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia yang diga- 
riskan oleh IMF. 

Sehubungan dengan itu, sangat wajar, jika dalam mengo- 
mentari berbagai kerusuhan seperti yang saat ini berlangsung 
di sekitar kita, penerimaan hadiah nobel Joseph Stiglitz per- 
nah menjulukinya sebagai the IMF Riots atau kerusuhan-keru- 
suhan yang diciptakan oleh IMF. 

Dalam kaca mata pemerintah, khususnya Tim Ekuin, pe- 
laksanaan berbagai kebijakan ekonomi yang memicu kema- 
rahan masyarakat itu tentu tidak ada yang salah. Sebagai 
bagian dari rencana besar mereka dalam menjalankan agenda- 
agenda ekonomi neoliberal, kebijakan-kebijakan ekonomi 
yang tmemojokkan masyarakat tersebut harus terus dilan- 


jutkan. 


Dilihat dari sudut itu, kemarahan para mahasiswa yang 
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tertuju kepada duet Megawati-Hamzah, memang tidak salah. 
Tetapi melewatkan begitu saja tanggungjawab IMF dan Tim 
Ekuin yang dikendalikan oleh para ekonom Mafia Berkeley 
itu sebagai sumber dari segala sumber masalah, jelas mengan- 
dung bahaya. Artinya, kemarahan yang saat ini diungkapkan 
oleh berbagai sektor masyarakat, termasuk yang diungkapkan 
oleh para mahasiswa, secara keseluruhan sebenarnya masih 
bersifat reaksioner. 

Kekuasaan duet Megawati-Hamzah Has mungkin bisa 
berakhir di tengah jalan, tetapi IMF dan Mafia Berkeley de- 
ngan agenda ekonomi neoliberalnya, akan terus bertahan. 
Sebaliknya, sebagaimana terjadi menyusul peledakan bom 
di Bali, yang berujung pada penambahan utang luar negeri 
baru dan mencuatnya gagasan untuk menunda rencana peng- 
akhiran pembuatan utang luar negeri dari 2004 menjadi 2005, 
perlawanan yang saat ini diungkapkan oleh mas yarakat dapat 
berujung pada pembatalan rencana pengakhiran kontrak de- 
ngan IMF pada akhir tahun ini. 

Sebab itu, alih-alih mengaitkan berbagai aksi perlawanan 
yang saat ini sedang terjadi dengan agenda perebutan ke- 
kuasaan menjelang 2004, perlu diwaspadai pula kemungkinan 
keterlibatan IMF dan Mafia Berkeley mengukuhkan cengke- 
raman agen ekononi neoliberal tersebut di negeri ini. 

Kesalahan yang terjadi pasca kerusuhan Mei 1998, hen- 
daknya tidak terulang sekali lagi. Pemerintahan Speharto me- 
mang tersingkir, tetapi pemerintahan-pemerintahan berikut- 
nya terus bekerja melanjutkan agenda-agenda ekonomi nevli- 
beral yang diperintahkan oleh IMF kepada negeri ini. Jangan 


REVRISOND BASWIR 


biarkan IMF terus menerus mermicu kerusuhan di sini,” 


EGATRA, 09 Tahun IX, 18 Januari 2003. 
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GOODBYE IMF 


KONTROVERS! mengenai keterlibatan Dana Moneter Inter- 
nasional (IMF) dalam proses transformasi perekonomian In- 
donesia belakangan ini mulai mereda. Selain dipicu oleh dike- 
luarkannya rekomendasi oleh Majelis Permusyawaratan Rak- 
yat (MPR) untuk mengakhiri kontrak dengan IMF pada akhir 
2003, hal itu juga didorong oleh melunaknya sikap para eko- 
nom neoliberal yang selama ini cenderung sangat gigih mem- 
pertahankan keberadaan IMF di sini. Bahkan, tidak kurang 
dari Menteri Negara Perekonomian Dorodjatun Kuntjorgjakti 
pun sudah secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk 
melepas kepergian IMF. 

Bagi sebagian anggota masyarakat, persoalan tentu tidak 
berakhir sampai di situ. Berakhirnya kontroversi mengenai 
campur tangan IMF dalam proses transformasi perekonomian 
Indonesia adalah satu hal. Soal Jain yang jauh lebih mendasar 
adalah mengenai prospek perekonomian Indonesia pasca per- 


pisahan dengan IMF. Artinya, jika ada, apa saja dampak yang 
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akan timbul akibat kepergian IMF, dan tindakan apa saja yang 
perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal 
tersebut? 

Sejauh ini, pemerintah tampaknya belum berminat untuk 
memberi jawaban yang terang benderang kepada masyara- 
kat. Selain mengundang tanda tanya, sikap tutup mulut pe- 
merintah itu tentu dapat memandng munculnya beragam taf- 
siran yang cenderung mengundang rasa was-was. 

Pertama, bertolak belakang dengan sikap yang diperlihat- 
kan pemerintah selama ini, pemerintah pada dasamya tidak 
melihat adanya dampak yang cukup serius yang akan tirnbul 
akibat berakhirnya keterlibatan IMF di sini. Karena tidak me- 
lihat adanya dampak yang cukup serius, pemerintah dengan 
sendirinya tidak merasa perlu melakukan persiapan apa pun 
untuk mengantisipast hal itu. 

Kedua, pemerintah pada dasarnya belum sepenuh hati 
ingin berpisah dengan IMF. Sebab itu, sembari terus mencari 
peluang untuk memperpanjang kontrak IMF untuk sementara 
waktu pemerintah lebih suka berkonsentrasi mengerjakan pe- 
rintah IMF sebagaimana diamanatkan oleh Lol (Letter of 
hitent). Dengan demikian, tahun 2003 akan dimanfaatkan seca- 
ra maksimal oleh pernerintah untuk memenuhi seluruh tun- 
tutan IMF. 

Ketiga, perpanjangan kontrak dengan IMF hingga akhir 
2003 memang dipandang mencukupi bagi pemerintah. Tahun 
2003, sebagaimana diketahui, adalah tahun terakhir menjelang 
pemilihan umum 2004. Sebab itu, yang terpenting bagi peme- 


rintahan yang sekarang ini adalah menyelamatkan pere- 


MAFIA BERKELEY dan Krxs Ek J4nm DONE SA 





konomian Indonesia hingga akhir 2003. Prospek perekonomi- 
an Indonesia pasca 2003 biarlah menjadi urusan pemerintahan 
berikutnya. 

Ketiga kemungkinan sikap pemerintah itu tentu tidak satu 
pun yang mengundang rasa aman. Sehubungan dengan sikap 
pertama, misalnya, pemerintah selama ini sudah terlanjur me- 
nebar propaganda di benak masyarakat mengenai bahaya 
perceraian dengan IMF. Sebab itu, betapapun MPR menerbit- 
kan rekomendasi untuk mengakhiri kontrak dengan IMF, rasa 
was-was sudah terlanjur menyelimuti sebagian anggota ma- 
syarakat. 

Deniikian halnya dengan sikap yang kedua. Indikasi sikap 
setengah hati pemerintah untuk berpisah dengan IMF antara 
lain diperlihatkan oleh Menteri Keuangan Boediono dan Men- 
teri Negara BUMN Laksmana Sukardi. Menyusul peristiwa 
peledakan bom di Bali, Menkeu segera muncul dengan usulan 
untuk menunda pencapaian target defisit APBN nol persen 
dari 2004 menjadi 2005. Sedangkan Meneg BUMN, alih-alih 
menghentikan pelaksanaan privatisasi sampai tersusunnya 
Undang-Undang BUMN, justru berusaha memanfaatkan ta- 
hun 2003 sebagai tahun pemungkas untuk mencapal seluruh 
target privatisasi BUMN sebagaimana diperintahkan IMF. 

Yang paling celaka tentulah bila pemerintah dengan se- 
ngaja memilih sikap yang ketiga. Dengan berorientasi hanya 
pada penyelamatan perekonomian Indonesia hingga akhir 
2003, berarti pemerintah dengan sengaja menyiapkan bom 
waktu bagi pemerintahan berikutnya. Sikap seperti itu tidak 


hanya dapat membahayakan masa depan perekonomian Indo- 
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nesia, telapi dapat membahayakan masa depan bangsa In- 
donesia secara keseluruhan. 

Terlepas dari sikap yang mana yang dianut pemerintah, 
masa depan perekonomian Indonesia sebenarnya sama sekali 
tidak tergantung pada keterlibatan atau kepergian IMF. Masa 
depan perekonomian Indonesia lebih banyak tergantung pada 
strategi yang diternpuh negeri ini dalam mengelola pereko- 
nømian nasional secara menyeluruh. Jika sedari awal pemerin- 
tah mampu mengembangkan strategi perekonomian yang te- 
pat, sebagaimana dilakukan Malaysia, Korea Selatan, dan 
Thailand, negeri ini sesungguhnya tidak memerlukan keha- 
diran IMF sejak hari pertama. 

Tetapi justru di situlah letak masalahnya. Terhitung sejak 
kehadiran IMF di sini, bahkan mungkin sejak jauh sebelumnya, 
sebagian besar ekonom Indonesia sudah terlanjur sangat gan- 
drung pada strategi ekonomi neoliberal sebagaimana diannt 
IMF. Dengan kecenderungan seperti itu, ketergantungan dan 
keterlibatan kekuatan kapitalisme transnasional dalam pe- 
ngelolaan perekonomian Indonesia memang tidak pernah di- 
pandang sebagai masalah. Sebaliknya, semakin jauh perekono- 
mian Indonesia tergantung terhadap kekuatan kapitalisme 
transnasional, justru dipandang sebagai pertanda kemajuan. 

Demikianlah, masa depan perekonomian Indonesia sama 
sekali tidak tergantung pada kehadiran atau kepergian IMF 
dari sini. Melainkan pada kemampuan negeri ini dalam me- 
ngembangkan strategi ekonomi alternatif yang setidak-tidak- 
nya memiliki empat cri sebagai berikut. 

Pertama, sesuai dengan amanat konstitusi, dibangun ber- 
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dasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua, lebih bertumpu 
pada pemanfaatan sumberdaya sendiri dan pengembangan 
potensi pasar dalam negeri. Ketiga, memberi prioritas setinggi- 
tingginya pada penciptaan lapangan kerja dan penanggulang- 
an kemiskinan. Dan keempat, secara sadar diarahkan untuk 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Datangnya masa perpisahan dengan IMF adalah berkah 
bagi negeri ini. Dengan berakhirnya keterlibatan IMF di sini, 
akan terbuka peluang bagi negeri ini untuk mengembangkan 
strategi ekonomi alternatif yang benar-benar sesuai dengan 
amanat konstitusi, aspirasi nasional, dan kepentingan rakyat 
banyak. 

Daripada menyoal kepergian IMF, rasanya lebih baik kita 
berkonsentrasi menyusun strategi ekonomi alternatif dengan 
keempat ciri sebagaimana dikemukakan tersebut. Rakyat ba- 
nyak sudah lama menunggu dengan penuh harap. Goodbye 
IMF 





ØWarta Bisnis, Edisi No. 1/15 — 31 Januari 2003. 





DRAMA PERANGKAP UTANG 


MENTErI Keuangan Boediono akhirnya harus mengakui 
secara jujur bahwa persoalan utang luar negeri adalah per- 
soalan terberat yang dihadapi perekonomian Indonesia. Hal 
itu tidak hanya terungkap secara implisit pada keengganan 
Boediono untuk bercerai dari Dana Moneter Internasional 
(IMF), tetapi terungkap secara eksplisit pada munculnya ga- 
gasan yang bersangkutan untuk segera menerbitkan obligasi 
(treasury bond), sebagai pengganti fasilitas penjadualan ulang 
yang ditawarkan oleh forum Paris Club. 

Dengan terkaitnya persoalan utang luar negeri dengan 
keengganan untuk bercerai dari IMF, dan dengan gagasan 
untuk membuat utang baru sebagai solusi persoalan utang 
lama, jelas sekali kelihatan bahwa persoalan utang luar negen 
sangat berbeda dimensinya bila dibandingkan dengan per- 
soalan utang dalam negeri. 


Dari segi volume, beban utang luar negeri memang ham- 


pir sama besarnya dengan beban utang dalam negeri. Volume 
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utang luar negeri pemerintah saat ini berjumlah sekitar 75 
miliar dollar AS. Sedangkan volume utang dalam negeri ber- 
jumlah sekitar Rp. 670 triliun. Yang jadi soal adalah soal ke- 
mampuan Indonesia untuk menyelesaikan kedua persoalan 
tersebut secara mandiri. 

Utang dalam negeri, walaupun bunganya rata-rata dua 
kali lebih besar dari bunga utang luar negeri, dapat disele- 
saikan oleh pemerintah tanpa harus bergantung pada uluran 
tangan atau kemurahan hati para kreditur internasi onal. Selain 
memiliki sumber pendanaan berupa hasil penjualan aset-aset 
yang diserahkan oleh para konglomerat sebagai pengganti 
fasilitas penerbitan utang tersebut, persoalan utang dalam 
negeri juga dapat ditanggulangi oleh pemerintah dengan me- 
nunda pembayaran bunganya, atau dengan melakukan pena- 
taan ulang masa jatuh temponya (reprofiling). Bahkan, seba- 
gaimana diusulkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan 
Kwik Kian Gie, dengan melakukan rekayasa keuangan, beban 
utang dalam negeri dapat dikurangi secara signifikan. 

Lain halnya dengan utang luar negeri. Walaupun bunga- 
nya lebih rendah dari beban bunga utang dalam negeri, tetapi 
untuk membayar pokok dan bunganya, tidak dapat tidak, 
pemerintah harus berurusan dengan para kreditur internasio- 
nal. Pendanaan untuk membayar pokok dan bunga utang luar 
negeri, misalnya, harus diperoleh dengan menguras cadangan 
devisa atau dengan membuat utang luar negeri baru. Demi- 
kian halnya bila hendak melakukan penjadualan ulang. Seba- 
gaimana berlangsung selama ini, selain harus pergi ke forum 


Paris Club, Indonesia diwajibkan pula oleh para kreditur in- 
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ternasional untuk memperpanjang masa penghambaan negeri 
ini kepada IMF. 

Singkatnya, persoalan utang dalam negeri adalah perso- 
alan domestik. Persoalan ini dapat ditanggulangi oleh perne- 
rintah tanpa harus menadahkan tangan kepada para kreditur 
internasional. Sebaliknya dengan persoalan utang luar negeri. 
Dalam menyelesaikan persoalan utang luar negeri, selain ha- 
rus berurusan dengan para kreditur internasional, pemerintah 
harus berhadapan pula dengan kepentingan para pemodal 
internasjonal yang mendompleng di balik berbagai tuntutan 
para kreditur internasional tersebut. 

Seandainya tidak muncul desakan untuk mengurangi ke- 
tergantungan perekonomian Indonesia terhadap para kre- 
ditur internasional, dan untuk segera mengakhiri kontrak 
dengan IMF, pemerintah memang dapat menyelesaikan per- 
soalan utang luar negeri tanpa banyak kesulitan. Tetapi justru 
di situlah letak persoalannya. Harga yang harus dibayar Indo- 
nesia untuk menikmati berbagai kemudahan yang diberikan 
oleh para kreditur internasional tersebut ternyata tidak seban- 
ding dengan manfaat yang ditawarkannya. 

Sebagaimana berlangsung limna tahun belakangan ini, ber- 
bagai kemudahan yang diperoleh Indonesia dalam menye- 
lesaikan persoalan utang luar negeri ternyata tidak hanya 
harus dibayar dengan melaksanakan serangkaian kebijakan 
ekonomi yang dikenal sebagai kebijakan ekonomi neoliberal 
yang bersifat merninggirkan rakyat, tetapi harus dibayar pula 
dengan menghadapi ancaman destabilisasi sosial yang mem- 
bahayakan keselamatan negara, 
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Kebijakan penghapusan subsidi, misalnya, harus dibayar 
dengan menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh para 
mahasiswa. Sedangkan kebijakan privatisasi Badan Usaha Mi- 
lik Negara (BUMN), harus dibayar dengan meledaknya perla- 
wanan dari para serikat pekerja BUMN. 

Sebab itu, dengan munculnya desakan untuk meningkat- 
kan kemandirian perekonomian Indonesia, termasuk dari Ma- 
jelis Permusyawaratan Rakvat (MPR), kompleksitas persoalan 
utang luar negeri yang dihadapi Indonesia kini terungkap 
secara transparan. 

Kenyataan terakhir inilah tampaknya yang oleh Boediono 
dirasakan sebagai situasi serba salah. Seperti dikemukakan- 
nya, ia kini merasa seperti menghadapi sebuah dilema. Men- 
dukung pemutusan kontrak dengan IMF denu keselamatan 
negara, atau segera menerbitkan obligasi sebesar 27 milyar 
dollar AS sebagai pengganti fasilitas penjadualan ulang yang 
disediakan oleh forum Paris Club. 

Persoalannya, tidak adakah jalan lain yang dapat ditem- 
puh oleh pemerintah di luar kedua pilihan sulit tersebut? Bah- 
kan, patut dipertanyakan, pantaskah soal keselamatan negara 
diletakkan sebagai taruhan dalam menyelesaikan persoalan 
utang luar negeri? 

Berbagai alternatif penyelesaian persoalan utang Juar ne- 
geri sebenarnya sudah sering disampaikan oleh berbagai ka- 
langan kepada pemerintah. Hal itu antara lain dapat dilakukan 
dengan mengupayakan pemotongan utang, melakukan nego- 
siasi bilateral, atau dengan melakukan sekuritisasi aset seba- 
gaimana ditawarkan oleh Tim Indonesia Bangkit. Tetapi, tanpa 
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alasan yang jelas, Boediono tampaknya lebih suka mem- 
benturkan Indonesia pada skenario keluar dari mulut singa 
masuk ke mulut buaya. 

Yang tidak kalah menarik, dengan terungkapnya kegun- 
dahan Boediono dalam menyelesaikan persvalan utang luar 
negeri, secara tidak langsung ia membantah pendapat yang 
pernah dikemukakannya di hadapan Konusi IX Dewan Per- 
wakilan Rakyat (DPR), yang menyatakan bahwa persoalan 
utang luar negeri yang dihadapi Indonesia tidak perlu terlalu 
dicemnaskan. 

Bersamaan dengan itu ia membantah pula pernyataan 
yang pemah dilontarkan oleh Menteri Koordinator Pereko- 
nomian Dorodjatun Kuntjorojakti, yang menyatakan bahwa 
persoalan utang luar negeri yang dihadapi Indonesia tidak 
perlu terlalu didramatisasi. Kini, dengan semakin kuatnya 
desakan untuk menceraikan IMF, drama perangkap utang 
tampaknya justru sengaja dimainkan.” 


ØRepublika, 5 Mei 2003 
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BAHAYA POST PROGRAM 
MONITORING 


SEBAGAIMANA telah diduga sebelumnya, pemerintah akhir- 
nya memutuskan untuk memilih opsi post program mon itoring 
(PPM) dalam mengakhiri kontrak kerjasama dengan Dana 
Moneter Internasional (IMF). Dengan memilih opsi tersebut, 
pemerintah berarti berketetapan hati untuk tidak segera me- 
lunasi semua utang Indonesia kepada lembaga keuangan inter- 
nasional tersebut. Melainkan mengangsurnya hingga akhir 
2010. 

Sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar oleh Menko 
Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, Menkeu Boediono, 
dan Gubernur Bank Indonesia (Bl) Burhanuddin Abdullah, 
setidak-tidaknya terdapat tiga alasan mengapa pemerintah 
dan Bi sepakat untuk memilih opsi ”pisah ranjang' itu. 

Pertama, sesuai dengan amanat Majelis Permusyawaratan 


Rakyat (MPR) agar pemerintah menghindart terjadinya gun- 


cangan moneter dalam mengakhiri kontrak IMF, opsi PPM 
dipandang oleh pemerintah sebagai opsi yang paling sesuai 
dengan amanat MPR tersebut. Artinya, dengan memnilih opsi 
PPM, pemerintah terhindar dari kewajiban menguras cadang- 
an devisa sekurang-kurang sebesar US$ 6,3 milyar pada akhir 
tahun ini. 

Kedua, mempertimbangkan adanya kebutuhan devisa un- 
tuk membayar angsuran pokok utang luar negeri yang akan 
jatuh tempo tahun 2004 sebesar US$ 3 milyar, opsi PPM juga 
dipandang oleh pemerintah sebagai opsi yang paling aman 
sesuai dengan konteks tahun penyelenggaraan Pemölu itu. 
Årtinya, dengan memilih opsi PPM, pemerintah dapat berkon- 
sentrasi membayar angsuran pokok utang luar negeri kepada 
para anggota Consultative Group on Indonesia (CGI). 

Ketiga, terutama sebagaimana dikemukakan oleh Guber- 
nur BI Burhanuddin Abdullah, pinjaman Indonesia kepada 
IMF sebesar US$ 9 milyar tersebut sesungguhnya dapat dike- 
lola secara menguntungkan dengan memutarkannya di pasar 
uang dan pasar modal. Artinya, alih-alih mempercepat pelu- 
nasan utang kepada IMF, lebih baik bila dana yang berbunga 
sekitar 2,8 prosen tersebut dipakai untuk memperoleh tam- 
bahan penghasilan. 

Sepintas lalu, ketiga alasan yang dikemukakan ketiga pe- 
tinggi ekonomi Indonesia itu memang tampak cukup masuk 
akal. Persoalannya, masalah pengakhiran kontrak kerjasama 
Indonesia dengan IMF tidak dapat disederhanakan hanya 
sebagai persoalan keuangan. Lebih dari sekedar persoalan 
keuangan, masalah pengakhiran kontrak kerjasama Indonesia 
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dengan IMF harus dilihat pula dari sudut implikasinya terha- 
dap kewajiban Indonesia untuk melaksanakan sejumlah agen- 
da reformasi ekonomi sebagaimana dikehendaki IMF. 

Sebagaimana telah berlangsung tima tahun belakangan 
ini, tiga agenda reformasi ekonomi yang harus dilakukan In- 
donesia di bawah komando IMF meliputi: (a) penghapusan 
subsidi dan penyelenggaraan kebijakan anggaran ketat; (b) 
pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan; 
dan (c) pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). Dengan memilih opsi PPM, berarti Indonesia tetap 
memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketiga agenda refor- 
masi ekonomi a la Konsensus Washington tersebut. 

Sehubungan dengan itu, sekurang-kurangnya terdapat 
dua bahaya besar yang dihadapi Indonesia akibat adanya 
kewajiban untuk melaksanakan ketiga agenda reformasi eko- 
nomi yang dikenal pula sebagai agenda ekonomi neoliberal 
itu. 

Pertama, sebagaimana berlangsung lima tahun belakang- 
an, pelaksanaan agenda-agenda tersebut akan memicu se- 
makin meningkatnya kekecewaan rakyat terhadap kebijakan 
ekonomi pemerintah. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan 
ketiga agenda ekonomi neoliberal tersebut tidak hanya akan 
memicu meningkatnya biaya hidup, meluasnya penganggur- 
an, tetapi dapat menyebabkan semakin terancamnya kedau- 
latan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. 

Kedua, semakin tergantungnya stabilitas ekonomi Indo- 
nesia terhadap penilaian IMF, terutama sehubungan dengan 


kemampuan pemerintah dalam melaksanakan ketiga agenda 


ekonomi neoliberal sebagaimana dikemukakan tadi. Sebagai- 
mana terbukti lima tahun belakangan, jika pemerintah gagal 
memenuhi kehendak IMF, IMF biasanya akan segera melaku- 
kan kampanye negatif terhadap masa depan ekonomi Indo- 
nesia. 

Reaksi negatif IMF itu tentu akan diikuti oleh reaksi seru- 
på oleh negara-negara kreditur, para investor, dan lembaga- 
lembaga keuangan internasional sahabat IMF lainnya. Dengan 
demikian, stabilitas ekonomi Indonesia akan terus tergantung 
kepada para penguasa keuangan global tersebut. 

Dari kedua bahaya besar pelaksanaan agenda reformasi 
ekonomi nevliberal yang diperintahkan IMF itu, dapat disak- 
sikan bahwa kemudahan keuangan jangka pendek yang dita- 
warkan oleh opsi PPM, sesungguhnya sama sekali bukan tan- 
pa biaya. Dengan merulih opsi PPM, pemerintah yang ber- 
kuasa saat ini memang, terhindar dari kewajiban menguras 
cadangan devisa sebesar US $ 6,3 milyar. Tetapi sekurang- 
kurangnya hingga akhir 2007, pemerintahan berikutnya akan 
terus menghadapi bahaya besar berupa terjadinya benturan 
kepentingan antara mernenuhi kehendak rakyat dan mema- 
tuhi perintah IMF. 

Bagi IMF, benturan kepentingan itu tentu tidak menjadi 
masalah. Sesuai dengan kredo yang dianutnya, di dunia ini 
memang tidak ada makan siang yang gratis. Persoalannya, 
sebandingkah penundaan pembayaran utang sebesar US$ 6,3 
milyar itu dengan penderitaan yang akan ditanggung rakyat 
Indonesia? Lebih dari itu, pantaskah kita mengorbankan ke- 


daulatan negara untuk menunda pembayaran utang yang bi- 
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dak seberapa? Saya berharap pemerintahan berikutnya mam- 


pu memberi jawaban yang lebih bijaksana.* 


QSuara Merdeka, 6 Agustus 2003 
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IMPERIALISME IMF 


PERBINCANGAN mengenai pengakhiran kontrak IMF yang 
berlangsung beberapa waktu belakangan ini benar-benar me- 
malukan jika direnungkan secara mendalam. Betapa tidak? 
Kontrak kerjasama Indonesia dengan IMF seharusnya sudah 
selesai pada akhir 2002 lalu. Tetapi belakangan, setelah secara 
diam-diam kontrak diperpanjang setahun, dan setelah MPR 
mengeluarkan ketetapan agar Pemerintah segera mengakhiri 
kontrak IMF pada akhir 2003, tiba-tiba alur perbincangan ber- 
geser ke metode pengakhiran kontrak. 

Pergeseran perbincangan yang muncul tiba-tiba tersebut 
tidak hanya memalukan dalam konteks keindonesiaan, tetapi 
sangat memalukanjika dibandingkan dengan pengalaman ne- 
gara-negara tetangga yang sama-sama dilanda krisis pada 
pertengahan 1997. Malaysia, misalnya, secara tegas menolak 
kehadiran IMF sejak hari pertama. Di bawah kepemimpinan 
Mahathir, negeri serumpun itu bertekad untuk menghadapi 


badai krisis dengan cara mereka sendiri. Setelah lima tahun, 
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Malaysia ternyata mampu bangkit tanpa harus merasa ber- 
hutang budi kepada IMF. 

Thailand, yang mengalami krisis paling awal, segera 
mengakhiri kontrak mereka dengan IMF setelah berlangsung 
setahun. Thailand ketika itu memang tidak serta merta me- 
lunasi semua utangnya kepada IMF, tetapi memilih dengan 
cara mengangsur. Setelah empat tahun, Thailand kini telah 
bangkit kembali tanpa harus terlalu banyak direpotkan oleh 
supervisi IMF. 

Yang tidak kalah spektakuler adalah pengalaman Korea 
Selatan. Negeri ginseng ini mengakhiri kontrak dengan IMF 
setelah masa kontrak berlangsung dua tahun. Namun berbe- 
da dari Thailand, Korea Selatan dengan tegas memilih untuk 
segera melunasi semua utangnya saat itu juga. Kini, setelah 
berlangsung tiga tahun, perekonomian Korea Selatan mampu 
berdiri kokoh seperti tidak pernah mengalami krisis. 

Pengalaman Indonesia bertolak belakang jika dibanding- 
kan dengan ketiga negara tetangga tersebut. Alih-alih menolak 
campur tangan IMF, atau mengakhiri kontrak sebelum masa 
kontrak berakhir, Indonesia justru dengan sengaja memilih 
untuk memperpanjang masa keberadaan IMF di sini. Bahkan, 
setelah masa perpanjangan kontrak mendekati penyelesaian, 
negeri "kolam susu” ini justru terjerumus ke dalam perdebatan 
yang memalukan mengenai metode pengakhiran kontrak. 

Sebagaimana telah diulas secara luas, terdapat beragam 
opsi yang dapat dipilih untuk mengakhiri kontrak IMF, yang 
diwanti-wanti harus bersifat elegan atau soft landing itu. Te- 
tapi ketakutan untuk melanggar ketetapan MFR tampaknya 





telah mendørong bermuaranya pilihan pada dua metode be- 
rikut: Pertama, pengakhiran kontrak sepenuhnya, dengan 
konsekuensi harus segera melunasi utang kepada IMF sebesar 
US $ 8,4 milyar (model Korea Selatan). Kedua, pengakhiran 
kontrak secara bertahap, dengan kewajiban melunasi utang 
kepada IMF sebesar US $ 2 milyar, tetapi barus tetap bersedia 
bekerja dengan dimandori oleh IMF sampai seluruh utang 
terbayar lunas (model Thailand). 

Seperti dapat diduga sebelumnya, para ekonom yang de- 
kat dengan pemerintah dan IMF, cenderung menjatuhkan pi- 
lihan pada metode kedua, yang dikenal sebagai opsi Post 
Program Monitoring (PPM). Menurut para ekonom yang saya 
sebut sebagai ekonom neoliberal tersebut, sebenarnya Indo- 
nesia belum perlu mengakhiri kontrak dengan IMF sekarang 
ini. Keberadaan sang mandor di sini, tidak hanya memberi 
keuntungan berupa terbukanya peluang untuk melakukan 
penjadualan ulang utang luar negeri di forum Paris Club, tetapi 
juga merupakan garansi untuk merebut kepercayaan investor 
asing agar bersedia menanamkan modalnya di sini. 

Tetapi apa boleh buat, karena MPR sudah mengeluarkan 
ketetapan, pilihan terbaik berikutnya menurut mereka harus 
jatuh pada metode pengakhiran kontrak secara bertahap. Me- 
lalui pengakhiran kontrak secara bertahap, cadangan devisa 
bisa dihemat. Dukungan negara-negara kreditor dan lembaga 
keuangan intemasional lainnya untuk membuat utang luar 
negeri baru masih bisa dilanjutkan. Dan yang paling penting, 
kepercayaan investor asing bisa dipertahankan. 

Pilihan pertama, pengakhiran kontrak sepenuhnya, me- 
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nurut para ekonom neoliberal yang pada awal Orde Baru 
dikenal sebagai Mafia Berkeley itu, sangat mahal harganya. 
Dengan munculnya kewajiban untuk melunast utang sebesar 
US $ 8,4 milyar kepada IMF, cadangan devisa yang saat ini 
berjumlah sekitar US $ 34,1 milyar, akan berkurang menjadi 
US $ 25,7 milyar. Dengan hengkangnya IMF dari sini, peluang 
untuk memperoleh utang luar negeri baru mungkin semakin 
sulit. Dan yang paling celaka, investor asing mungkin bisa 
serta merta hengkang dari neger ini. 

Bayangan suram pilihan pertama yang dilukiskan oleh 
para ekonom neoliberal tersebut, sepintas lalu memang cukup 
menakutkan. Tetapi bila dikaji secara cermat, sebagaimana 
telah dilakukan oleh Tim Indonesia Bangkit, ancaman itu se- 
sungguhnya tidak lebih dari gertak sambal untuk menakut- 
nakuti rakyat Indonesia. Bahkan, sebagaimana dikermukakan 
oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian 
Gie, cadangan devisa yang 25,7 milyar itu sesungguhnya lebih 
dari cukup untuk membiaya kebutuhan impor Indonesia sela- 
ma 5,4 bulan. 

Tetapi para ekonom neoliberal tadi tampaknya paham 
betul dengan mental inlander yang menyelimuti rakyat Indo- 
nesia. Mereka tidak hanya mencoba berlindung di balik mental 
inlander rakyat Indonesia tersebut, tetapi berusaha mengeks- 
ploitasinya sedemikian rupa untuk membela sebuah kepen- 
tingan yang justru dapat membuat rakyat semakin menderita. 

Kepentingan yang dibela oleh para ekonom neoliberal 
untuk tetap mempertahankan keberadaan IMF itu dapat di- 


telusuri pada jati diri dan misi yang diemban lembaga tersebut 
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dalan proses perombaåkan ekonomi Indonesia. Sebagaimana 
diketahui, IMF adalah sebuah lembaga keuangan internasional 
yang sebagian besar modalnya (45 persen), dikuasai oleh ne- 
gara-negara G-7 yang terdiri dari Amerika, fepang, Jerman, 
Prancis, Inggris, Canada, dan Australia. Bahkan, AS, yang 
sedang berusaha menjadi imperium global, menguasai saham 
IMF sebesar 18 persen. 

Dengan latar belakang seperti itu, IMF sesungguhnya ti- 
dak dapat begitu saja dipandang sebagai sebuah lembaga ke- 
uangan yang netral. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang 
dikuasai oleh negara-negara G-7, khususnya Amerika, IMF 
tentu mustahil mengelak dari misi yang dititipkan oleh para 
pemodalnya. 

Pertanyaannya, misi apakah yang dititipkan oleh negara- 
negara G-7 atau Amerika kepada IMF? Jawabannya saya te- 
mukan dalam sebuah doøkumen setebal 35 halaman yang ber- 
judul "The National Security Strategy of the United States of 
America,” yang diterbitkan tanggal 22 September 2002. Da- 
lam døkumen yang, prakatanya ditandatangani oleh Presiden 
Amerika Goerge W. Bush tersebut, saya antara lain menemu- 
kan beberapa kalimat berikut, 


"mn Fe United States will use this moment of opportunily to 
extend the benefits of freedom across the globe. We will actively work 
to bring the hope for democracy, development, free markets, and 
free trade to every corner of the world.” 

"Trade and investment are the real engines of economic growth. 
Even government aid increase, most money for development must 


come from trade, domestic capilal, and foreign investment, An 
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effective strategy must try la expand the flows as well. Free markets 
and free trade are key priorities of our national security stra- 
tegy.” 

Dari kedua kutipan tersebut, dapat diketahui betapa 
Amerika melihat ”free markets” dan "free trade” tidak hanya 
sebagai bagian dari strategi ekonomi mereka. Amerika secara 
tegas meletakkan misi untuk mewujudkan "free markets” dan 
"free trade” sebagai prioritas kund strategi keamanan nasio- 
nal mereka. Dalam rangka itu, Amerika secara tegas mende- 
klarasikan ”akan bekerja keras untuk membawa ffree mar- 
kets' dan 'free trade" ke seluruh penjuru dunia.” 

Sebagai sebuah lembaga yang 18 prosen sahamnya di- 
kuasai oleh Amerika, IMF tentu tidak dapat menghindar dari 
pelaksanaan strategi keamanan nasional Amerika tersebut. 
Artinya, sebagai sebuah lembaga yang dikendalikan oleh 
Amerika, IMF tentu tidak dapat mengelak dari misi untuk 
menyebarluaskan ”free markets” dan "free trade” ke seluruh 
penjuru dunia sebagaimana dicanangkan Amerika 

Secara terinci, misi untuk menyebarluaskan "free mar- 
kets” dan "free trade” itu terungkap dalam sebuah paket 
kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan Konsensus Washing- 
ton. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz, kebi- 
jakan Konsensus Washington yang disusun oleh Departemen 
Keuangan Amerika, IMF, dan Bank Dunia tersebut, dan di- 
kenal pula sebagai kebijakan ekonomi neoliberal tersebut, 
dalam garis besarnya meliputi empat program berikut: (i) 


program penghapusan subsidi; (ii) program liberalisasi sektor 


keuangan; (iii) program liberalisasi sektor perdagangan; dan 
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(iv) pelaksanaan privatisasi BUMN. 

Bila disimak letter of intents (Lol) yang ditandatangani 
pemerintah bersa:na IMF lima tahun belakangan ini, rasanya 
tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa IMF pada da- 
sarnya memang bekerja sesuai dengan agenda ekononu neo- 
liberal, atau misi untuk mewujudkan ”free markets” dan "free 
trade” sebagaimana dicanangkan Amerika tadi. Hal itu tentu 
tidak hanya dilakukan IMF di Indonesia, tetapi di seluruh 
negara dunia ketiga yang berada di dalam cengkeramannya. 

Nah, misi untuk merombak perekonomian Indonesia me- 
nuju perwujudan ekonomi neoliberal, dengan misi "free mar- 
kets” dan "free trade” itulah sesungguhnya yang mengikat 
IMF dan para ekonom neoliberal pembela IMF untuk terus 
meémpertahankan keberadaan lembaga itu di sin. Selain oleh 
IMF, misi serupa tentu diemban pula oleh lembaga-lembaga 
keuangan dan perdagangan dunia lainnya seperti Bank Dunia, 
Asian Development Bank (ADB), dan Organisasi Perdagang- 
an Dunia (WTO). 

Bahwa perombakan ekonomi Indonesia menuju perwu- 
judan ekonomi neopliberal dapat membuat rakyat Indonesia 
semakin menderita, tidak terlalu sulit untuk dibuktikan. Pada 
permulaan krisis, sebagaimana dikemukakan Rizal Ramli, 
"malpraktik' IMF-lah sesungguhnya yang paling bertanggung- 
jawab terhadap kebangkrutan sektor perbankan di Indonesia. 

Sedangkan di waktu belakangan, simak misalnya berba- 
gåai kerusuhan IMF (IMF riots) — sehubungan dengan kebijak- 
an penghapusan subsidi, yang berlangsung awal tahun ini di 


semua kota besar di Indonesia. Kemudian simak pula kerna- 
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rahan petani terhadap kebijakan impor beras. Bahkan, kehe- 
bohan yang dipicu oleh meroketnya ongkos belajar di pergu- 
ruan tinggi belakangan ini, tidak dapat diartikan lain kecuali 
sebagai jeritan rakyat terhadap pelaksanaan kebijakan eko- 
nomi neoliberal di negeri ini. 

Tetapi dengan terus berlanjutnya upaya untuk melanjut- 
kan keterlibatan IMF di sind, dan terus berlanjutnya upaya 
untuk mewujudkan ekonomi neotiberal di negeri ini, secara 
tidak langsung mengungkapkan betapa sudah sangat dalam- 
nya bangsa Indonesia terjerumus ke dalam cengkeraman IMF. 

Secara teknis, penyebabnya mungkin bisa ditelustri pada 
timbunan utang luar negeri yang sangat besar — yang menye- 
babkan sangat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap 
Paris Club dan Consultative Group on Indonesia (CGI), pada 
ketergantungan terhadap pasar dan investasi asing, atau ter- 
hadap barang-barang impor. Tetapi semua itu pada dasarnya 
hanya memperkuat kesimpulan betapa sudah sangat jauhnya 
Indonesia terjerumus ke dalam cengkeraman imperialisme, 


imperialisme IMF.” 





ØWarta Bisnis, Edisi No. 13/15 - 31 Juli 2003. 
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Bab. 14 
Neoliberalisme 





NEOLIBERALISME 


SEBAGIAN besar masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia 
belakangan ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sebuah 
paham ekonomi yang dikenal sebagai neoliberalisme. Mulai 
dari masalah pengurangan subsidi, liberalisasi keuangan dan 
perdagangan, serta privatisasi Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), semuanya langsung berkaitan dengan pelaksanaan 
agenda-agenda ekonomi neoliberal tersebut. 

Secara parsial, penerapan neoliberalisme di Indonesia su- 
dah berlangsung sejak 1980-an. Hal itu antara lain ditandai 
dengan dilakukannya kampanye besar deregulasi dan debi- 
rokratisasi pada pertengahan 1980-an, dimulainya liberalisasi 
keuangan tahun 1987, serta dimulainya pelaksanaan pri- 
vatisasi BUMN pada awal 1990-an. 

Walaupun demikian, pelaksanaan agenda-agenda eko- 
noni neoliberal secara masif baru berlangsung setelah Indo- 
nesia mengalami krisis moneter pada pertengahan 1997. Me- 
nyusul keterlibatan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam 
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proses pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah sejak itu 
secara resmi mengamalkan neoliberalisme sebagai jalan baru 
dalam mengelola ekonomi Indonesia. 

Apakah yang dimaksud dengan neoliberalisme? Secara 
historis, neoliberalisme bukanlah paham ekonomi baru. 5e- 
bagai penyempurnaan dari liberalisme klasik, neoliberalisme 
pertama kali digagas oleh Alexander Rustow pada awal 1930- 
an. 

Dalam sebuah perternuan yang diadakan oleh Verein fur 
Spzialpolitik di Jerman pada September 1932, Rustow meng- 
usulkan agar penyelenggaraan pasar bebas sebagaimana di- 
ajarkan liberalisme, disempurnakan dengan mermnperkuat pe- 
ranan negara sebagai pembuat peraturan. Gagasan Rustow 
itu kemudian disempurnakan oleh Walter Eucken, Wilhelm 
Ropke, dan Henry C. Simon dari Mazab Chicago. 

Secara terinci, gagasan pokok neoliberalisme dikemas 
oleh Mazab Freiburger dalam sebuah paket kebijakan ekono- 
mi yang dikenal sebagai paket kebijakan ekonomi ordolibe- 
ralisme. 

Inti kebijakan ekonomi neoliberal menurut paket ke- 
bijakan ekonomi ordoliberalisme meliputi: (1) tujuan utama 
ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu 
untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) keperni- 
likan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan 
(3) pembentukan harga pasar tidak bersifat alami, melainkan 
hasil dari penertiban pasar yang dilakukan negara melalui 
penerbitan undang-undang. 

Khusus mengenai peranan regulasi negara, Eucken me- 


REVRISOND BASWIR 


ngemukakan empat hal berikut sebagai bidang utama yang 
perlu mendapat perhatian: (1) pengaturan persaingan usaha 
untuk mencegah monopoli dan kartel; (2) pengaturan pemu- 
ngutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian pen- 
dapatan; (3) pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari 
terjadinya eksploitasi; dan (4) pengaturan sister pengupahan, 
khususnya untuk menetapkan jumlah upah minimum. 

Tetapi sebagaimana berlangsung hingga akhir 1970-an, 
menyusul terjadinya depresi besar 1930-an, konsep para eko- 
nom neoliberal tersebut cenderung tersisih oleh konsep eko- 
nomi negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard 
Keynes. 

Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan ekonomi 
negara tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi 
meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi mone- 
ter dan fiskal, terutama untuk menjaga stabilitas moneter, 
menggerakkan sektor riil, dan menciptakan lapangan kerja. 

Kekalahan konsep ekonomi neoliberal dari konsep negara 
kesejahteraan terjadi secara mencolok dalam sebuah konfe- 
rensi moneter dan keuangan internasivnal yang diselengga- 
rakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods 
pada 1944. Dalam konferensi yang dikenal sebagai konferensi 
Bretton Woods tersebut, negara-negara anggota PBB sepakat 
untuk mengamalkan konsep negara kesejahteraan. 

Dalam konferensi yang antara lain dihadiri Keynes itu, 
tercapai kesepakatan untuk mendirikan dua lembaga ekonomi 


dan keuangan supra negara yang dikenal sebagai IMF dan 


Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan 
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(IBRD). IBRD belakangan lebih dikenal sebagai Bank Dunia 
(the World Bank). 

IMF berfungsi sebagai lembaga keuangan internasional 
yang memiliki kewajiban sebagai penjaga stabilitas moneter. 
Sedangkan Bank Dunia berfungsi sebagai bank internasional 
yang memiliki kewajiban untuk menyediakan pinjaman bagi 
negara-negara yang menjadi anggotanya. 

Tetapi, sebagaimana terbukti belakangan, keunggulan 
konsep ekonomi negara kesejahteraan terhadap neoliberalis- 
me itu tidak bisa bertahan lama. Menyusul pemilihan Ronald 
Reagan dan Margareth Teatcher sebagai kepala negara di AS 
dan Inggris pada awal 1980-an, neoliberalisme serta-merta 
menemukan momentum untuk diterapkan dan disebarluaskan 
ke seluruh penjuru duria. 

Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara 
mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan pri- 
vatisasi seluruh BUMN mereka. Sedangkan penyebarluasan- 
nya ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentumnya 
setelah beberapa negara Amerika Latin mengalami krisis mo- 
neter pada penghujung 1980-an. 

Dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang di- 
alami beberapa negara Amerika Latin tersebut, bekerja sama 
dengan Departemen Keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepa- 
kat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonon neoliberal 
yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. 

Agenda utama paket kebijakan Konsensus Washington 


yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural 


IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi empat kebijakan 
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berikut: (1) kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan 
penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangary (3) libe- 
ralisasi sektor perdagangan; dan (4) privatisasi BUMN. 

Bila dicermati, perkembangan ekonomi Indonesia dalam 
beberapa tahun belakangan ini, pelaksanaan keempat agenda 
ekonomi neoliberal itulah kinå yang sedang melanda Indo- 
nesia. Sebagaimana diketahui, defisit anggaran dan subsidi 
terus-menerus mengalami pengurangan. Sektor keuangan dan 
perdagangan terus-menerus mengalami liberalisasi. Sedang- 
kan BUMN, satu persatu berpindah tangan kepada para pe- 
modal perseorangan. 

Menurut Stiglitz, kelemahan mendasar neoliberalisme 
terletak pada pemujaannya yang sangat berlebihan terhadap 
peranan pasar. Bagi Stiglitz, pasar hanyalah salah satu alat, 
bukan satu-satunya alat, dalam mencapai tujuan perekono- 
nuan. Sebab itu, peningkatan peranan pasar dalam penyeleng- 
garaan ekonomi di negara-negara miskin, lebih-lebih yang 
sedang dilanda krisis, justru dapat mengundang bahaya. 

Menjadikan pasar sebagai satu-satunya alat, lebih-lebih 
menjadikannya sebagai tujuan itu sendiri, sama artinya de- 
ngan memporak-porandakan fondasi integrasi sosial dan 
menjerumuskan perekonomian negara-negara miskin yang 
sedang dilanda krisis itu ke lembah kehancuran. 

Jangan-jangan Indonesia saat ini memang sedang melun- 


cur di jalan licin yang penuh bahaya tersebut.” 


GBisnis Indonesia, 2 November 2003 
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BAHAYA GLOBALISASI 
NEOLIBERAL 


HUBUNGAN antara globalisasi dengan neoliberalisme dapat 
diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang 
sama. Sebagaimana dikemukakan Lafontaine, berbicara me- 
ngenai globalisasi sama artinya dengan berbicara mengenai 
penyebarluasan neoliberalisme. Sebaliknya, berbicara menge- 
nai neoliberalisme sama artinya dengan berbicara mengenai 
ekspansi kepentingan para pemodal negara-negara kaya. 

Para pemodal negara-negara kaya inilah terutama yang 
menjadi sponsor globalisasi. Sebab itu, mudah dimengerti 
bila penyebarluasan globalisasi hampir selalu berjalan ber- 
iringan dengan penyebarluasan neoliberalisme. Globalisasi 
sesungguhnya hanyalah kedok. Di balik kedøk globalisasi 
bersembunyi agenda-agenda ekonomi neoliberal yang dimo- 
tori oleh para pemodal negara-negara kaya. 

Dengan memahami globalisasi sebagai pelaksanaan agen- 


da-agenda ekonomi neoliberal seperti itu, bahaya globalisasi 





bagi negara-negara miskin menjadi mudah untuk dipetakan. 

Secara umum, globalisasi adalah sebuah proses sistematis 
untuk merombak struktur perekonomian negara-negara mis- 
kin, terutama ber pa pengerdilan peran negara dan pening- 
katan peranan pasar, sehingga memudahkan pengintegrasian 
perekonomian negara-negara miskin itu ke dalam genggam- 
an para pemodal negara-negara kaya. 

Dari pengertian umum tersebut, dapat disaksikan bahwa 
bahaya globalisasi bagi negara-negara miskin pada dasarnya 
terletak pada melemahnya kemampuan sebuah pemerintahan 
dalam melindungi kepentingan negara dan rakyatnya, dan 
meningkatnya ketergantungan perekonomian negara-negara 
miskin terhadap uluran tangan para pemodal internasional 
yang, berasal dari negara-negara kaya. 

Dengan meningkatnya ketergantungan perekonomian 
negara-negara miskin terhadap uluran tangan para pemodal 
internasional yang berasal dari negara-negara kaya, fungsi 
pemerintah dalam perekonomian negara-negara miskin cen- 
derung berubah. Dari melayani dan melindungi kepentingan 
rakyat, pemerintah negara-negara miskin berubah fungsi 
menjadi pelayan dan pelindung kepentingan para pemodal 
negara-negara kaya. 

Pada tingkat yang lebih ekstrim, globalisasi bermuara 
pada terjadinya pelebaran kesenjangan sosial dan ekonomi, 
dan mening katnya dominasi para pemodal negara-negara ka- 
ya terhadap pemilikan faktor-faktor produksi di setiap negara 
miskin. Dengan demikian, bila secara intemasional globalisasi 


menyebabkan semakin meningkatnya ketergantungan ne- 
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gara-negara miskin, secara domestik ia menjadi pemicu porak- 
porandanya fondasi integrasi sosial yang terdapat dalam ma- 
syarakat. 

Dengan bahaya seperti itu, mudah dimengerti bila Petras 
dan Veltmeyer lebih suka menyebut globalisasi sebagai impe- 
rialisme. Sebapaimana mereka tegaskan, di balik penyebar- 
luasan globalisasi sesungguhnya bersemayam sebuah kepen- 
tingan kelas atas tertentu, yaitu kelas kapitalis internasional 
baru yang sedang berusaha melebarkan pengaruh dan dom:- 
nasi ekonomi mereka ke seluruh penjuru dunia. 

Pertanyaannya, ”tindakan apakah yang harus dilakukan 
untuk mencegah berlanjutnya bahaya globalisast itu?” Bila 
dicermati wacana mengenai bahaya globalisasi dalam bebe- 
rapa waktu belakangan ini, perlawanan terhadap globalisasi 
dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga 
aliran berikut. 

Pertama, perlawanan terhadap pelaksanaan agenda-agen- 
da globalisasi. Dalam hal ini yang dipersoalkan terutama ada- 
lah soal waktu, sekuen, dan orang atau lembaga yang terkait 
dengan pelaksanaan agenda-agenda globalisasi. Prinsip dasar 
yang melatarbelakangi agenda-agenda globalisasi cenderung 
diterima apa adanya. 

Kedua, perlawanan terhadap agenda-agenda globalisasi. 
Perlawanan terhadap globalisasi dalam bentuk yang kedua 
ini terutama diarahkan pada agenda-agenda globalisasi ter- 
tentu. Karena diarahkan pada agenda-agenda globalisasi ter- 


tentu, perlawanan jenis yang kedua ini cenderung bersifat 


parsial. 





Ketign, perlawanan terhadap neoliberalisme atau ideologi 
yang menjadi ruh globalisasi. Dalam bentuk perlawanan yang 
ketiga ini, globalisasi langsung ditolak pada tingkat prinsip- 
nya. Sedangkan ungkapan globalisasi diusulkan untuk digant 
dengan internasionalisasi. 

Saya sendiri lebih condaong pada aliran ketiga. Prinsip 
yang saya pakai sebagai titik tolak untuk menolak globalisasi 
adalah sebuah prinsip yang dikenal sebagai prinsip demokrasi 
ekonomi (Dahl, 1992; Smith, 2003). Dalam hal ini bangsa indo- 
nesia sesungguhnya sangat beruntung. Sebab, sejak prokla- 
masi kemerdekaan, prinsip demokrasi ekonomi ini sudah ter- 
cantum dalam UUD 1945. 

Sebagaimana dikemukakan oleh bagian penjelasan Pasal 
33 UUD 1945, ”Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi 
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di 
bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. 
Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan ke- 
makmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ba- 
ngun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” 

Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa demokrasi 
ekonomi berbeda secara diametral dari neoliberalisme. Neo- 
liberalisme mengagungkan persaingan dan kebebasan indi- 
vidu. Sedangkan demokrasi ekonomi lebih mementingkan 
kerjasama dan persaudaraan sosial. 

Sebagaimana dikemukakan Forum Globalisasi Interna- 
sional, beberapa agenda yang mendesak untuk dilakukan da- 
lam rangka internasionalisasi adalah sebagai berikut. 
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Pertama, pembentukan lembaga-lembaga internasional ba- 
ru untuk: (1) mencegah penularan penyakit, konflik, dan 
perusakan lingkungan internasional; dan (2) menetapkan nor- 
ma internasional mengenai hak-hak dan standar-standar yang 
sebagian besar akan diterapkan pada tingkat nasional. 

Kedua, penataan ulang (reformasi) tata keuangan interna- 
sional, Ketiga, penataan ulang tata kelembagaan Bank Dunia 
dan bank-bank regional seperti Bank Pembangunan Asia 
(ADB), yang memiliki fungsi sejenis. Dan keempat, penataan 
ulang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Untuk melaksanakan agenda-agenda tersebut, para pe- 
mimpin negara-negara miskin tentu perlu membekali diri me- 
reka dengan kemauan politik yang kuat. Bersamaan dengan 
itu, mereka juga dituntut untuk terus merapatkan barisan 
dan mempererat hubungan antarsesama negara miskin se- 
dunia. 

Hanya bekal seperti itulah yang dapat meningkatkan po- 
sisi tawar negara-negara miskin di hadapan oligarki negara- 
negara kaya. Dan hanya bekal seperti itu pula yang dapat 
mencegah para pemimpin negara-negara kaya untuk terus 
melaju dengan agenda-agenda ekonomi neoliberal mereka. 
Globalisasi atau imperialisme neoliberal negara-negara kaya 
memang harus secepatnya dihentikan. Semakin cepat semakin 
baik.* 


ØGRepublika, 8 Desember 2003. 





PENGANGGURAN 
DAN NEOLIBERALISME 


SALAH satu masalah serius yang saat ini dihadapi Indo- 
nesia adalah masalah pengangguran. Sebagaimana ditengarai 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah pe- 
ngangguran terbuka tahun 2003 tercatat 9,5 juta orang atau 
sekitar 9,2 persen dari jumlah seluruh angkatan kerja. Se- 
dangkan pengangguran terselubung berjumlah 26,8 juta 
orang atau sekitar 26,1 persen dari jumlah seluruh angkatan 
kerja. 

Tahun 2004 ini, jumlah pengangguran terbuka dan ter- 
selubung diperkirakan akan mening kat masing-masing men- 
jadi 10,7 juta dan 28,9 juta orang atau sekitar 10,1 persen dan 
27,5 persen dari jumlah seluruh angkatan kerja. 

Ledakan angka pengangguran yang sangat memprihatin- 
kan tersebut adalah jumlah tertinggi yang pernah dialami In- 
donesia. Persoalannya, jika disimak kerangka berpikir yang 
dipakai oleh para petinggi negara dan dunia usaha di Indone- 
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sia, ternyata hampir seluruhnya sudah terkooptasi oleh ke- 
rangka berpikir neoliberalisme. 

Sesuai dengan kerangka berpikir ajaran yang sangat men- 
dewakan peranan pasar dan menghendaki pembatasan pe- 
ranan negara itu, masalah pengangguran cenderung dilihat 
semata-mata sebagai derivasi dari masalah rendahnya minat 
para investor untuk menanamkan modal mereka di sini. 

Karena dilihat sebagai derivasi dari masalah rendahnya 
minat para investor untuk menanamkan modal mereka di 
sini, maka penanggulangan masalah pengangguran cenderung 
dijauhkan dari kemungkinan dilakukannya penanggulangan 
langsung oleh sektor negara. 

Artinya, sesuai dengan kerangka berpikir ajaran ekonomi 
neoliberal, hanya ada satu jalan yang dapat ditempuh untuk 
menanggulangi pengangguran, yaitu dengan menciptakan 
lingkungan investasi yang kondusif bagi para investor untuk 
menanamkan modal mereka di sini. Dengan meningkatnya 
volume investasi, selain akan memacu pertumbuhan ekononu, 
masalah pengangguran diharapkan akan 'terpecahkan dengan 
sendirinya. 

Sepintas lalu, kerangka berpikir ajaran ekonomi neoliberal 
tersebut memang tampak meyakinkan. Persoalannya, dengan 
menempuh jalan melingkar seperti itu, disadari atau tidak, 
negara cenderung didorong untuk tetap lebih mengutamakan 
para investor daripada rakyat banyak yang sedang mengalami 
pengangguran. 

Sebab itu, dalam perspektif ekonomi-politik, tidak terlalu 
berlebihan bila kerangka berpikir ajaran ekonomi neoliberal 
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tersebut ditafsirkan sebagai strategi para investor dan para 
ekonom neoliberal yang menjadi kaki tangannya, untuk men- 
jadikan masalah pengangguran sebagai komoditas politik un- 
tuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam berhadapan 
dengan sektor negara. 

Secara moral dan konstitusional, kerangka berpikir ajaran 
ekonomi neoliberal itu tentu tidak dapat dibenarkan. Secara 
moral, sebagaimana dicontohkan antara lain oleh para penga- 
nut ajaran negara kesejahteraan, pendiptaan kondisi kesem- 
patan kerja penuh harus diperlakukan sebagai prasyarat mini- 
mal bagi penyelenggaraan ekonomi pasar. Artinya, menurut 
para pengikut John Maynard Keynes tersebut, penanggu- 
langan masalah pengangguran harus dilihat oleh sektor negara 
sebagai batas moral minimal untuk tidak melakukan inter- 
vensi. 

Sedangkan secara konstitusional, amanat pasal 27 ayat 2 
UUD 1943 saya kira cukup jelas, ”Setiap warga negara berhak 
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan.” Artinya, masalah pengangguran tidak dapat 
didekati secara melingkar, tetapi harus ditanggulangi secara 
langsung oleh sektor negara. 

Posisi moral ajaran negara kesejahteraan dan amanat kon- 
stitusi tersebut tentu memaksa sebagian kita untuk menger- 
nyitkan dahi. Dengan kondisi keuangan negara seperti saat 
ini, bagaimana mungkin pemerintah dapat memecahkan masa- 
lah pengangguran secara langsung? Jangankan untuk me- 
nanggulangi masalah pengangguran, untuk membayar ang- 
suran pokok dan bunga utang pun, pemerintah cenderung 
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kesulitan. Tetapi, saya kira, justru di situlah letak masalahnya. 
Sebagaimana diketahui, sepertiga anggaran negara kita 
saat ini memang terlanjur terkurås untuk membayar angsuran 
pokok dan bunga utang. Tetapi pada saat yang sama kita 
juga mengetahui bahwa volume penyimpangan keuangan ne- 
gara yang kita alami hampir setara dengan volume Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. 
Artinya, masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia me- 
mang sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Sebab 
itu, strategi penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara 
parsial, apalagi dengan asumsi ceteris paribus sebagaimana dila- 
kukan para ekonom neoliberal. Penanggulangan masalah pe- 
ngangguran yang dihadapi Indonesia harus dilakukan secara 
menyeluruh dengan menempuh berbagai upaya ekstra. 
Sehubungan dengan hal tersebut, saya kira selama ini 
sudah cukup banyak gagasan yang muncul ke permukaan, 
yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menanggulangi ma- 
salah pengangguran secara mendasar. Salah satu di antaranya 
adalah yang diusulkan oleh Tim Indonesia Bangkit (TIB). 
Menurut T!B, setidak-tidaknya terdapat tiga upaya ekstra 
yang dapat ditempuh dalam menanggulangi pengangguran: 
Pertama, peningkatan pendapatan negara melalui opti malisasi 
pemungutan pajak, penertiban dana non bujeter, restrukturi- 
sasi BUMN, peninjauan kontrak bagi hasil dengan kontraktor 
asing, dan dengan melakukan sekuritisasi aset. Kedua, pena- 
jaman belanja negara dengan melakukan penghematan di ber- 
bagai bidang. Dan ketiga, peningkatan alokasi belanja pernba- 


ngunan untuk menciptakan proyek-proyek padat karya di 
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sektor pertanian dan perdesaan. 

Sayangnya, karena perumusan kebijakan ekonomi peme- 
rintah terlanjur didominasi oleh para investor dan para eko- 
nom neoliberal yang menjadi kaki tangannya, gagasan seba- 
gaimana diusulkan TIB cenderung dipandang sebagai gagas- 
an yang mengada-ada. 

Padahal, bila dikaji lebih jauh, dalam ajaran ekonomi neoli- 
beral, masalah pengangguran tidak hanya tidak perlu ditang- 
gulang; secara langsung oleh pemerintah, hal itu justru dapat 
dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mencip- 
takan stabilitas moneter. 

Sebab itu, saya kira tiba masanya bagi banyak pihak di 
Indonesia untuk mulai belajar melihat masalah pengangguran 
sebagai masalah ikutan. Secara struktural, masalah pengang- 
guran sesungguhnya tidak lebih dari konsekuensi logis peng- 
amalan ajaran ekonomi neoliberal di negeri ini." 


ØBisnis Indonesia, 1 Februari 2004. 
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p). 


NEOLIBERALISME PENDIDIKAN 


PENINGKATAN biaya pendidikan yang dilakukan oleh 
beberapa perguruan tinggi negeri belakangan ini tidak dapat 
dipisahkan dari himpitan beban utang, dalam dan luar negeri, 
yang dipikul pemerintah. Hal yang sama sesungguhnya 
dilakukan pula oleh kebanyakan pemerintah daerah melalui 
berbagai upaya pening katan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Walaupun para pejabat dari lingkungan kementerian eko- 
nomi berkali-kali berusaha meyakinkan publik bahwa per- 
s0alan utang yang dihadapi Indonesia tidak perlu terlalu diri- 
saukan, berbagai fakta yang muncul ke permukaan justru 
mengungkapkan hal sebaliknya. 

Simak misalnya keengganan pemerintah untuk meng- 
akhiri kontrak atau melunasi utang kepada Dana Moneter 
Internasional (IMF). Jika tidak karena himpitan beban utang, 
bangsa Indonesia rasanya tidak perlu berdebat terlalu panjang 
sekadar untuk melepaskan diri dari tindasan lembaga ke- 


uangan internasional tersebut. 


Tetapi justru di situlah letak masalahnya. Himpitan beban 
utang yang dipikul pemerintah benar-benar telah sampai pada 
tingkat yang memaksa negeri ini untuk melakukan sejumlah 
tindakan yang sulit diterima akal sehat. 

Ke atas, kepada IMF dan para kreditur internasional, para 
petinggi negeri ini cenderung menghamba sembari menenga- 
dahkan tangan meminta belaskasihan. Sebaliknya, ke bawah, 
kepada rakyat Indonesia, mereka cenderung berwajah garang 
sembari mengepalkan tinju, memaksa rakyat agar bersedia 
membayar lebih banyak dalam memenuhi berbagai kebutuhan 
hidup mereka. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 
himpitan beban utang yang dipikul pemerintah, beberapa ang- 
ka berikut layak disimak. Terhitung hingga April 2003, tim- 
bunan utang dalam negeri yang dipikul pemerintah mencapai 
Rp.640,87 triliun. Sedangkan timbunan utang luar negeri men- 
capai US $ 74 milyar. Dengan kurs Rp. 8. 500 per satu dollar 
AS, timbunan utang dalam dan luar negeri yang dipikul peme- 
rintah berjumlah Rp. 1.270 triliun. 

Sebagaimana tampak dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) tiga tahun belakangan, untuk memba- 
yar bunga timbunan utang tersebut, setiap tahun pemerintah 
harus mengalokasikan belanja negara sebesar rata-rata Rp85 
triliun. Pembayaran pokoknya, untuk sementara ditunda. 
Pembayaran pokok utang dalam negeri ditunda dengan mela- 
kukan penataan ulang masa jatuh tempo (reprofiling). Sedang- 


kan pembayaran pokok utang luar negeri ditunda dengan 


pergi ke forum Paris Club untuk meminta penjadualan ulang 
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(rescheduling)- 

Sebab itu, jika dikaitkan dengan berbagai kebijakan eko- 
nomi pemerintah lainnya, seperti pencabutan subsidi BBM, 
peningkatan tarif listrik, air, dan telepon, serta penjualan se- 
jurnlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan bia- 
ya pendidikan yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi 
negeri itu sesungguhnya hanyalah turunan dari pokok masa- 
lah serta cara penanganan masalah yang sama. 

Pokok masalahnya adaluh himpitan beban utang dalam 
dan luar negeri yang setara Gengan 60 prosen Produk Domes- 
tik Bruto (PDB). Sedangkan cara penanganannya adalah de- 
ngan melaksanakan agenda reformasi ekonomi yang dikenal 
sebagai agenda Konsensus Washington atau agenda ekonomi 
neoliberal. Artinya, sesuai dengan permintaan IMF dan nega- 
ra-negara kreditur, Indonesia kini berada di bawah tindasan 
kekuatan modal internasional untuk menghapuskan subsidi, 
melakukan liberalisasi sektor perdagangan dan keuangan, 
serta melakukan penjualan BUMN. 

Dilihat dari sudut itu, pemberian otonomi dan perubahan 
status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang 
dinikmati oleh empat perguruan tinggi negeri (PTN), Uni- 
versitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UD), 
Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institute Pertanian Bo- 
gor (IPB), sesungguhnya tidak dapat diartikan lain kecuali 
sebagai upaya pemerintah untuk mendorong keempat PTN 
tersebut agar mengurangi ketergantungan mereka terhadap 
subsidi pemerintah. 

Secara akademik, kebijakan pengurangan subsidi kepada 
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empat PTN itu, sebagaimana kebijakan pengurangan subsidi 
lainnya, tentu dapat dicarikan pembenarannya. Sebagaimana 
sering disuarakan oleh sejumlah kalangan, sesuai dengan fak- 
ta bahwa sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga 
mampu, pada dasarnya memang tidak ada alasan bagi peme- 
rintah untuk terus member subsidi. Artinya, kekebijakan 
pemberian subsidi yang berlangsung selama ini cenderung 
dikesankan salah arah. Sebab itu sewajarnya bila dihapuskan 
secara bertahap. 

Yang sering dilupakan oleh banyak pihak adalah menge- 
nai latar belakang struktur sosial dan ekonomi Indonesia yang 
menyebabkan menumpuknya anak-anak keluarga mampu di 
kebanyakan PTN (dan swasta). Artinya, alih-alih menyoal 
keabsahan pemberian subsidi, sesungguhnya jauh lebih bijak- 
sana bila dipertanyakan pula sebab musabab tersisihnya anak- 
anak keluarga tidak mampu dari pendidikan tinggi. Hal se- 
lanjutnya yang perlu direnungkan adalah, ”Jika dengan sub- 
sidi pun anak-anak keluarga tak mampu gagal memasuki per- 
guruan tinggi, apalagi fika tanpa subsidi?” 

”Tetapi bukankah penyelenggaraan pendidikan tinggi 
memang membutuhkan dana yang sangat besar? Demikian 
kira-kira bunyi pertanyaan yang segera melintas di benak 
kita. Untuk menanggapi pertanyaan itu, ada baiknya bila asal 
Tnuasal himpitan beban utang sebagaimana dikemukakan tadi 
diuraikan lebih jauh. 

Sebagaimana diketahui, himpitan beban utang dalam ne- 
geri yang Rp 640,87 triliun itu, berasal dari penerbitan obligasi 
yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan sejumlah 
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bank. Sebagai penerima obligasi, bank-bank itu kini berhak 
menikmati subsidi berupa bunga obligasi tersebut sebesar 
rata-rata Rp 60 triliun setiap tahun. PT Bank Mandiri, misal- 
nya, yang mendapat hadiah obligasi sebesar Rp 153 trilun, 
berhak menikmati subsidi sebesar rata-rata Rp 15 triliun setiap 
tahun. 

Sedangkan himpitan beban utang luar negeri sebesar US 
$ 74 miliar tadi, US$54 miliar di antaranya dibuat padå masa 
pemerintahan Soeharto. Sisanya dibuat dalam lima tahun pada 
masa pemerintahan sesudahnya. Pertanyaannya, siapakah 
selama ini yang lebih banyak menikmati manfaat utang |uar 
negeri tersebut? Jawabannya dapat dilihat antara lain pada 
struktur sosial dan ekonomi Indonesia yang bermuara pada 
menumpuknya anak-anak keluarga mampu pada kebanyakan 
PTN (dan swasta). 

Artinya, jika himpitan beban utang dalam negeri dinik- 
mati oleh sektor perbankan, mengapa PTN harus ikut memi- 
kulnya? Jika himpitan utang luar negeri lebih banyak dinik- 
mati oleh mereka yang selama ini memenuhi perguruan tinggi, 
mengapa anak-anak keluarga tak mampu yang harus dikor- 
bankan? 

Sesuai dengan judul tulisan ini, jawabannya terletak pada 
diselenggarakannya agenda Konsensus Washington atau 
agenda ekonomi neoliberal di negeri ini. Baik karena dipaksa 
IMF atau negara-negara kreditor, maupun karena hal itu me- 


mang sudah menjadi cara berpikir dominan di negeri ini." 





kKedaulntan Rakyat, 11 Agustus 2003. 
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TUMBAL NEOLIBERALISME 


PENGHITUNGAN suara hasil pemilihan umum (Pemilu) legis- 
latif 2004 memang masih jauh dari tuntas. Sampai saat ini, 
jumlah suara yang dihitung baru mencapai sekitar 50 persen 
dari jumlah seluruh suara pemilih. Walau pun demikian, dari 
hasil perhitungan suara sementara tersebut, beberapa fakta 
berikut menarik untuk disimak dan dikaji lebih lanjut. 

Sebagaimana tampak dari hasil perhitungan suara semen- 
tara, kelima partai besar yang terlibat secara langsung dalam 
menjalankan roda pemerintahan, yaitu yang menempatkan 
para pimpinannya sebagai pejabat tinggi negara di lembaga 
eksekutif dan legislatif, secara bersama-samna cenderung me- 
røsot perolehan suaranya. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai 
partai yang memerintah, mengalami kemerosotan perolehan 
suara paling parah. Sebagaimana diketahui, dalam Pemilu 
1999, PDIP berhasil mengumpulkan suara sebesar 34 persen. 


Dalam Pemilu 2004, PDIP diperkirakan hanya mampu me- 


97 


MAFIA BERKELEY osx Kass Ekonomi INDORESIA 








ngurnpulkan suara sekitar 19 persen. 

Nasib yang hampir sama dialami oleh Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). Walaupun penurunan perolehan suara 
PPP tidak separah PDIP, tetapi jika dibandingkan dengan hasil 
Penuilu 1999, penurunan perolehan suara PPP tergolong cukup 
signifikan. Perolehan suara PPP dalam Pemilu 1999 hampir men- 
dekati 11 persen. Sedangkan dalam Pemilu 2004, perolehan 
suara PPP diperkirakan merosot menjadi sekitar 8 persen. 

Nasib Partai Golongan Karya (PGK), Partai Amanat Na- 
sional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB), setali tiga uang. 
Perolehan suara PGK yang semula diperkirakan akan mening- 
kat melampaui 30 persen, ternyata cenderung bertahan pada 
kisaran 22 persen. PAN, yang dalam Pemilu 1999 berhasil 
mengumpulkan suara di atas 7 persen, kali ini diperkirakan 
merosot menjadi dibawahnya. Sedangkan PBB, yang dalam 
Pemilu 1999 berhasil melampaui batas jumlah pemilih muni- 
munn sebesar 3 persen, dalam Pemilu 2004 diperkirakan hanya 
mampu memperoleh suara sekitar 2,5 persen. 

Pertanyaannya, faktor apakah yang menjadi pemicu umum 
kemerosotan perolehan suara partai-partai yang memerintah ter- 
sebut? Jawabannya tentu dapat ditelusuri dengan berbagai pen- 
dekatan. Secara politik, sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah 
pengamat politik, penyebabnya dapat ditelusuri pada kegagalan 
para pemimpin lembaga eksekutif dan legislatif dalam menja- 
lankan roda pemerintahan sebagaimana diharapkan. 

Duet kepemimpinan Megawati Soekamoputri dan Ham- 
zah Haz, misalnya, cenderung dipandang sebagai duet kepe- 
mimpinan yang lemah. Pada sisi legislasi, peningkatan kepas- 


tian hukum yang menjadi salah satu agenda penting reformasi, 
cenderung semakin berantakan. Akibatnya, praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN), yang dalam era Orde Baru 
telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara juara 
karupsi di dunia, tiga tahun belakangan iui justru cenderung 
semakin parah. 

Penjelasan dari sist politik tersebut tentu tidak terlalu 
sulit untuk dicerna. Persoalannya, bagaimana halnya bila ke- 
merosotan perolehan suara kelima partai yang memerintah 
itu didekati secara ekonomi? Walaupun para ekonom arus 
utarna cenderung mengklaim bahwa perkembangan ekonomi 
Indonesia dalam tiga tahun belakangan ini cukup menggern- 
birakan, tetapi kemerosotan perolehan suara kelima partai 
yang memerintah tersebut, hemat saya, secara tegas mem- 
bantah klaim itu. 

Dilihat dari segi penyelenggaraan negara, masalah kepe- 
mimpinan, pening katan kepastian hukum, dan pemberantasan 
KKN memang merupakan masalah penting. Tetapi dilihat dari 
segi kepentingan rakyat banyak, måsalah-masalah fersebut 
cenderung sangat elitis dan tidak langsung berkaitan dengan 
kebutuhan rakyat untuk bertahan hidup. 

Sebab itu, dilihat dari segi kepentingan rakyat, kegagalan 
utama kelima partai yang memerintah tersebut, tidak dapat 
tidak, harus dicari dalam bidang ekonomi. Secara sederhana 
hal tersebut dapat ditelusuri dengan menyimak kegagalan 
Pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemis- 
kinan. Sedangkan secara mendasar, karena kegagalan Peme- 
rintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan 
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sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan sejumlah agenda 
ekonomi yang memiskinkan, seperti pengurangan subsidi, 
liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, dan privatisasi 
BUMN, hal itu dengan sendirinya tidak mungkin dapat dipi- 
sahkan dari pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal 
yang diperintah Dana Moneter Internasional (IMF) kepada 
negeri ini. 

[ndikasi perlawanan rakyat terhadap pelaksanaan agen- 
da-agenda ekonomi neoliberal tersebut dapat ditelusuri de- 
ngan menyimak beberapa fenomena berikut. Sejauh penge- 
tahuan saya, perlawanan rakyat terbesar dalam tiga tahun 
terakhir berlangsung ketika Pemerintah dengan gagah berani 
menaikkan harga BBM, listrik, dan telepon secara serentak 
pada awal 2003. Saat itu, hampir tidak ada kota besar di Indoe- 
nesia yang tidak dilanda gelombang protes. Sebagaimana di- 
ketahui, walaupun Presiden Megawati ketika itu sempat me- 
nyatakan tekadnya untuk melaksanakan kebijakan ekonomi 
yang tidak populer, Pemerintah akhirnya terpaksa mengoreks! 
keputusan tersebut. 

Geløombang protes lainnya yang berlangsung terus-me- 
nerus dalam tiga tahun belakangan ini, terjadi sehubungan 
pelaksanaan privatisasi BUMN. Hal itu antara lain dapat di- 
simak sehubungan dengan rencana privatisasi lanjutan PT Se- 
men Gresik Group, pelaksanaan privatisasi lanjutan PT In- 
dosat, dan rencana privatisasi lanjutan PT Telkom. Erat kaitan- 
nya dengan hal itu adalah pelaksanaan rasionalisasi besar- 
besaran yang dialami PT Dirgantara Indonesia. 


Di luar kedua bentuk perlawanan tersebut, tentu tidak 


dapat diabaikan pula berbagai bentuk perlawanan rakyat lain- 
nya yang dipicu oleh pelaksanaan liberalisasi perdagangan. 
Hal itu dapat disimak melalui berbagai bentuk protes petani 
terhadap masuknya beras dan gula impor, protes petani ter- 
hadap rencana masuknya paha ayam impor, dan protes pe- 
dagang kaki lima terhadap berbagai bentuk penggusuran. 
Berbagai bentuk perlawanan rakyat terhadap pelaksana- 
an agenda-agenda ekonomi neoliberal tersebut jelas sangat 
signifikan pengaruhnya terhadap kemerosotan perølehan suara 
kelima partai yåang memerintah sebagaimana saya kemukakan 
tadi. Sebab itu, saya kira perlu menjadi catatan bagi para pe- 
nyelenggara négara di masa datang untuk memiliki visi eko- 
nom yang jelas dan secara tegas memihak kepada rakyat. Par- 
tai-partai politik yang memerintah di masa datang hendaknya 
tidak begitu saja membiarkan diri mereka menjadi tumbal pe- 
laksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di sini. 
Sehubungan dengan itu, ajakan Prof. Sadli untuk mem- 
pertahan Dr. Budiono sebagai Menteri Keuangan, dan ajakan 
Dr. Budiono untuk melanjutkan pelaksanaan agenda-agenda 
ekonomi neoliberal sebagaimana tertuang dalam White Paper, 
serta ajakan sejumlah kalangan untuk melanjutkan pelaksa- 
naan privatisasi BUMN, saya kira perlu ditanggapi oleh para 
penyelenggara negara di masa datang secara ekstra hati-hati. 
Jika tidak, bersiap-siaplah menjadi tumbal berikutnya pelak- 


sanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal negeri ini." 


GRepublika, 12 April 2004. 
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DILEMA EKONOMI MEGA 


KepyAKAN ekonomå pemerintahan Megawati secara prinsip 
tidak berbeda dari kebijakan ekonomi Orde Baru. Hal itu ti- 
dak hanya tampak pada berkumpulnya para ekonom Mafia 
Berkeley di sekitar Megawati, tetapi juga pada orientasi kebi- 
jakan ekonominya. 

Selain sangat gandrung pada pertumbuhan ekononmu, ke- 
bijakan ekonomi Mega juga cenderung berorientasi keluar 
(ou hvard looking). Sehubungan dengan itu, dukungan interna- 
sional yang diharapkan oleh ekonomi Mega tidak hanya be- 
rupa terbukanya pasar ekspor, tetapi juga berupa mengalirnya 
modal asing. 

Jika terdapat perbedaan antara kebijakan ekonomi Mega 
dengan kebijakan ekonomi Orde Baru, hal itu terutama terle- 
tak pada pilihan bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia. 
Ekonomi Orde Baru, walaupun secara resmi membuka pintu 
bagi masuknya investasi asing, tetapi secara praktis lebih con- 
dong pada pembuatan utang luar negeri guna mendukung 
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tumbuhnya para pengusaha domestik. 

Sebaliknya, ekonomi Mega, cenderung lebih mengandal- 
kan masuknya investasi asing langsung. Kecenderungan ini, 
selain terpaksa diternpuh karena pembuatan utang luar negeri 
semakin sulit dilakukan, memang sejalan dengan garis ke- 
bijakan Dana Moneter Internasionl (IMF), yang tidak meng- 
hendaki tumbuhnya kembali kapitalisme perkoncoan (crony 
capitalism) di Indonesia. 

Bahkan, dalam rangka mengurangi tekanan defisit ang- 
garan yang disebabkan oleh membengkaknya beban utang, 
ekonomi Mega dengan sengaja mengundang masuknya inves- 
tasi asing untuk mengambilalik Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang berada di 
bawah penguasaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN), menggenjot pajak, dan dengan mengurangi subsidi. 

Dengan kecenderungan seperti itu, peningkatan ekspor 
dan kehadiran investasi asing menempati posisi kunci dalam 
kebijakan ekonomi Mega. Hal itu tidak hanya telah diupaya- 
kan oleh Megawati dengan meningkatkan hubungan persa- 
habatan dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang, tetapi juga 
dengan mencoba melakukan banyak hal lainnya sesuai dengan 
selera para investor. 

Rasanya sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam me- 
nyusun kabinet pun, Megawati mencoba secara optimal un- 
tuk memperhatikan selera para investor ini. Belakangan hal 
itu diperkuat dengan disusunnya sejumlah rancangan undang- 
undang baru yang sesuai dengan selera investor, dihilang- 
kannya perbedaan perlakuan antara investor domestik de- 





ngan investor asing, dan dihapuskannya daftar negatif inves- 
tasi serta digagasnya kemungkinan pemberian masa bebas 
pajak (tax holiday) bagi para investor asing. 

Satu hingga dua minggu pertama pemerintahan Mega- 
wati, kebijakan ekonomi yang memanjakan para investor asing 
itu memang tampak efektif. Kurs rupiah, yang pada peng- 
hujung pemerintahan Abdurahman Wahid melorot ke tingkat 
Rp. 11. 350 per satu dolar AS, pada masa awal pemerintahan 
Megawati sernpat menguat menjadi Rp. 8.650 per satu dolar 
AS. 


Eden i 


Tapi apa mau dikata, untung tak dapat diraih dan malang 
tak dapat ditolak, perkembangan situasi internasional dan 
nasional ternyata tidak sepenuhnya mendukung orientasi ke- 
bijakan ekonomi Mega tersebut. Menyusul terjadinya tragedi 
11 September di New York, situasi ekonomu internasional dan 
nasional mengalami perubahan secara drastis. Padahal, jauh 
sebelum terjadinya tragedi yang meruntuhkan gedung me- 
nara kembar World Trade Center (WTC) itu, tanda-tanda ter- 
jadinya resesi ekonomi dunia sudah muncul ke permukaan. 

Beberapa saat menjelang tragedi 11 September, misalnya, 
IMF telah secara resmi mengoreksi proyeksi pertumbuhan 
ekonomi dunia tahun 2001 dari 4,2 persen menjadi 3,5 persen. 
Tetapi belåkangan, menyusul anjloknya industri penerbangan 
dan industri pariwisata AS, IMF kembali mengoreksi proyeksi 
pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,5 persen menjadi hanya 
2,4 persen. 
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Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak men- 
cemaskan tersebut, belakangan diperparah oleh keputusan 
AS untuk melancarkan serangan militer secara besar-besaran 
ke Afghanistan. Dalam rangka pelaksanaan serangan tersebut, 
pemerintahan Goerge W. Bush tidak hanya mencoba meng- 
galang dukungan dari Kongres AS dan para sekutunya yang 
tergabung dalam NATO, tetapi juga dari sejumlah negara 
Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. 

Bagi pemerintahan Megawati, permintaan dukungan AS 
itu jelas merupakan dilema. Betapa tidak, tanpa memberikan 
dukungan pun, keputusan AS untuk menyerang Afghanistan 
itu telah mendapat reaksi keras dari sejumlah kelompok Islam 
di Indonesia. Akibatnya, alih-alih memberikan dukungan ter- 
hadap serangan AS, pemerintahan Megawati justnu mendapat 
tekanan secara bertubi-tubi untuk mengecam A5. 

Secara ekonomi, merebaknya sentimen anti AS di Indone- 
sia tentu merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan 
orientasi ekonomi Mega. Jangankan menciutkan nyali para 
investor asing, aksi-aksi menentang AS yang antara lain di- 
ungkapkan dalam bentuk pengusiran warga AS dan pem- 
boikotan produk-produk yang berbau AS itu, langsung me- 
nyebabkan hilangnya selera para wisatawarn mancanegara Uun- 
tuk datang ke Indonesia. Bahkan, kurs rupiah kembali ter- 
koreksi di atas Rp10.000 per satu dolar AS 

Berapa persisnya kerugian akibat sentimen anti AS yang 
merebak di sejumlah kota besar di Indonesia itu, masih terus 
dihitung. Yang pasti, dengan melambatnya pertumbuhan eko- 
nomi dunia, dan dengan berlanjutnya aksi-aksi menentang 





AS di Indonesia, ekonomi Mega kini terjepit dari dua penjuru 
sekaligus. Ke luar, ekonomi Mega bertabrakin dengan me- 
lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Sedangkan ke da- 
lam, ta bertabrakan dengan ancaman instabilitas yang dise- 


babkan oleh menguatnya sentimen anti AS. 


sett 

Menyaksikan perkerbangan situasi yang sangat dilerna- 
tis tersebut, sebagai døkter ekonomi Indonesia, sangat wajar 
bila IMF cepat-cepat memberikan peringatan terhadap perne- 
rintahan Megawati. Menurut IMF, pemerintahan Megawati 
sebaiknya mulai menjajaki kermungkinan dikembangkannya 
strategi cadangan dalam mengelola perekonomian Indonesia. 
IMF memang tidak secara tegas meminta Megawati untuk 
membalik orientasi kebijakan ekonominya, tetapi peringatan 
itu jelas mendorong Megawati untuk tidak mengabaikan po- 
tensi domestik dalam memulihkan perekonomian Indonesia. 

Yang jadi masalah adalah sikap yang ditunjukkan oleh 
para ekonom Mafia Berkeley yang berkumpul di sekitar Me- 
gawati. Walau mulai menampakkan kegamangan, para eko- 
nom neoliberal ini tarnpaknya mengalami kesulitan yang cukup 
besar untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka dengan 
perkerbangan situasi. Alih-alih segera menyiapkan strategi 
cadangan, mereka justru berusaha mengkambinghitamkan ak- 
si-aksi anti A5 sebagai penyebab tidak kondusifnya situasi 
ekonomi Indonesia. 

Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kunco- 


rojakti, misalnya, jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada yang 
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perlu dikoreksi dalam kebijakan ekonomi Mega. Berbagai 
persoalan yang dihadapi ekonomi Indonesia saat ini bukanlah 
karena faktor ekonomi, melainkan karena faktor-faktor non 
ekonomi. 

Hal yang lebih kurang serupa dikemukakan oleh Menteri 
Keuangan Boediono. Menanggapi ajakan Menteri Negara Pe- 
rencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Kwik Kian Gie un- 
tuk menjajaki kemungkinan penerapan kebijakan kurs tetap 
(fixed exchange rate), Boediono dengan tegas mengatakan bah- 
wa situasi sulit yang sedang dihadapi Indonesia hanya ber- 
sifat sementara. Sébab itu, pemerintah akan tetap menerapkan 
kebijakan kurs mengambang bebas (floating exhange rate), seba- 
gaimana berlaku saat ini. 

Sikap lebih tegas ditunjukkan oleh para ekonom Mafia 
Berkeley yang berada di Iuar pemerintahan. Profesor Sadli, 
misalnya, dalam kolomnya di majalah Tempo (14 Oktober 2001), 
jelas-jelas mengajak pemerintah untuk tidak mengubah ke- 
bijakan ekonomi. 

Dalam kolom yang berjudul ”Jangan Ubah Kebijakan Eko- 
noni” itu, Sadli dengan tegas memperingatkan agar, "Para 
politisi di DPR, pakar ekonomi yang populis, dan LSM tidak 
boleh menutup sebelah matanya. Kalau mau yang enak, harus 
rela membayar rekeningnya. Kalau tidak mau menjual aset 
BPPN dan BUMN dan tidak mau membayar pajak lebih ba- 
nyak, anggaran pembangunan harus dikurangj, transfer dana 


ke daerah ditunda, bunga obligasi tidak dibayar, utang luar 


negeri dikemplang. Semua itu punya konsekuensi yang harus 
dihadapi.” 
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Yang sangat memprihatinkan adalah kecaman yang dike- 
mukakan oleh Faisal Basri terhadap aksi-aksi boikot produk 
AS (Suara Merdeka, 14 Oktober 2001). Sebagai ekspresi protes 
terhadap kesewenang-wenangan AS terhadap sebuah negara 
merdeka, Afghanistan ataupun bukan, aksi boikot produk 
AS adalah sesuatu yang wajar. Aksi-aksi serupa, khususnya 
dalam menyikapi rezim otoriter, pelanggaran HAM, dan peru- 
sakan lingkungan, berlangsung hampir setiap hari di seluruh 
dunia. 

Sebagai ekspresi protes, tuntutan boikot produk AS itu, 
tidak dapat tidak harus dikemukakan secara lugas, sesuai 
dengan bahasa protes. Sebab itu, ia tidak perlu dikaji secara 
ilmiah dan dihitung untung dan ruginya. Faisal saya kira lebih 
baik mengecam AS yang sampai hati menyaksikan 1,5 juta 
penduduk sipil Afghanistan yang teraniaya menjadi pe- 
ngungsi, serta ratusan lainnya yang meninggal dan luka-luka 
karena dihantam rudal. 


Mbit 


Kembali pada orientasi kebijakan ekonomi Mega, dengan 
mencermati reaksi para ekonom Mafia Berkeley tersebut, jelas 
sekali kelihatan betapa kukuhnya mereka dalam memperta- 
hankan kebijakan ekonomi yang berorientasi keluar dan sa- 
ngat memanjakan para investor tersebut. Para ekonom Mafia 
Berkeley tampaknya pura-pura tidak tahu bahwa perlawanan 
terhadap arsitektur keuangan global, kebijakan perdagangan 
bebas, dan privatisasi, tidak hanya terjadi di negara-negara 
Dunia Ketiga. Perlawanan yang lebih keras, jath sebelum tra- 
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gedi 11 September, justru terjadi di Seattle (AS), Praha (Ceko- 
slowakia), dan Genoa (Italia). 

Jika Megawati mau mengambil hikmah dari perlawanan 
terhadap dominasi AS yang terjadi di dunia internasional 
tersebut, sentimen anti AS yang merebak di Indonesia bela- 
kangan ini sesungguhnya merupakan momen yang sangat 
baik bagi pemerintahan Megawati untuk mengubah orientasi 
kebijakan ekonominya. 

Alih-alih terus berharap terhadap masuknya para inves- 
tor asing (baca: para spekulan, pen.), saya kira justru lebih tepat 
bila momen ini digunakan untuk lebih menaruh perhatian 
terhadap penguatan pasar domestik. Hal itu dapat dilakukan 
baik dengan memberi perhatian yang lebih besar terhadap 
sektor pertanian dan usaha kecil menengah (UKM), mendo- 
rong penciptaan peluang kerja bagi tenaga kerja tidak terdidik, 
maupun dengan secara langsung menanggulangi kemiskinan. 

Berbeda dari Profesor Sadli, orientasi kebijakan ekonomi 
yang saya kemukakan ini tidak memerlukan penggenjotan 
penerimaan pajak secara membabi buta, penjualan BUMN se- 
cara bantingan, pengurangan dana pembangunan, atau pe- 
ngurangan transfer dana ke daerah. Tindakan tambahan yang 
perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pene- 
rapan sistem ekonomi kerakyatan itu adalah: pengajuan tun- 
tutan pemotongan utang luar negeri, debirokratisasi BUMN, 
pengendalian arus modal, dan penerapan sistern nilai tukar 


tetap. Merdeka!" 





Gjawa Pos, 31 Januari 2001. 
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DI BAWAH HIMPITAN 
BEBAN UTANG 


KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar 
Listrik (TDL), dan telepon yang terjadi belakangan ini, serta 
berbagai kerusuhan yang mengikutinya, sesungguhnya tidak 
dapat begitu saja dilepaskan dari persoalan beban utang Iuar 
negeri yang menghimpit perekonomian Indonesia. 

Secara kualitatif, jika dibandingkan dengan keadaan tahun 
2000, beban utang luar negeri yang menghimpit Indonesia 
memang mulai berkurang. Tahun 2000, dengan nilai nominal 
utang luar negerti sebesar 137 milyar dollar AS, beban utang 
luar negeri yang menghimpit Indonesia setara dengan 100 
persen Produk Domestik Bruto (PDB). Kini, beban utang luar 
negeri yang menghimpit Indonesia mulai berkurang mende- 
kati 70 PDB. 

Walaupun demikian, secara nominal, beban utang luar 
negeri yang menghimpit Indonesia sesungguhnya belum ba- 
nyak berubah. Dengan nilai nominal yang masih bertahan 
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pada kisaran 137 milyar dollar AS, dan datangnya masa jatuh 
tempo pembayaran sebagian utang luar negeri pemerintah 
pada 2004, perekonomian Indonesia sesungguhnya masih te- 
rus terancam untuk mengalami kebangkrutan. 

Yang paling celaka adalah jika dilihat dan segi dampak 
himpitan beban utang itu terhadap Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Penjadualan ulang (rescheduling) 
pembayaran utang luar negeri melalui forum Paris Club, se- 
mentara waktu memang menolong. Tetapi hal itu sama sekali 
tidak berarti bahwa pemerintah juga terbebas dari kewajiban 
untuk membayar bunganya. Sebagaimana tampak pada APBN 
2003, setidak-tidaknya setiap tahun pemerintah harus menyi- 
sihkan dana sebesar Rp 25 triliun hanya untuk membayar 
bunganya. 

Kondisi itu diperberat oleh himpitan beban utang dalam 
negeri dalam jumlah yang tidak kalah menakutkan. Dengan 
volume utang dalam negeri sebesar Rp 700 triliun, perekono- 
mian Indonesia sesungguhnya berada di bawah himpitan be- 
ban utang dalam dan luar negeri sebesar Rp 2000 trilyun. 
Jika volume utang sebesar itu dibebankan kepada seluruh 
penduduk Indonesia, setiap penduduk Indonesia sesungguh- 
nya menanggung beban utang sebesar rata-rata Rp 10 juta 
per kepala. 

Sama halnya dengan beban utang luar negeri, penjadualan 
ulang pembayaran utang dalam negeri yang jatuh tempo (re- 
scheduling) yang dilakukan pemerintah, untuk sementara me- 
mang menolong. Tetapi, itu pun tidak berarti bahwa peme- 
rintah juga terbebas dari kewajiban untuk membayar bunga- 





nya. Untuk membayar bunga utang dalam negeri ini, setiap 
tahun pemerintah harus menyisihkan dana sebesar rata-rata 
Rp- 60 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan, untuk 
membayar beban bunga utang saja, setiap tahun pemerintah 
harus menyisihkan dana sebesar Rp. 85 triliun. 

Jumlah sebesar itu tentu sangat besar artinya jika diban- 
dingkan dengan berbagai pos pengeluaran pemerintah lain- 
nya. Sebagai misal, volume Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 
seluruh daerah tingkat I dan Il se Indonesia, rata-rata hanya 
berjumlah sekitar Rp 90-100 triliun. Sedangkan volume dana 
pembangunan, sudah termasuk volume utang baru sekitar 
Rp 30 triliun, tidak lebih dari Rp 5040 triliun. Artinya, jika 
dilihat dari volume APBN secara keseluruhan, rata-rata se- 
kitar 25 persen APBN terkuras hanya untuk membayar bunga 
utang. Jika ditambah dengan pembayaran angsuran pokok 
utang, maka rata-rata sepertiga APBN habis terkuras hanya 
untuk membayar beban utang. 

Nah, himpitan beban utang dalam dan luar negeri itulah 
antara lain yang mendorong, pemerintah untuk secara ber- 
tahap menghapuskan subsidi dari APBN, mendorong pening- 
katan pendapatan dari BUMN, serta mengurangi volume pe- 
nyertaannya terhadap investasi baru yang dibutuhkan oleh 
kegiatan jasa pelayanan publik. Implikasinya sangat jelas, aki- 
bat hirnpitan beban utang itu, pemerintah didesak untuk me- 
ngundurkan diri dari memberikan perlindungan terhadap 
takyat banyak. 

Akibat selanjutnya, harga berbagai barang kebutuhan da- 


sar yang selama ini disubsidi pemerintah, secarå perlahan- 
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lahan kini dilepaskan ke mekanisme pasar. BUMN didorong 
untuk melipatgandakan keuntungan guna membiayai kebu- 
tuhan investasi masing-masing. Sedangkan, beberapa BUMN 
tertentu, seperti dialami PT Indosat, dijual kepada pihak asing 
sehingga berubah bentuk menjadi perusahaan Penanaman 
Modal Asing (PMA). 

Pertanyaannya, tidak adakah jalan lain yang dapat ditem- 
puh pemerintah untuk mengurangi himpitan beban utang itu, 
selain terus-menerus membuat utang luar negeri baru dan 
menggeserkan bebannya kepada rakyat banyak? 

Jawabannya tidak berkaitan secara langsung dengan per- 
soalan himpitan beban utang itu sendiri, melainkan dengan 
strategi besar yang hendak ditempuh pemerintah dalam me- 
ngelola perekonomian nasional. Artinya, sejauh mana peme- 
rintah benar-benar ingin membebaskan diri dari tindasan ke- 
kuatan modal internasional, dan sejauh mana pula ingin men- 
jadikan potensi pasar domestik sebagai humpuan utama untuk 
menggerakkan roda perekonomian nasional? 

Sepintas lalu, persoalannya memang tampak sangat seder- 
hana. Seandainya pemerintah bersedia untuk segera berhenti 
membuat utang luar negeri baru, memperjuangkan pengha- 
pusan utang najis, menghapuskan utang dalam negeri dengan 
cara melakukan rekayasa keuangan, memerangi berbagai ke- 
bocoran dalam pengelolaan APBN, pemerintah sesungguhnya 
dapat mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali 
himpitan beban utang itu dari pundak rakyat. 

Tetapi justru di situlah letak soalnya. Para ekonom Mafia 
Berkeley yang mengelola ekonomi Indonesia, lebih suka meng- 
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ikuti jalan ekonomi neoliberal yang diamanatkan oleh Dana 
Moneter Internasional (IMF) daripada meringankan beban 
råkyat. Sebab itu, sangat wajar jika kontrak kerjasama dengan 
IMF yang seharusnya selesai akhir 2002 lalu, mereka perpan- 
jang hingga akhir 2003. Bahkan, amanat Program Pembangun- 
an Nasional (Propenas) untuk berhenti berutang pada 2004, 
besar kemungkinan mereka tunda ke 2005. 

Para ekonom Mafia Berkeley yang sedang berkuasa, alih- 
alih ingin membebaskan perekonomian Indonesia dari tindas- 
an kekuatan modal internasional, lebih suka bekerja di bawah 
pengawasan (MF, Bank Dunia, dan para kreditor anggota 
Consultatif Group on Indonesia (CGI) lainnya. Alasannya se- 
derhana, mereka sangat membutuhkan dukungan kekuatan 
modal internasional itu untuk tetap berkuasa, bukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.* 


Gjawa Pos, Januari 2003. 
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TANTANGAN 
PEMULIHAN INVESTASI 


Ker/a keras tim ekuin pemerintahan Presiden Megawati 
untuk memulihkan kepercayaan investor asing kembali menja- 
di bahan tertawaan masyarakat internasional. Tidak tang- 
gung-tanggung, yang turun memojokkan kinerja tim ekuin 
kali ini bukanlah sebuah lembaga pemikir swasta seperti Po- 
litical and Economic Risk Review Consultancy (PERRC) yang ber- 
kedudukan di Hongkong, atau sebuah Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) negara asing tertentu, melainkan sebuah lem- 
baga bergengsi yang langsung bernaung di bawah payung 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). 

Sebagaimana diberitakan secara luas pekan lalu umat, 
5/9 2003), lembaga Konferensi PBB untuk Perdagangan dan 
Pembangunan (UNCTAD), secara terbuka mengumumkan 
kepada publik mengenai buruknya prospek investasi asing 
di Indonesia. Menurut kajian lembaga itu, berdasarkan 
peringkat Indonesia dalam peta tujuan investasi asing se 


dunia, negeri ini ternyata harya menempati urutan ke 138 
dari 140 negara yang disurvei, atau peringkat ke tiga dari 
bawah. Di bawah Indonesia, peringkat ke 139 dan 140, 
bertengger Suriname dan Gabon. 

Sebagai sebuah lembaga dunia yang bemaung di bawah 
PBB, UNCTAD tentu tidak sermbarangan menempatkan Indo- 
nesia dalam posisi yang sangat memalukan tersebut. Menurut 
kajian lembaga itu, yang peranannya dalam tata perdagangan 
dunia banyak diambil alih oléeh Organisasi Perdagangan Dunia 
(WTO), sejalan dengan kecenderungan tiga tahun terakhir, 
investasi asing yang masuk ke Indonesia tahun ini diperkira- 
kan masih akan tetap negatif. Sebagaimana diketahui, arus 
masuk investasi asing untuk 2002 adalah - USD 1,523 miliar. 
Sedangkan untuk 2001 dan 2000, masing-masing — USD 3,379 
miliar dan — USD 4,550 miliar. 


folat 


Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti tentu 
tangsung menampik kajian UNCTAD tersebut. Menurut Dja- 
tun, analisis UNCTAD itu jauh dari akurat, sebab didasarkan 
atas kesalahan statistik investasi yang dipergunakan di Tanah 
Air. Prospek investasi di Indonesia sesungguhnya tidak sebu- 
ruk sebagaimana dilaporkan UNCTAD. "Pembangunan la- 
pangan terbang di Ambon dan Manado tidak mungkin kalau 
itu tidak berhubungan dengan investasi, tapi statistik kita 
itu yang bikin repot,” kata Djatun. Sanggahan Djatun mungkin 
mempesona, tetapi sama sekali tidak ada hubungannya de- 
ngan prospek investasi asing langsung di Indonesia. 
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Jauh sebelum publikasi hasil kajian UNCTAD, sanggah- 
an terhadap hasil kajian serupa sebenamya pernah dikemu- 
kakan oleh Menteri Keuangan Boediono. Menurut Boediono, 
angka negatif neraca transaksi investasi Indonesia tidak ada 
hubungannya dengan menurunnya minat investor asing untuk 
menanarikan modal mereka di sini. Menurut Boediono, angka 
itu justru mengungkapkan meningkatnya kemampuan inves- 
tor asing dalam membayar utang luar negeri mereka. 

Dengan demikian, alih-alih mengungkapkan penurunan 
minat investor asing, angka itu justru mengungkapkan telah 
terjadinya proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Sama se- 
perti Djatun, Boediono sayangnya tidak bisa mengungkapkan 
angka pasti perbandingan nilai pelarian modal dengan nilai 
pembayaran utang ke luar negeri yang terjadi. 

Pertanyaannya, lepas dari sanggahan Djatun dan Boe- 
diono, bagaimana sebaiknya kita menyikapi temuan UNCTAD 
tersebut? Terutama bila dikaitkan dengan sikap ngotot tim 
ekuin untuk memperpanjang kontrak Dana Moneter Inter- 
nasiorial (IMF), dan melaksanakan agenda-agenda ekonomi 
neoliberal yang diperintahkan IMF di sini, sejauh manakah 
strategi pemulihan ekonomi pemerintah turut bertanggung- 
jawab sebagai pemicu membunuknya iklim investasi di smi? 

Dengan mengajukan pertanyaan itu, tentu tidak berarti 
saya mengabaikan kelemahan kajian UNCTAD. Namun de- 
mikian, daripada sekadar menyanggahnya, jauh lebih bijak- 
sana bila kita mencoba memahami penyebab dan menennikan 
sølusinya. 

Bila disimak ke belakang, tamparan UNCTAD terhadap 


kegagalan tim ekuin dalam memperbaiki iklim investasi itu 
sesungguhnya bukanlah yang pertama untuk tahun ini. Jauh 
sebelum UNCTAD, sepanjang 2003 Indonesia sekurang-kurang- 
nya sudah dua kali dipermalukan oleh masyarakat internasional 
sehubungan dengan memburuknya iklim investasi di sini. 

Tamparan pertama, awal tahun ini, dikermukakan oleh 
Transparency International (TT) yang berkedudukan di Jer- 
man. Sebagaimana berlangsung sejak 1993, awal tahun ini TI 
kembali mengumumkan hasil survei mereka mengenai pe- 
ringkat negara juara korupsi di dunia. Dalam peringkat yang 
berjudul Indeks Persepsi Korupsi (CPT) 2002 itu, dari 102 negara 
yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke tujuh bersama- 
sama dengan Kenya. Untuk wilayah Asia, Indonesia berada 
di urutan kedua sesudah Bangladesh. 

Jika dibandingkan dengan IPK 2001, posisi Indonesia da- 
lam IPK 2002 tidak banyak berubah. Dalam IPK 2001, dari 91 
negara yang disurvai, Indonesia berada di urutan ke empat 
bersama-sama dengan Uganda. Untuk wilayah Asia, Indonesia 
berada di urutan kedua sesudah Bangladesh. Pendek kata, 
terhitung sejak IPK 1995, posisi Indonesia dalam peringkat ne- 
gara juara korupsi tetap bertahan dalam kelompok 10 besar. 

Tamparan kédua, pertengahan tahun ini, dikemukakan 
oleh saudara kandung UNCTAD, lembaga Program Pemba- 
ngunan PBB (UNDP). Sebagaimana dikemtkakan lembaga 
tersebut ketika mengumunmkan hasil survei pembangunan ma- 
nusia 2003, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia 
2003 ternyata tergelindr dari 0,684 menjadi 0,682. Konseku- 
ensinya, dari 175 negara yang disurvei, peringkat Indonesia 
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dalam HDI 2003 merosot dua peringkat dari 110 menjadi 112. 

Sebagaimana dijelaskan UNDP, kecuali dalam bidang pe- 
ngurangan angka kemiskinan, kinerja Indonesia dalam be- 
berapa indikator HDI yang lain cenderung memburuk. Yang 
mencolok adalah dalam bidang penurunan angka kasus keku- 
rangan gizi. Menurut UNDP, secara proporsional, tingkat ke- 
parahan kekurangan gizi anak Indonesia dalam setahun bela- 
kangan cenderung meningkat. Demikian halnya dengan per- 
baikan kualitas pendidikan dasar, peningkatan pelayanan 80- 
sial bagi anak-anak dan perernpuan, dan dalam peribangunan 
provinsi terbelakang. 


lot 


Mencermati tamparan Tl dan UNDP tersebut, tarmparan 
UNCTAD tadi sesungguhnya tidak perlu membuat kita me- 
rasa kebakaran jenggot. Artinya, jika strategi pemulihan eko- 
nomi yang dijalankan tim ekuin senyatanya tidak menam- 
pakkan adanya upaya serius untuk memerangi korupsi, dan 
untuk memperbaiki mutu pembangunan manusia, bagaimana 
mungkin iklim investasi di sini bisa membaik? 

Sebagaimana diketahui, ketidakseriusan memerangi ko- 
rupsi sangat erat kaitannya dengan buruknya ketatalaksanaan 
(governance) dan tingkat kepastian hukum. Sedangkan kega- 
galan melaksanakan pembangunan manusia, secara tidak lang- 
sung mengungkapkan ketidakmarpuan negeri ini dalamme- 
nerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
menciptakan keamanan berinvestasi di sini. 

Alih-alih menampakkan adanya upaya sungguh-sungguh 


untuk memerangi korupsi dan memperbaiki mutu pemba- 
ngunan manusia, kegandrungan tim ekuin terhadap agenda- 
agenda neoliberal justru ditandai oleh semakin merajalelanya 
praktik korupsi di sini. Bahkan, melalui pelaksanaan sejumlah 
agenda ekonomi neoliberal tertentu, seperti penghapusan sub- 
sidi, pelaksanaan liberalisasi perdagangan, dan privatisasi Ba- 
dan Usaha Milik Negara (BUMN), tim ekuin secara sengaja 
menmucu terjadinya ketegangan sosial yang memperburuk 
iklim investasi di Indonesia. 

Kebijakan penghapusan subsidi secara serentak awal ta- 
hun ini, jelas bertanggungjawab terhadap mencuatnya aksi 
perlawanan mahasiswa di hampir sebagian besar kota besar 
di Indonesia, Pelaksanaan kebijakan liberalisasi impor beras 
dan gula, sama saja. Akibat tindakan ini, sejumlah kelompok 
tani terpaksa turun ke jalan dan bahkan membakar gabah 
kering giling mereka sebagai tanda protes terhadap kebijakan 
ekonomi pemerintah. 

Sedangkan pelaksanaan privatisasi BUMN, seperti di- 
alami PT Indosat, hampir bermuara pada terjadinya kekacauan 
politik di neger ini. Belakangan kondisi itu diperparah oleh 
terjadinya pengrumahan secara sepihak 9.000 karyawan PT 
Dirgantara Indonesia (DI), dan penggantian paksa direksi 
PT Semen Padang. Pelaksanaan privatisasi FT PLN dan PT 
Pertamina besar kemungkinan sedang menunggu gjliran. 

Mencermati kaitan antara memburuknya iklim investasi 
dengan semakin maraknya praktik korupsi, serta mencuatnya 
berbagai aksi perlawanan — yang oleh Joseph E. Stiglitz dise- 
but sebagai kerusuhan-kerusuhan yang, dipicu oleh IMF (IMF 
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inspired riots) tersebut, solusi perbaikan iklim investasi di In- 
donesia sesungguhnya bukanilah perkara sulit. Syaratnya se- 
derhana, bersediakah pemerintah melakukan pembaharuan 
paradigma dalam memulihkan kondisi perekonomiaaan Indo- 
nesia? 

Artinya, pertama, agenda-agenda ekonomi neoliberal IMF 
harus segera ditinggalkan. Untuk itu, utang Indonesia kepa- 
da IMF harus segera dilunasi. Kedua, melakukan reformsi fis- 
kal secara mendasar. Tujuannya, selain unttik memerangi ko- 
rupsi, adalah untuk meningkatkan rasio pajak, mengurangi 
ketergantungan terhadap utang, dan meningkatkan alokasi 
anggaran untuk membiayai pembangunan. Ketiga, secara sung- 
guh-sungguh memperbaiki mutu pembangunan manusia. Hal 
ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang 
cukup untuk perbaikan gizi, peningkatan pelayanan sosial 
bagi anak-anak dan perempuan, dan untuk memperluas la- 
pangan kerja. 

Sayangnya, menjelang Pemilu 2004, waktu yang tersedia 
untuk melakukan pembaharuan paradigme tergolong sangat 
singkat. Sementara itu, keputusan tim ekuin untuk melaksana- 
kan Post Progran: Monitoring (PPM) bersama IMF, sangat kecil 
kemungkinannya untuk dapat diubah. Bila demukian, untuk 
memperbaiki iklim investasi dalam jangka pendek, untuk se- 
mentara ini hanya tersedia satu jalan, yaitu menunggu terja- 
dinya pembaruan kekuasaan pada 2004. Apa boleh buat?* 





Gjawapos, 8 September 2003 


Å. 


SKENARIO SANTAI RAPBN 2004 


Sava sangat prihatin menyimak Rancangan Anggaran Pen- 
dapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2004 yang diajukan 
pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perte- 
ngahan Agustus lalu. Betapa tidak? Dari total anggaran be- 
lanja dan pembiayaan sebesar Rp 413,6 triliun, yang terkuras 
untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang mencapai 
Rp 137,8 triliun atau sekitar 33 prosen. 

Angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri menguras 
Rp.25 triliun dan Rp. 43,8 triliun. Sedangkan angsuran pokok 
dan bunga utang huar negeri menguras Rp. 44,8 triliun dan 
Rp. 247 triliun. Dibandingkan dengan APBN 2003, situasi 
tersebut jelas lebih buruk. Dalam APBN 2003, dari total ang- 
garan belanja dan pembiayaan sebesar Rp. 399 triliun, ang- 
suran pokok dan bunga utang hanya menguras Rp. 111 triliun 
atau 28 prosen. 

Akibatnya, dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 271 tri- 
liun, dan pinjaman huar negeri sebesar Rp. 29,9 triliun, untuk 
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pengeluaran pembangunan hanya tersedia dana sebesar Rp. 
68,1 triliun atau hanya meningkat Rp. 3 trilliun dari APBN 
2003. Akibat selanjutnya, pertumbuhan ekonomi hanya bisa 
dipacu sebesar maksimal 5 prosen. Dengan demikian, untuk 
menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja, 
pemerintah cenderung berharap pada peranan sektor swasta. 

Pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Ke- 
uangan Boediono, tentu tidak dapat menerima keprihatinan 
saya tersebut. Sebagaimana dikemukakannya, hal itu tidak 
dapat dihindarkan. ”Ttulah konsekuensi pengakhiran kontrak 
Dana Moneter Internasional (IMF), sebagaimana dikehendali 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)." 

Dengan sikap seperti itu, jelas sekali kelihatan betapa pe- 
merintah mencoba meletakkan pengakhiran kontrak IMF se- 
bagai sebuah keputusan yang harus dibayar mahal oleh rak- 
yat. Sebagaimana slogan yang banyak dianut oleh para eko- 
nom, ”tidak ada makan siang yang gratis.” Dengan demikian, 
jika rakyat sungguh-sungguh menghendaki pengakhiran kon- 
trak IMF, tidak ada pilihan lain, kecuali harus siap menang- 
gung konsekuensinya. 

Argumen ”tidak ada makan siang yang gratis” tersebut 
sepintas lalu memang tampak masuk akal. Masalahnya, de- 
ngan argumen seperti itu, secara implisit pemerintah ingin 
mengatakan bahwa keputusan pengakhiran kontrak IMF sebe- 
narnya bukanlah sebuah keputusan yang bijak. Setidak-tGdak- 
nya, secara ekononm, keputusan tersebut sangat mahal harga- 
nya. Jika saja para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) dapat menahan diri, pengakhiran kontrak IMF akhir 


tahun ini mestinya tidak perlu dilakukan. 

Sikap pemerintah tersebut tentu sangat bertolak belakang 
dengan sikap Tim Indonesia Bangkit. Saya dan kawan-kawan 
di Tim Indonesia Bangkit, justru melihat pengakhiran kontrak 
IMF sebagai sebuah keharusan. Artinya, alih-alih melihat hal 
itu sebagai sebuah keputusan emosional, kami justru melihat 
hal tersebut sebagai sebuah prasyarat untuk mempercepat 
pemulihan ekonomi Indonesia dan meringankan beban 
rakyat. 

Saya dan kawan-kawan di Tim Indonesia Bangkit tentu 
tidak sembarangan mengambil sikap seperti itu. Dalam pan- 
dangan kami, sebagaimana tertuang dalam dokumen "Pasca 
IMF: Indonesia bangkit,” justru kerjasama dengan IMF lah 
yang sangat mahal harganya. Sebagaimana diketahui, selama 
berada di sini, [MF berulangkali melakukan malpraktik. 

Sebagai musal, IMF lah yang menyarankan penutupan 16 
bank tanpa menghitung dampaknya terhadap perilaku para 
penabung. IMF lah yang memaksakan peningkatan harga 
BBM pada Mei 1998, yang memicu terjadinya kerusuhan sosial. 
Dan IMF pula yang memerintahkan pelaksanaan rekapitalisasi 
perbankan, yang menyebabkan terpuruknya ekonons Indo- 
nesia ke dalam kubangan utang dalam negeri Rp 650 triliun. 

Dengan mengakhiri kontrak IMF, kami melihat akan ter- 
buka peluang yang lebih besar untuk menyusun kebijakan 
ekonomi tanpa tekanan pihak mana pun. Dengan keleluasaan 
tersebut, selain terbebas dari malpraktik IMF, akan terbuka 
peluang untuk menyusun kebijakan ekonomi yang lebih sesuai 


dengan potensi dan aspirasi yang ada. Dengan demikian, pro- 


rå 
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ses pemulihan ekonomi Indonesia akan dapat berlangsung 
lebih cepat. 

Posisi itu kami ambil tentu bukan tanpa syarat. Setidak- 
tidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi pemerintah 
jika ingin memperoleh manfaat dari pengakhiran kontrak IMF. 

Pertama, adanya kesediaan untuk mengubah paradigma 
kebijakan ekonomi. fika kebijakan ekonomi neoliberal a la 
IMF cenderung terlalu mengarah pada penciptaan stabilitas 
moneter secara makro, kami menghendaki adanya perhatian 
yang lebih besar terhadap penggerakan sektor riil dan penap- 
taan lapangan kerja- 

Kedua, adanya kesediaan untuk menggali sumber pen- 
dapatan alternatif. Dalam dokumen ”Pasca IMF: Indonesia 
Bangkit,” hal itu kami kemukakan dengan menguraikan 15 
tindakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkat- 
kan pendapatan negara. Di antaranya adalah: reformasi per- 
pajakan, peninjauan kontrak bagi hasil dengan kontraktor 
asing, sekuritisasi aset, dan optimalisasi penggunaan Rekening 
Dana Investasi. 

Menurut hitungan kami, dengan ke 1 5 tindakan tersebut, 
pemerintah berpeluang memperoleh dana segar sebesar Rp. 
500 triliun untuk periode 2003-2005. Dana sebesar itu tentu 
lebih dari oskup untuk membebaskan ekonomi Indonesia dari 
himpitan beban utang dan mempercepat proses pemulihan 
ekonomi. 

Ketiga, adanya kesediaan untuk bekerja keras dalam me- 
menuhi prasyarat pertama dan kedua tersebut. Dalam pan- 
dangan kami, mengubah paradigma bukanlah perkara mudah. 


Apalagi melaksanakan agenda-agenda konkret yang menjadi 
turunannya. Dalam pandangan kami, dengan IMF sekalipun, 
jika tanpa kesediaan bekerja keras, pemulihan ekonomi In- 
donesia akan berakhir hanya menjadi dongeng menjelang 
tidur. 

Tetapi dalam ketiga hal tersebutlah tampaknya tim ekuin 
Mafia Berkeley yang berkumpul di sekitar pemerintah cende- 
rung sangat berbeda dari Tim Indonesia Bangkit. Selain eng- 
gan memperbaharui paradigma dan menggali sumber-sumber 
pendapatan alternatif, tim ekuin Mafia Bekeley tampaknya 
juga enggan bekerja keras. Sebab itu, mudah dimengerti bila 
pengakhiran kontrak IMF cenderung mereka lihat sebagai 
sumber malapetaka. 

Tanpa kerja keras pemerintah, beban pengakhiran kon- 
trak IMF memang terpaksa harus dipikul rakyat banyak." 


ØGRepublika, 8 September 2003. 
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MEWASPADAI TIPUDAYA 
KOMPENSASI 


PENGHAPUSAN subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 
secara teratur dilakukan oleh pemerintah sebenarnya bukan- 
lah sebuah kebijakan yang berdiri sendiri. Sebagai sebuah 
upaya bertahap untuk melepas harga BBM terhadap meka- 
nisme pasar, kebijakan itu adalah salah satu unsur saja dari 
agenda ekonomi neoliberal yang sedang dijalankan oleh Dana 
Moneter Internasional (IMF) di sini. 

Sebagaimana diketahui, melalui suatu paket program 
yang dikenal sebagai program penyesuaian struktural (struc- 
tural adjustment program), IMF bersama-sama dengan Mafia 
Berkeley sedang berusaha sekuat tenaga untuk menggiring 
perkembangan perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi 
neoliberal. 

Empat unsur utama agenda ekonomi neoliberal sebagai- 
mana tercanturn dalam letter of intents (LOT) itu adalah sebagai 
berikut: Pertama, pelaksanaan kebijakan uang ketat dan peng- 


hapusan subsidi. Kedua, liberalisasi sektor keuangan. Ketiga, 
liberalisasi sektor perdagangan. Dan keempat, pelaksanaan pri- 
vatisasi BUMN. 

Sebagai salah satu unsur dari agenda ekonomi neoliberal, 
alasan utama penghapusan subsidi BBM sebenarnya tidak 
ada kaitannya dengan perubahan harga minyak mentah di 
pasar internasional, peningkatan biaya produksi BBM, atau 
sebagai upaya untuk mengurangi defisit Anggaran Penda- 
patan dan Belanja Negara (APBN). 

Sesuai dengan tujuan utama agenda ekonomi neoliberal 
atau yang dikenal pula sebagai agenda Konsensus Washing- 
ton, alasan pokok penghapusan subsidi BBM adalah untuk 
mengurangi peranan negara dar meningkatkan peranan pa- 
sar — lebih tepatnya peranan kaum pemodal, dalam mengeløla 
perekonomian Indonesia. 

Dengan latar beiakang seperti itu, implikasi penghapusan 
subsidi BBM sesunggthnya tidak hanya terbatas terhadap 
kenaikan harga BBM dan efek ikutannya. Bersama-sama de- 
ngan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal lamnya, pengha- 
pusan subsidi BBM terutama akan berakibat pada semakin 
berkurangnya kemampuan negara dalam melindungi rakyat 
banyak dari tindasan mekanisme pasar. 

Artinya, sesuai dengan prinsip dasar yang mengatur be- 
kerjanya mekanisme pasar, nasib rakyat banyak selanjutnya 
akan lebih ditentukan øleh kaum pemodal, bukan oleh kedu- 
dukan mereka sebagai warga negara. 

Penjelasan yang lebih gamblang adalah sebagai berikut. 
Sesuai dengan hukum besi yang dianut oleh kaum pemodal, 
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kedudukan seseorang sebagai warga negara tidak perlu di- 
perhitungkan. Bagi kaum pemodal, yang terpenting adalah 
soal kemampuan seseorang dalam menyumbangkan keun- 
tungan. 

Sebab itu, warga negara atau bukan, jika manmpu menyum- 
bangkan keuntungan, akan mendapat pelayanan dari kaum 
pemodal. Sebaliknya, jika tidak marpu menyumbangkan ke- 
untungan, seorang warga negara sekalipun, jangan berharap 
akan dilayani oleh kaum pemodal. 

Dengan memahami penghapusan subsidi BBM sebagai 
unsur dari agenda besar untuk menyerahkan nasib rakyat 
terhadap mekanisme pasar, maka program pemberian kom-- 
pensasi kenaikan harga BBM kepada kaum miskin yang dise- 
lenggarakan pemerintah perlu ditanggapi secara kritis. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa program pembe- 
rian kompensasi, yang untuk tahun 2003 dianggarkan sebesar 
Rp. 4,1 triliun itu sesungguhnya tidak lebih dari gincu atau 
obat penghilang rasa sakit, yang tidak banyak manfaatnya 
bagi perbaikan nasib rakyat. Beberapa hal yang perlu diwas- 
padai dari program pemberian kompensasi itu adalah sebagai 
berikut. 

Pertama, sebagai gincu, program pemberian kompensasi 
itu mustahil mampu menjangkau seluruh korban kenaikan 
harga BBM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagaimana 
diketahui, mayoritas rakyat yang menjadi korban kenaikan 
harga BBM bukanlah golongan menengah atas atau kaum 
berpunya, melainkan kaum miskin yang sangat banyak jumlah 
dan ragamnya. 


fumlah penduduk miskin menurut pemerintah memnang 
hanya 20 persen atau 40 juta jiwa. Tetapi bila digunakan indi- 
kator internasional sebesar US $ 2 per orang per hari, jumlah 
penduduk miskin di Indonesia akan membengkak menjadi 
60 persen atau 120 juta jiwa. Nah, kompensasi kenaikan harga 
BBM senilai Rp. 4,1 triliun tersebut mustahil mampu men- 
jangkau seluruh penduduk miskin itu. 

Kedua, sebagai sebuah program untuk penghilang rasa 
sakit, program pemberian kompensasi kenaikan harga BBM 
tersebut mustahil mampu mengatasi persoalan pokok yang 
dihadapi kaum miskin. Sebagaimana diketahui, persoalån po- 
kok mayoritas kaum miskin adalah ketiadaan pekerjaan. Me- 
nurut pemerintah, jumlah penganggur saat irii hanya tercatat 
sebesar delapan juta angkatan kerja. 

Tetapi itu behum termasuk mereka yang setengah me- 
nganggur atau penganggur terselubung, yaitu yang bekerja 
kurang dari 20 jam seminggu, yang mencapai sekitar 45 juta 
angkatan kerja. Nah, program pemberian kompensasi itu jelas 
tidak ada sangkut pautnya dengan upaya pemenuhan hak 
azasi manusia yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar 
(UUD) 1945 tersebut. 

AKhirnya, karena diselenggarakan oleh sebuah birokrasi 
yang sentralistik dan korup, program pemberian kompensasi 
kenaikan harga BBM itu sesungguhnya sangat rentan terha- 
dap kemungkinan penyalahgunaan atau penyelewengan oleh 
mereka yang berwenang untuk memperkaya diri sendiri. 

Kita sesungguhnya sudah sangat berpengalaman dalam 
melaksanakan berbagai program sejenis. Sebagaimana dialami 
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oleh program Kredit Usaha Tani (KUT) dan Jaring Pengaman 
Sosial (JPS), alih-alih menanggulangi persoalan pokok kaum 
miskin, program tersebut justru cenderung disalahgunakan 
oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik yang ber- 
sifat memicu konflik di antara kaum miskin. 

Persoalan pokok pencabutan subsidi BBM bukanlah soal 
penanggulangan dampaknya atau pemberian kompensasi ter- 
hadap kaum miskin, melainkan berkaitan secara langsung de- 
ngan kebijakan pencabutan subsidi itu sendini. 

Sebagai sebuah tindakan sengaja untuk menyerahkan na- 
sib rakyat banyak terhadap mekanisme pasar (kekuasaan ka- 
um pemodal), implikasi kebijakan tersebut mustahil dapat 
ditanggulangi hanya dengan sebuah program gincu atau se- 
buah program penghilang rasa sakit. 

Penanggulangan implikasi kenaikan harga BBM terhadap 
kaum miskin hanya dapat dilakukan dengan membatalkan 
keputusan tersebut, dan menggantinya dengan kebijakan lain 
yang langsung diarahkan untuk menanggulangi persoalan uta- 
ma yang menghimpit kaum miskin.” 





STarbawi, Edisi 52 Tahun 4, 6 Februari 2003. 


REVRISOND BASWIR 


Bab. 6 


ØRE Tr 














22. 


MENOLAK PRIVATISASI 


BerrerAPA waktu yang lalu saya menerima e-mail dari se- 
orang kawan yang sedang mengikuti program doktoral di 
Australia. la, yang sedang menulis disertasi mengenai pelak- 
sanaan privatisasi di Indonesia, sebenarnya sudah dua kali 
mewawancarai saya secara langsung. Walaupun demikian, ia 
ternyata masi menyimpan sebuah pertanyaan penting yang 
lupa ditanyakan kepada saya. 

Seperti ditulisnya dalam e-mail singkat tersebut, ”Pada 
dasamya Anda setuju enggak dengan privatisasi? Apakah 
setuju dengan syarat (misalnya asalkan transparan), atau sejak 
awal memang tidak setuju sama sekali jika BUMN dijual ke- 
pada pihak lain (domestic or foreign investors)? Mohon dijelas- 
kan.” 

Selain bertanya, kawan saya itu juga bercerita mengenai 
pertemuannya dengan Dr. Amien Rais di Wisma Indonesia, 
Canberra. Menurut pengakuannya, dalam pertemuan terse- 
but ia sempat mengajukan pertanyaan serupa kepada Ketua 
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MER itu. ”Ternyata beliau setuju privatisasi, asal bermanfaat 
bagi negara dan perusahaan itu sendiri,” jelasnya antusias, 
mengungkapkan jawaban Amien Rais. 

Saya tentu tersenyum ketika membaca penjelasan kawan 
saya tersebut. Betapa tidak? Antusiasme yang diungkapkan- 
nya ketika mengemukakan jawaban Amien Rais mengingat- 
kan saya kepada pandangan pribadinya mengenai privatisasi. 
Sebagaimana dikemukakannya dalam beberapa tulisan di me- 
dia massa, kawan saya itu selama ini memang dikenal sebagai 
seorang pendukung berat pelaksanaan privatisasi di Indo- 
nesia. 

Padahal, jika dibaca secara hati-hati, jawaban Amien Rais - 
itu sama sekali idak dapat dijadikan sebagai pegangan untuk 
mengetahui pendirian yang bersangkutan mengenai pri- 
vatisasi. Kalimat bersayap itu, bagi saya, lebih tepat dipahami 
sebagai sebuah diplomasi daripada sebagai sebuah jawaban. 
Dengan gaya serupa, saya dapat menyatakan seolah-olah me- 
nolak privatisasi dengan membuat kalimat sebagai berikut, 
”Saya menolak privatisasi, kecuali bermanfaat bagi negara 
dan perusahaan itu sendiri.” 

Jawaban seperti itu tentu dapat membuat kawan saya 
sesama dosen Universitas Gadjah Mada tersebut pusing tujuh 
keliling. Sebab itu, ketika membalas e-mailnya, saya menge- 
mukakan pendirian saya dengan tegas. ”Saya menolak pri- 
vatisasi!,” tulis saya, tanpa memberi embei-embel apa pun. 

Saya tentu tidak sembarangan meniberi jawaban seperti 
itu. Sebagaimana saya jelaskan kepada kawan saya itu, bagi 
saya privatisasi adalah turunan langsung dari neoliberalisme. 
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Sebagai turunan langsung neoliberalisme, sebuah paham yang 
menghendaki pembatasan peran negara dan peningkatan pe- 
ranan pasar dalam penyelenggaraan perekonomian, pri- 
vatisasi adalah saudara kandung penghapusan subsidi, libe- 
ralisasi sektor keuangan, dan liberalisasi sektor perdagangan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh penerima penghargaan 
nobel ekonomi 2001, Joseph E. Stiglitz, keempat kebijakan 
tersebutlah selama ini yang dikenal sebagai kebijakan Kon- 
sensus Washington. Dengan demikian, sebagaimana dimotori 
Amerika Serikat (AS) dan Inggris, privatisasi pada dasamya 
adalah sebuah proses sistematis untuk mewujudkan ekonomi 
pasar bebas (free market economy). 

Pertanyaannya, dengan mengaitkan privatisasi secara 
langsung dengan upaya untuk mewujudkan pasar bebas, apa- 
kah berarti saya juga menolak pasar bebas?” Jawabannya, 
”Ya!” Dalam pandangan saya, sebagaimana dikemukakan 
Stiglitz, pasar hanyalah salah satu alat, bukan satu-satunya 
alat, untuk mencapai tujuan perekonomian. Sebagai salah satu 
alat, bersama-sama dengan alat yang lain — peranan negara 
dan partisipasi masyarakat, ia harus dipakai secara bijak de- 
ngan mempertimbangkan berbagai hal. 

Bagi saya, tujuan utama perekonomian adalah peningkat- 
an kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu, saya 
menganut paham Pasal 33 UUD 1945, yang dengan tegas 
mengamanatkan agar, "Kemakmuran masyarakatlah yang di- 
utamakan, bukan kemakmuran orang seorang.” Artinya, da- 
lam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya dengan 
tegas menolak individualisme. 
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Sebagai penentang individualisme, saya tentu punya 
alternatif terhadap privatisasi. Sesuai dengan amanat Pasal 
33, saya lebih suka menyebutnya sebagai demokratisasi. Da- 
lam konteks reformasi BUMN, hal itu antara lain dapat dila- 
kukan dengan: (a) mengotonomkan pengelolaan BUMN da- 
ri campur tangan langsung pemerintal, (b) meningkatkan ke- 
ikutsertaan karyawan, konsumen, dan pemerintah daerah se- 
bagai pemilik saham BUMN; dan (c) mempublikasikan la- 
poran keuangan semua BUMN di media massa. 

Dalam pandangan saya, ketiga kebijakan reformasi 
BUMN tersebut, selain sejalan dengan amanat konstitusi, jauh 
lebih dapat diandalkan untuk menghindarkan BUMN dari . 
menjadi sasaran sapi perah mereka yang berkuasa. Untuk 
meningkatkan peranannya dalam menciptakan peluang kerja. 
Dan untuk mepingkatkan mutu pelayanannya kepada masya- 
rakat. Pendek kata, dengan melakukan ketiga kebijakan terse- 
but, citra buruk BUMN sebagaimana berlangsung selama ini, 
mudah-mudahan dapat diperbaiki. 

Sebagai penutup, saya tidak lupa menjelaskan kepada ka- 
wan saya itu mengenai kelemahan mendasar privatisasi. Da- 
lam pandangan saya, privatisasi mengidap bias yang sangat 
berlebihan terhadap pencapaian efisiensi. Sebaliknya, ia cen- 
derung mengabaikan sama sekali upaya untuk mewujudkan 
keadilan ekonomi (equality). 

Sebab itu, mudah dimengerti bila seorang ekonom terke- 
muka AS, John K. Gailbraith, dengan pedas mengecam privati- 
sasi sebagai proses sistematis untuk memindahkan kekayaan 
dari tangan rakyat banyak ke tangan segelintir kaum ber- 





punya. Jika dilihat dari sudut hubungan antara negara-negara 
miskin dengan negara-negara kaya, privatisasi dapat dipasti- 
kan akan menyebabkan semakin terkonsentrasinya penguasa- 
an aset dunia di tangan segelintir perusahaan multinasional 
(MNC), yang berasal dari negara-negara kaya tertentu. 
Dengan semakin terkonsentrasinya penguasaan aset du- 
nia di tangan segelintir MNC, rasanya tidak berlebihan bila 
saya sampai pada kesimpulan bahwa privatisasi patut diwas- 
padai sebagai jalan lurus menuju neokolonialisme! Dengan 
implikasi seperti itu, seperti saya kemukakan ketika meng- 
akhiri e-mail saya kepada kawan saya tersebut, ”Saya tidak 
habis mengerti, setelah "ditikam' Soeharto, mengapa kini Bung 
Kamo kembali "ditikam" oleh para pengikutnya sendiri?”* 


QBisnis Indonesia, 5 Oktober 2003. 
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RUU (PRIVATISASI) BUMN 


PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini te- - 
ngah sibuk menyusun sebuah rancangan undang-undang baru 
yang disebut sebagai Rancangan Undang Undang mengenai 
Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Walaupun tergo- 
long sangat terlambat, sebab sudah diperintahkan sejak tahun 
2000, pemenuhan amanat Program Pembangunan Nasional 
(Propenas) ini tentu patut disambut positif. Setidak-tidaknya, 
dengan segera tersusunnya UU BUMN, terkuak secercah ha- 
rapan untuk memperbaharui dan memperbaiki kebijakan pe- 
ngelolaan BUMN di Indonesia. 

Tetapi pagi-pagi sekali tampaknya kita harus kecewa me- 
nyaksikan draft RUU, yang menurut kesepakatan antara Kan- 
tor Kementerian Negara BUMN dan Panstia Khusus (Pansus) 
RUU BUMN Komisi V DPR itu, akan diundangkan pada perte- 
ngahan Mei mendatang. Hal itu tidak hanya dipicu oleh orien- 
tasi penyusunannya yang terang-terangan bersifat manipulatif, 
tetapi juga oleh substansinya yang sangat buruk, serta oleh 


ml MT 


terciumnya indikasi politik uang dalam proses pembahasan- 
nya. 

Dilihat dari segi orientasinya, penyusunan RUU BUMN 
ini ternyata sama sekali tidak dimaksudkan sebagai penja- 
baran Pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Setidak- 
tidaknya, dari seluruh pasal yang tercantum di dalamnya, 
tidak satu pasal pun dapat digolongkan sebagai penjabaran 
Pasal 33 ayat 2. Artinya, amanat Pasal 33 ayat 2 yang menetap- 
kan bahwa ”cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara,” sama sekali tidak menemukan sambungannya di da- 
lam RUU ini. ' 

Alih-alih menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai acuan 
dasar penyusunannya, RUU BUMN ini justru terang-terangan 
menampilkan diri sebagai alat untuk melegitimasi privatisasi. 
Hal itu tidak hanya tampak pada tidak dikelompokkannya 
BUMN sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 2, tetapi tampak 
secara mencolok pada disisipkannya bab khusus privatisast 
di dalam RUU ini. 

Kenyataan itu diperkuat oleh pengakuan Ketua dan Wakil 
Ketua Pansus Penyusunan RUU BUMN mengenai orientasi 
penyusunan RUU ini. Wakil Ketua Pansus Azwir Dainy Tara 
(Partai Golkar), terang-terangan mengakui bahwa penyusun- 
an RUU BUMN ini memang dimaksudkan untuk melegitimasi 
privatisasi. Bahkan Ketua Pansus Irmadi Lubis (PDI-P), tanpa 
tedeng aling-aling menyatakan bahwa penyusunan RUU BUMN 
ini memang tidak dimaksudkan untuk menjabarkan Pasal 33 
UUD 1945, melainkan untuk "menyiasati” pasal tersebut. Me- 
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nurut Irmadi, hal itu dilakukan karena "sampai saat ini belum 
ada satu orang pun yang mampu menerjemahkan Pasal 33 
UUD 1945.” 

Dengan orientasi seperti itu, mudah dimengerti bila RUU 
BUMIN ini kemudian secara semena-mena menjadikan sejum- 
lah Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kep- 
pres) sebagai bahan baku penyusunannya. Bahkan, jika isinya 
dibandingkan dengan PP mengenai Perusahaan Perseroan, 
PP mengenai Perusahaan Umum, dan Keppres mengenai Pem- 
bentukan Tim Pembina Pelaksanaan Privatisasi, tidak terlalu 
berlebihan bila RUU BUMN ini disebut sebagai kompilasi 
dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ber- 
laku sebelumnya. 

Akibatnya, selain melegitimasi privatisasi, hampir boleh 
dikatakan tidak ada satu pun hal baru yang diperkenalkan 
oleh RUU BUMN ini, yang dapat diharapkan sebagai titik 
tolak untuk memperbaharui dan memperbaiki kebijakan pe- 
ngelolaan BUMN di Indonesia. Sebaliknya, dengan diperta- 
hankannya kedudukan Menteri sebagai figur tunggal wakil 
Pemerintah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 
dan diberikannya kewenangan penuh kepada RUPS untuk 
mengganti komisaris dan direksi BUMN sebelum habis masa 
jabatan tanpa memberikan alasan apa pun, RUU BUMN ini 
justru memperparah otoritarianisme pengelolaan BUMN di 
Indonesia. 

Yang membingungkan tentulah penyisipan satu bab khu- 
sus mengenai privatisasi di dalam RUU ini. Dengan disisip- 
kannya bab khusus mengenai privatisasi, lebih dari sekadar 


member: legitimasi, RUU BUMN ini tampaknya dengan se- 
ngaja disalahgunakan untuk melakukan manipulasi. Keluar 
ia tarnpil sebagai RUU BUMN, tetapi isinya secara sengaja 
disusun untuk melegitimasi pelaksanaan privatisasi. 

Celakanya, pembahasan mengenai pelaksanaan privat- 
isasi dalam RUU ini boleh dikatakan tidak sedikit pun ber- 
anjak dari kebijakan sebagaimana berlangsung selama ini. 
Bahkan, dari draft yang diusulkan Pemerintah, tampak ada 
indikasi untuk meminggirkan peranan DPR dari proses pe- 
laksanaan privatisasi. 

Terlepas dari penyimpangan orientasi dan substansi isi 
yang sangat buruk, yang paling mencemaskan dari RUU BUMN 
ini adalah indikasi politik uang yang terdum dalam proses 
pembahasannya. Hal itu terutama tercium bila disimak tang- 
gapan berbagai fraksi terhadap draft RUU yang diusulkan 
Pemerintah, sebagaimana tampak dalam Daftar Inventaris 
Masalah (DIM) RUU BUMN yang disampaikan Pansus Penyu- 
sunan RUU BUMN Komisi V DPR kepada Menteri Negara 
BUMN beberapa waktu lalu. 

Secara keseluruhan, dengan perkecualian Fraksi Partai 
Persatuan Pembangunan (FPPP), semua fraksi yang terlibat 
dalam penyusunan RUU BUMN ini mendukung orientasi dan 
sibstansi pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. FPDIP, yang 
tampak seolah-olah mencermati semua pasal, dalam kenya- 
taannya tidak sedikit pun mempersoalkan orientasi RUU dan 
substansi setiap pasal tersebut. FPDIP pada dasarnya memang 
tidak melakukan koreksi apa-apa, kecuali koreksi kata-kata. 

Fraksi Partai Golkar (FPG), alih-alih menyikapi orientasi 
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RUU serta substansi pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, 
ternyata lebih tertarik untuk mempersoalkan kewenangan 
Kementerian Negara BUMN sebagai pengelola BUMN. FPG, 
yang menghendaki pengembalian pengelolaan BUMN dari 
tangan Menteri Negara BUMN ke tangan Menteri Keuangan, 
boleh dikatakan menyetujui semua pasal yang diusulkan Peme- 
rintah, kecuali pasal-pasal yang di dalamnya terdapat kata 
Menteri. 

Yang sangat mencemaskan adalah sikap Fraksi Partai Ke- 
bangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Reformasi, Fraksi Partai Bu- 
lan Bintang (FPBB), dan Fraksi TNI/Polri. Keempat fraksi 
ind, selain tidak mempersoalkan orientasi, substansi, kewe- - 
nangan Menteri, atau sekadar koreksi kata-kata, boleh dikata- 
kan telah menyetujui sekitar 90 persen pasal yang terdapat di 
dalam RUU ini. 

Di tengah-tengah berbagai kontroversi yang menyertai 
pelaksanaan privatisasi selama ini, serta silang pendapat an- 
tara fraksi dalam menyikapi berbagai kontroversi tersebut, 
kerukunan hampir semua fraksi dalam penyusunan RUU 
BUMN ini sulit dielakkan untuk tidak menebarkan bau tak 
sedap. Jangan-jangan RUU BUMN ini tidak hanya jalan lem- 
pang menuju privatisi, tetapi sekaligus jalan pintas untuk 
mempertebal dompet dan mempertahankan kursi menjelang 
2004." 


GRepublika, 17 Maret 2003. 
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PRIVATISASI 
DAN NEOKOLONIALISME 


PrIVATISASI tampaknya benar-benar telah nienjadi persoal- 
an baru bagi perekonomian Indonesia. Di tengah-tengah ber- 
bagai protes yang diungkapkan oleh serikat-serikat pekerja 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kontroversi legal 
dan institusional yang menyertai pelaksanaan tindakan ter- 
sebut, para penyelenggara negara justru tampak semakin ber- 
semangat mempercepat pelaksanaan privatisasi. 

Perhatikan misalnya target perolehan privatisasi 2003 
yang meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan target 
perolehan privatisasi tahun-tahun sebelumnya. Menyusul kon- 
troversi pelaksanaan divestasi lanjutan PT Indosat yang mele- 
dak di penghujung 2002 lalu, Pemerintah dan Dewan Perwa- 
kilan Rakyat (DPR) ternyata bersepakat meningkatkan target 
perolehan privatisasi dari rata-rata Rp. 6,5 triliun pada tahun- 
tahun sebelumnya, menjadi sekitar Rp. 8 triliun untuk tahun 
2003. 
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[tu belum termasuk sisa target perolehan privatisasi ta- 
hun-tahun sebelumnya yang belum sempat berlaksana. Jika 
ditambah dengan sisa target perolehan privatisasi tahun-ta- 
hun sebelumnya yang hendak direahsasikan tahun ini, tahun 
2003 ini besar kemungkinan akan ditandai oleh pelaksanaan 
privatisasi terhadap sekitar 30 BUMN, dengan target per- 
olehan sebesar Rp. 12 triliun. 

Selain terungkap pada peningkatan target perolehan, per- 
cepatan pelaksanaan privatisasi itu juga tampak secara men- 
colok pada berbagai upaya yang dilakukan oleh para penye- 
lenggara negara dalam menyusun dasar legalitas privatisasi. 
Beberapa produk perundang-undangan yang semestinya ti- . 
dak berkaitan dengan privatisasi, dengan sengaja disisipi de- 
ngan pasal atau bab khusus mengenai privatisasi. 

Perhatikan misalnya Rancangan Undang Undang tentang 
Keuangan Negara (RUU KN), yang telah diloloskan DPR pada 
6 Februari lalu. Tanpa alasan yang jelas, UU yang dimaksud- 
kan untuk meletakkan aturan dasar pengelolaan keuangan 
negara itu, merasa perlu untuk menyisipkan satu pasal khusus 
yang secara tegas memberi kewenangan kepada Menteri Ke- 
uangan untuk menjual atau memprivatisasi BUMN. 

Tindakan yang hampir serupa terjadi pula dalam penyu- 
sunan RUU BUMN. Dalam RUU yang saat ini tengah dibahas 
oleh Kementerian Negara BUMN dan Panitia Khusus (Pansus) 
Penyusunan RUU BUMN Komisi V DPR itu, yang seharusnya 
hanya berisi aturan dasar mengenai pengelolaan BUMIN, ter- 
nyata secara sengaja disisipi satu bab khusus mengenai priva- 
tisasi BUMN. 





Faktor apakah yang mendorong para penyelenggara ne- 
gara untuk mempercepat pelaksanaan privatisasi yang sepin- 
tas lalu cenderung tampak sangat dipaksakan tersebut? Sejauh 
mana mereka benar-benar telah memahami pengertian dan 
dampak privatisasi? Serta sejauh mana pula mereka benar- 
benar telah mempertimbangkan bahaya privatisasi terhadap 


rakyat banyak dan masa depan perekonomian Indonesia? 


Privatisasi dan Neoliberalisme 


Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada 
baiknya bila pengertian sederhana privatisasi sebagaimana 
dikemukakan oleh RUU BUMN berikut diulas secara sing kat. 
Menurut Pasal 1 (11) RUU BUMN, privatisasi adalah penjualan 
saham Pemerintah pada suatu BUMN tertentu kepada para 
pemodal perseorangan. Tindakan itu dapat dilakukan oleh 
Pemerintah dengan menjual saharm suatu BUMN melalui pa- 
sar modal, melalui penjualan langsung kepada suatu kelompok 
usaha perseorangan tertentu, atau dengan menjualnya kepada 
manajemen dan /atau karyawan BUMN yang bersangkutan. 

Dari pengertian privatisasi yang sangat sederhana itu, 
sepintas lalu tampak seolah-olah tidak ada persoalan yang 
perlu dirisaukan sehubungan dengan pelaksanaan privatisasi. 
Lebih-lebih bila tindakan tersebut dilakukan dengan embel- 
embel untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas peru- 
sahaan, menumbuhkan iklim persaingan usaha, dan untuk 
menyebarluaskan kepemilikan kekayaan negara kepada 
publik. 

Tetapi bila dikaji secara cermat, akan segera diketahui 
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bahwa pengertian privatisasi yang sangat sederhana itu se- 
sungguhnya sangat jauh dari mencukupi. Bahkan, selain tam- 
pak secara sengaja mengabaikan bahaya privatisasi, tidak ter- 
lalu berlebihan bila pengertian privatisasi yang sangat dise- 
derhanakan itu digolongkan sebagai sebuah upaya sengaja 
untiuk melakukan kebohongan publik. 

Kesalahan pertama pengertian privatisasi yang sangat 5e- 
derhana itu terletak pada kecenderungannya untuk meng- 
abaikan kaitan privatisasi dengan pelaksanaan agenda-agenda 
ekonomi neoliberal yang lain. Padahal, bila dirujuk ke bela- 
kang, asal-mula pelaksanaan privatisasi yang kini banyak me- 
landa negara-negara sedang berkembang tersebut, tidak - 
mungkin dapat dipisahkan dari perumusan suatu paket kebi- 
jakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsen- 
sus Washington. 

Sebagaimana diketahui, kebijakan Konsensus Washing- 
ton adalah suatu paket kebijakan ekonomi yang dirumuskan 
oleh Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan De- 
partemen Keuangan Amerika tahun 1989, sebagai bagian dari 
upaya mereka untuk menyelamatkan perekonomian negara- 
negara Amerika Latin dari tekanan defisit anggaran dan an- 
caman hiperinflasi. Secara keseluruhan, agenda-agenda eko- 
nomi neoliberal yang tercakup dalam kebijakan Konsensus 
Washington meliputi kebijakan penghapusan subsidi, liberali- 
sasi sektor keuangan dan perdagangan, dan pelaksanaan pri- 
vatisas1. 

Dengan memahami kaitan privatisasi dengan agenda- 


agenda ekonomi neoliberal yang lain tersebut, dapat disak- 


sikan bahwa privatisasi pada dasarnya hanyalah salah satu 
unsur saja dari sebuah proses transformasi besar-besaran me- 
nuju penyelenggaraan sistem ekonomi neoliberal. Artinya, 
sebagaimana diprakarsai oleh Inggris dan Amerika pada awal 
1980-an, pelaksanaan privatisasi sesungguhnya hanyalah ba- 
gian dari sebuah upaya besar untuk merombak perekonomian 
campuran menjadi perekonomian pasar bebas. 

Pertanyaannya, terutama bila diletakkan dalam konteks 
perekonomian sebuah negara sedang berkembang seperti In- 
donesia, sejauh manakah transformasi dari perekonomian 
campuran menuju perekonomian pasar bebas tersebut dapat 
menjamin berlangsungnya proses penanggulangan kemiskinan 
dan pengangguran, penciptaan struktur perekonomian yang 
berkeadilan, serta pemanfaatan sumberdaya alam secara ber- 
kesinambungan? 

Alih-alih menjawab ketiga pertanyaan tersebut, pelak- 
sanaan privatisast di Indonesia dan di banyak negara sedang 
berkembang lainnya, justru tampak sengaja dilakukan secara 
manipulatif. Pengertian privatisasi sengaja sangat disederha- 
nakan, sehingga mengaburkan kaitannya dengan pelaksanaan 
agenda-agenda ekonomi neoliberal yang lain dan transfor- 
masi besar perekonomian Indonesia menuju sistem ekonomi 
neoliberal. 


Privatisasi dan Neokolonialisme 


Selain berusaha mengaburkan kaitan privatisasi dengan 
agenda-agenda ekonomi neoliberal yang lain, pengertian pri- 
vatisasi yang sangat sederhana tadi juga cenderung meng- 
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abaikan dampak pelaksanaan privatisasi terhadap peranan 
negara dalam penyelenggaraan perekonomian. Sepintas lalu, 
pelaksanaan privatisasi memang tampak merupakan perso- 
alan yang menimpa satu, dua, atau beberapa BUMN. Tetapi 
bila dilaksanakan secara berkesinambungan, dampak pelaksa- 
naan privatisasi jelas tidak dapat hanya dibatasi pada tingkat 
BUMN. Dampak pelaksanaan privatisasi pada akhirnya akan 
berpengaruh secara langsung terhadap peranan negara dalam 
penyelenggaraan perekonomian. 

Sesuai dengan tuntutan sistem ekonomi neoliberal, peran- 
an negara dalam penyelenggaraan perekonomian harus diba- 
tasi hanya sebagai regulator atau sebagai pembuat dan pelak- . 
sanaan peraturan saja. Dengan demikian, jika dilihat dari su- 
dut proses pembatasan peranan negara, pelaksanaan privat- 
isasi sesungguhnya harus dipahami sebagai sebuah proses 
sistematis untuk meminggirkan peranan negara dalam penye- 
lenggaraan perekonomian. 

Persoalannya, dengan merosotnya peranan negara dan 
meningkatnya dominasi swasta dalam penyelenggaraan pere- 
konomian, sejauh manakah independensi peranan negara da- 
lam membuat dan melaksanakan peraturan tadi dapat dilin- 
dungi dari tekanan kepentingan sektor swasta? 

Hal ini perlu mendapat perhatian, sebab kehadiran para 
politisi di gelanggang kekuasaan pun sesungguhnya mustahil 
dapat dipisahkan dari kontribusi pendanaan yang berasal da- 
ri sektor swasta. Artinya, jika peranan negara dalam mem- 
buat dan melaksanakan peraturan tidak dapat dilindungi dari 
tekanan kepentingan sektor swasta, tentu tidak terlalu keliru 





bila privatisasi dapat pula diartikan sebagai sebuah proses 
sistematis untuk memindahkan kedaulatan negara dari tangan 
rakyat banyak kepada segelintir pengusaha swasta. 

Yang lebih celaka, sebagaimana dialami Indonesia lima 
tahun belakangan ini, proses pemindahan kedaulatan dari 
tangan rakyat kepada segelintir pengusaha swasta itu dila- 
kukan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah untuk me- 
menuhi kewajibannya kepada IMF sebagaimana tercantum 
dalam letter of intent (LOI). Artinya, selain merupakan an- 
caman terhadap kedaulatan rakyat, pelaksanaan privatisasi 
yang saat ini berlangsung di Indonesia juga sangat erat kaitan- 
nya dengan pelecehan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah 
negara merdeka. 

Akhirnya, kesalahan terbesar pengertian privatisasi yang 
sangat disederhanakan tadi terletak pada kecenderungannya 
untuk secara sermena-mena mengabaikan dampak pelaksanaan 
privatisasi terhadap struktur penguasaan modal di antara ber- 
bagai strata sosial di dalam masyarakat. Secara normatif pri- 
vatisasi mernang membuka peluang bagi semua anggota ma- 
syarakat untuk turut memiliki modal BUMN yang diprivat- 
isasi. Pertanyaannya, sejauh mana harapan normatif itu be- 
nar-benar dapat diwujudkan? 

Sebagaimana diketahui, kebanyakan perekonomian nega- 
ra-negara sedang berkembang ditandai oleh struktur pengua- 
saan modal yang timpang. Pelaksanaan privatisasi di tengah- 
tengah struktur penguasaan modal atau penguasaan faktor- 
faktor produksi yang timpang itu, dapat dipastikan hanya 
akan membuka peluang bagi segelintir kaum berpunya untuk 
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semakin melipatgandakan penguasaan modal mereka. Sebab 
itu, mudah dimengerti, bila pelaksanaan privatisasi di keba- 
nyakan negara sedang berkembang, seringkali ditandai oleh 
terjadinya peningkatan konsentrasi penguasaan modal di ta- 
ngan segelintir orang. 

Bahkan, kecenderungan serupa berlaku pula di negara- 
negara industri maj. Sebab itu, tidak terlalu berlebihan bila 
seorang ekonom AS terkemuka, John Kenneth Gailbraith, me- 
ngecam privatisasi dengan sangat pedas. Menurut Gailbraith, 
” Privatisnsi pelayanan sosial dan perusahaan negara dimaksudkan 
untuk mengubah relasi kepemilikan dan sekaligus distribusi kemak- 
muran dan kekuasaan politik menuju pemberdayaan besar-besaran - 
kaum kaya, perusahaan besar, dan para pemupuk rente, dengan me- 
ngorbankan "lapisan bawah," (Gailbraith, 1992 sebagaimana di- 
kutip dalam Sritua Arief, 2001). 


Siapa Punya Apa di AS? 


sp EEE 


Bawah Atas Atas 

90% 10% 1% 
Saham 15% 84% 42% 
Obligasi 9% 90% 55% 
Aset Bisnis 7% 92% 71% 


ar EEE 


Source: Federal Reserve Board, 1995 


Yang lebih celaka, sebagaimana dialami Indonesia lima 
tahun belakangan ini, pelaksanaan privatisasi justru ditandai 
oleh terjadinya pemindahan penguasaan modal atau faktor- 
faktor produksi dari tangan pemerintah kepada para pemodal 
REVRISOND BASWIR 


mancanegara. Seperempat saham PT Semen Gresik Group 
(SGG) kini dikuasai oleh Cemex SA de CV asal Mexico. Seper- 
tiga saham PT Telkomsel diambil alih oleh Singapore Telecom 
(Singtel), sebuah BUMN milik Pemerintah Singapura. Sedang- 
kan 42 persen saham PT Indosat, kini dikuasai oleh Singapore 
Technologies Telemedia Communication (STTC), juga sebuah 
BUMN milik Pemerintah Singapura. 

Jika kenyataan terakhir ind dikaitkan dengan dampak pe- 
laksanaan privatisasi terhadap independensi peranan negara 
dalam membuat dan melaksanakan peraturan sebagaimana 
disinggung sebelumnya, rasanya tidak terlalu berlebihan bila 
privatisasi dapat pula diartikan sebagai sebuah proses siste- 
matis untuk memindahkan kedaulatan negara dari tangan 
rakyat banyak ke tangan para pemodal internasjonal. 

Cerita selanjutnya saya kira tidak terlalu sulit untuk diba- 
yangkan. Jika seluruh BUMN sudah terjual kepada para pe- 
modal internasional, perekonømian Indonesia tentu akan di- 
paksa untuk bertekuk lutut di bawah tindasan suatu bentuk 
kotonialisme baru yang dikomandoi oleh perusahaan-peru- 
sahaan multinasional. Bahkan, kedaulatan Indonesia sebagai 
sebuah negara merdeka pun rasanya akan turut tergadai ber- 
sama-sama dengan berlangsungnya proses penindasan eko- 
noni itu. Privatisasi jangan-jangan memang sengaja dipaksa- 
kan IMF kepada Indonesia sebagai jalan lurus menuju neoko- 


lonialisme?* 


Gjawapos, 17 Maret 2003 
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Rencana Pelaksanaan Privatisasi BUMN 2003 


om 


Perusahaan Saham Pemerintah Pusat (%) Dijual (%) 
1. BRI 100 30 

Asuransi Kredit 

Indonesia 45 45 
3.  Danareksa 100 51 
4. Adhi Karya 100 49 
5. Pembangunan 

Perumahan 100 49 
6. — Perusahaan Gas 

Negara 100 49 
7. Angkasa Pura I 100 49 
8. — Berikat Nusantara 89 89 
9. Jakarta mdustrial 

Estte 50 50 
10. SIER Surabaya 50 50 


i 


Sumber: Kantor Menneg BUMN (dikutip dari Jawapos, 17 
September 2003). 
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PRIVATTISASI 
DAN KEBANGSAAN 


SALAH satu kebijakan ekonomi pemerintah yang akhir-akhir 
ini banyak mengundang kontroversi adalah pelaksanaan pri- 
vatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kontroversi pe- 
laksanaan kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pro- 
sedur pelaksanaannya, tetapi berkaitan pula dengan metode 
dan jenis BUMN yang diprivatisasi, serta volume dan kepada 
siapa saham perusahaan dijual. 

Sebut misalnya kontroversi privatisasi PT Indosat yang 
mencuat sejak akhir tahun lalu. Sebagaimana diketahui, jauh 
sebelum 42 prosen sahamnya dijual kepada Singapore Tech- 
nologies Telemedia Communication (STYC), sejak Oktober 1994 
PT Indosat sudah menjual sebagian sahamnya di bursa. Saham 
PT Indosat tidak hanya diperdagangkan di bursa efek Jakar- 
ta, tetapi diperdagangkan pula di bursa efek New York. 

Sejauh dapat dipantau, sejak Oktober 1994 hingga Desem- 
ber 2002, tidak pernah sekali pun muncul perlawanan terhadap 
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pelepasan sebagian saham PT Indosat kepada para pemodal 
perseorangan tersebut. Jangankan terhadap penjualan seba- 
gian sahamnya di bursa domestik, penjualan sebagian saham 
PT Indosat di bursa New York pun tidak pernah memicu 
persoalan. 

Tetapi serta-merta pemerintah berniat melepas posisinya 
sebagai pemilik saham mayoritas dan mengubah status PT 
Indosat menjadi perusahaan swasta asing, perlawanan terha- 
dap privatisasi PT Indosat segera muncul ke permukaan. Yang 
dipersøalkan tentu tidak sebatas soal pelepasan posisi peme- 
rintah sebagai pemilik saham mayoritas tersebut, tetapi ber- 


kaitan pula dengan soal metode dan kepada siapa PT Indosat- 


dijual. 

Dengan beralihnya mayoritas saham PT Indosat kepada 
STIC, sebuah BUMN milik pemerintah Singapura, dan de- 
ngan berubahnya status PT Indosat dari BUMN menjadi peru- 
sahaan swasta dengan kategori PMA, sebagian warga ma- 
syarakat dan karyawan PT Indosat tiba-tiba merasa dipisah- 
kan dari perusahaan yang mereka banggakan tersebut. Peru- 
sahaan yang telah dibesarkan secara susah payah itu, kini 
tidak lagi dapat diaku sebagai perusahaan Indonesia, tetapi 
berpindah tangan menjadi perusahaan pemerintah Singapura. 

Kemudian simak pula kontroversi privatisasi yang me- 
fanda PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen 
Tonasa. Sebagaimana diketahui, sejak 1991, PT Semen Gresik 
telah menjual sebagian sahamnya di lantai bursa. Bersamaan 
dengan itu, PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa pun se- 
sungguhnya sedang menunggu giliran untuk melakukan hal 


en 


"nn 


serupa. Semua persyaratan yang diperlukan untuk melakukan 
privatisast dengan metode penawaran umum di bursa itu, 
sudah dipersiapkan oleh kedua perusahaan semen ini. 

Tetapi suratan tangan PT Semen Padang dan PT Semen 
Tonasa ternyata berbicara lain. Alih-alih mendapat giliran 
untuk melakukan privatisasi secara mandiri, tahun 1995 kedua 
perusahaan yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera 
Barat dan Sulawesi Selatan itu justru diakuisi oleh PT Semen 
Gresik. Dengan beralihnya kepemilikan PT Semen Padang 
dan PT Semen Tonasa dari pemerintah kepada PT Semen Gre- 
sik yang telah menjual sebagian sahamnya di bursa, PT Semen 
Padang dan PT Semen Tonasa secara tidak langsung turut 
terprivatisasi. Peristiwa inilah yang sangat menyinggung pe- 
rasaan sebagian masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi Se- 
latan. 

Keadaan bertarnbah runyam ketika tahun 1998 pemerin- 
tah memutuskan untuk melepaskan posisinya sebagai pemilik 
mayoritas ketiga perusahaan semen tersebut, yaitu dengan 
menjual 35 prosen saham PT Semen Gresik kepada sebuah 
perusahaan semen asal Meksiko, Cemex SA de CV. Jika ke- 
putusan tersebut tidak ditentang oleh masyarakat Sumatera 
Barat dan Sulawesi Selatan, terhitung sejak 1998, PT Semen 
Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa sudah beru- 
bah bentuk menjadi perusahaan swasta asing milik perusahaan 
swasta Meksiko. 

Alhamdulillah, perlawanan keras masyarakat Sumatera 
Bara dan Sulawesi Selatan berhasil mencegah kejadian terse- 
but. Setelah melalui negosiasi yang cukup alot, pemerintah 
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akhirnya sepakat untuk mengurangi untuk sementara waktu 
jumlah saham yang dijual menjadi 14 prosen saja. Dikatakan 
untuk sementara waktu, sebab dalam kesepakatan jual beli 
bersyarat (Conditional Sales and Purchase Agreement) yang di- 
tandatangani pemerintah dengan Cemex SA de CV, tercantum 
sebuah klausul yang memberi hak kepada pemerintah untuk 
sewaktu-waktu menjual sahamnya hingga 51 prosen kepada 
Cemex 5A de CV. 

Dengan klausul seperti itu, alamat berubahnya status PT 
Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa men- 
jadi PMA terbentang di deran mata. Hal inilah kemudian 
yang memicu mencuatnya tuntutan masyarakat Sumatera Ba- - 
rat dan Sulawesi Selatan untuk memisahkan (spin-off) kedua 
perusahaan kebanggaan mereka dari PT Semen Gresik. Arti- 
nya, sebagaimana dialami oleh PT Indosat, dan diungkapkan 
pula oleh karyawan PT Semen Gresik, masyarakat Sumatera 
Barat dan Sulawesi Selatan sesungguhnya tidak anti privat- 
isasi. Mereka juga tidak menentang penjualan sebagian saham 
BUMN kebanggaan mereka di bursa internasional. Yang me- 
reka tolak terutama adalah soal metode dan volume saham 
yang dijual. 

Pertanyaannya, pelajaran apakah yang dapat dipetik dari 
kedua kontroversi besar pelaksanaan privatisasi BUMN pasca 
penandatangan letter of intent (Lol), dengan Dana Moneter 
International (IMF) tersebut? Secara lebih mendasar, dapatkah 
perlawanan yang diungkapkan oleh karyawan PT Indosat 
dan PT Semen Gresik, masyarakat Sumatera Barat dan Sula- 
wesi Selatan, serta berbagai komponen warga masyarakat 





lainnya itu digolongkan sebagai suatu bentuk perlawanan 
yang dilatarbelakangi oleh rasa kebangsaan (nasivnalisme)? 

Jawabannya bisa ya dan bisa juga tidak. Sikap perlawan- 
an terhadap privatisasi sebagaimana dialami PT Indosat, PT 
Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan besar 
kemungkinan akan meledak pula di PT Pertamina dan PT 
Perusahaan Listrik Negara (PLN), jelas sangat kental diwarnai 
oleh argumen-argumen kebangsaan. Dalam perkembangan- 
nya, disadari atau tidak, argumen-argumen kebangsaan itu 
tentu memicu bangkitnya rasa kebangsaan dalam arti sebe- 
narnya, 

Namun dari berbagai perlawanan yang muncul dalåm 
kedua kontroversi privatisasi itu, tidak dapat serta-merta di- 
simpulkan bahwa tindakan tersebut semata-mata dilatarbe- 
lakangi oleh rasa kebangsaan dalam arti sempit. Lebih-tebih 
bila dikaitkan dengan ketidakjelasan batasan dan kesimpang- 
siuran pelaksanaan privatisasi. 

Dalam pelaksanaan privatisasi PT Indosat, misalnya, po- 
sisi strategis perusahaan itu sebagai sebuah perusahaan tele- 
kormunikasi yang menghubungkan Indonesia dengan negara- 
negara lainnya di dunia, serta status perusahaan itu sebagai 
pemilik satelit Palapa, telah mengundang muncninya banyak 
pertanyaan mengenai pelanggaran Undang Undang (UU) Te- 
lekomunikasi, harga yang terlalu rendah, dan bahkan menge- 
nai penggadaian kedaulatan negara. 

Hal yang sama terjadi pula dalam peristiwa akuisisi PT 
Semen Padang dan PT Semen Tonasa, serta penjualan 14 pro- 
sen saham PT Semen Gresik kepada Cemex SA de CV. Seba- 
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gaimana diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), akuisisi PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa oleh 
PT Semen Gresik, serta penjualan 14 prosen saham PT Semen 
Gresik kepada Cemex SÅ de CV, ternyata tidak diikat dengan 
Peraturan Pemerintah. Padahal, menurut UU No. 9/1969, pe- 
rubahan kepemilikan pemerintah pada suatu BUMN harus 
diikat dengan menerbitkan PP. Selain itu, pertanyaan juga 
muncul sehubungan dengan keberadaan tanah ulayat, harga 
akuisisi dan harga jual yang terlalu rendah, serta mengenai 
isi kontrak jual beli yang berat sebelah. 

Menyimak berbagai dimensi persoalan yang melatarbe- 


lakangi kedua kontroversi privatisasi tersebut, rasanya terlalu * 


berlebihan bila rasa kebangsaan serta merta dikambinghi- 
tamkan sebagai pemicu mencuatnya perlawanan terhadap pri- 
vatisasi. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, 
setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib memiliki 
rasa kebangsaan. Sebab itu, yang perlu dipertanyakan adalah, 
patutkah rasa kebangsaan dipojokkan semata-mata sebagai 
pembenar bagi ketidakjelasan batasan dan kesimpangsiuran 


pelaksanaan privatisasi?" 





ØPanjimas, Edisi 15 tahun I, Agustus 2003. 
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KENIKMATAN PRIVATISASI 


MenTeri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Lak- 
samana Sukardi tampaknya belumjera melakukan privatisasi 
BUMN. Walaupun dalam pemilu legislatif lalu perolehan suara 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merosot tajam 
dari 34 persen menjadi 19 persen, sebagai seorang petinggi 
PDIP, Laks tampaknya cenderung mengabaikan kaitan anta- 
ra kemerosotan perolehan suara PDTP itu dengan pelaksanaan 
privatisasi BUMN yang dinakhodainya. Alih-alih mencoba 
melihat kaitan antara kedua hal tersebut, Laks tampaknya 
'cukup puas' menyaksikan ditimpakannya kesalahan kepada 
Taufik Kiemas sebagai biang keladi kekalahan PDIP. 

Walau pun demikian, tidak berarti Laks mengabaikan 
tudingan yang, dialamatkan kepada dirinya sebagai nakhoda 
pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia. Sebagaimana 
diakuinya, Laks menyadari bahwa akibat pelaksanaan privat- 
isasi, la cenderung dicap sebagai orang yang paling jahat di 
Indonesia. la juga menyadari bahwa akibat pelaksanaan pro- 
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gram tersebut, ia cenderung dituduh sebagai penjual negara. 
Bahkan, Laks mengakui, akibat pelaksanaan privatisasi, ia 
cenderung dituduh menikmati privatisasi sebagai ajang ko- 
rupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) gaya baru. 

Tetapi seperti biasa, Laks dengan tegas menepis semua 
tudingan tersebut. Sebagaimana dikemukakannya, ia tidak 
memiliki tujuan lain dalam melaksanakan privatisast BUMN 
kecuali: Pertama, untuk mengakhiri berlanjutnya konflik ke- 
pentingan dalam tubuh pemerintah sebagai pengatur dan pe- 
milik BUMN. 

Dengan melepaskan kepemilikan BUMN kepada pemo- 
dal swasta, pemerintah diharapkan dapat lebih berkonsentrasi - 
sebagai pengatur BUMN. Kedua, untuk memerangi meluas- 
nya praktik KKN dalam tubuh BUMN. Dengan dilakukannya 
privatisasi, BUMN diharapkan dapat lebih transparan dan 
akuntabel. Dan ketiga, untuk mengurangi ketergantungan 
BUMN terhadap sumber pembiayaan negara dan sekaligus 
untuk meningkatkan peranan BUMN sebagai sumber penda- 
patan negara. 

Sepintas lalu, ketiga argumen Laks itu memang tampak 
masuk akal. Persoalannya, ketiga argumen tersebut tidak ha- 
nya menuntut syarat dan pembuktian, tetapi juga penuh de- 
ngan hal-hal yang menuntut pertimbangan sosial-politik, per- 
tahanan-keamanan, dan bahkan pertimbangan ideologi. 

Dengan demikian, kesalahan utama Laks dalam melihat 
BUMN selama ini terletak pada kecenderungannya untuk me- 
nyederhanakan keberadaan BUMN semata-mata sebagai ins- 
titusi ekonomi dan keuangan dalam arti sempit. Padahal, se- 





bagai sebuah institusi yang mengemban amanat konstitusi, 
dimensi keberadaan BUMN sangat luas dan kompleks. 

Simak misalnya soal pengakhiran konflik kepentingan da- 
lam tubuh pemerintahan sebagai pemilik dan pengatur BUMN. 
Masalah ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan cara 
mengotonomkan pengelolaan BUMN. Dengan membentuk 
Badan Otonom Pengembangan (BOP) BUMN, pemerintah da- 
pat berkonsentrasi sebagai pengatur BUMN tanpa kehilangan 
hak kepemilikannya. Konsekuensinya, kedudukan Menteri 
Keuangan sebagai pemegang saham BUMN harus dikuasakan 
kepada BOP BUMN. Sedangkan keberadaan Kementerian 
Negara BUMN dan keterlibatan para pejabat pemerintah seba- 
gai komisaris BUMN harus segera diakhiri. 

Tetapi saran untuk mengotonomkan pengelolaan BUMN 
inilah selama ini yang diabaikan oleh Laks. Dengan memilih 
privatisasi yang berakibat pada pengurangan dan peniadaan 
kepemulikan pemerintah terhadap BUMN, Laks cenderung 
mendorong berlangsungnya transformasi perekorivmian In- 
donesia menuju sistem ekonomi pasar neoliberal. 

Akibatnya, Undang Undang BUMN yang sengaja disu- 
sun sebagai payung pelaksanaan privatisasi BUMN, sulit dite- 
mukan konsistensinya dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. 
Bahkan, sebagaimana baru-baru ini jadi pembicaraan dalam 
lingkungan Komisi Konstitusi, justru Pasal 33 ayat 2 lah tam- 
paknya yang akan diamandemen agar sejalan dengan sema- 
ngat neoliberal yang mewarnai UU BUMN. 

Bagaimana halnya dengan upaya untuk memerangi prak- 
tik KKN yang melanda BUMN. Argumen Laks mengenai hal 
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ini jelas sangat lemah. Pertama, praktik KKN yang melanda 
BUMN tidak berakar dalam tubuh BUMN, melainkan dalam 
tubuh pemerintah yang terlalu jauh mencampuri pengelolaan 
BUMN. Bukankah praktik KKN selama ini tidak hanya meian- 
da BUMN, tetapi juga melanda Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), dan dana-dana non bujeter yang 
justru dengan sengaja dipelihara oleh berbagai instansi peme- 
rintah tanpa akuntabilitas yang jelas? 

Kalau toh KKN terjadi dalam tubuh BUMN, bukankah 
tanggungjawab mengenai hal itu berada dipundak para ko- 
misaris dan direksi BUMN? Persoalannya, karena komisaris 
dan direksi BUMN diangkat oleh Menteri Negara BUMN, 
berarti tanggungjawab mengenai hal itu terutama justru harus 
dipikul oleh Menteri Negara BUMN. Sebagai Menteri Negara 
BUMN, Laks hendaknya tidak hanya menuntut bukti dari 
pihak lain yang menuduhnya melakukan KKN. Laks sendiri 
wajib membuktikan bahwa KKN memang benar-benar terjadi 
dalam tubuh BUMN. 

Sehubungan dengan upaya mengurangi ketergantungan 
BUMN terhadap sumber pembiayaan negara dan untuk me- 
ningkatkan sumbangan BUMN terhadap pendapatan negara, 
pokok masalahnya saya kira tidak terletak pada soal kepe- 
milikan pemerintah terhadap BUMN. 

Masalah ini, selain berkaitan dengan ketidaksediaan pe- 
merintah untuk mengotonomkan pengelolaan BUMN, ter- 
utama dipicu oleh sangat tingginya tingkat kebocoran dan 
pemborosan APBN, terseraknya pengelolaan uang negara di 
luar APBN, dan kegagalan pemerintah dalam mengurangi 


beban utang yang menyedot sepertiga APBN. BUMN tidak 
sepatutnya dikorbankan untuk menutupi kebobrokan penge- 
lolaan keuangan negara yang melanda APBN. 

Berdasarkan ketiga hal tersebut, mudah-mudahan menja- 
di jelas bahwa penolakan terhadap pelaksanaan privatisasi 
BUMN tidak dapat begitu saja dituding sebagai bentuk per- 
lawanan dari pihak-pihak yang takut kehilangan kenikmatan 
dari keberadaan BUMN. 

Selain memiliki landasan konstitusional yang jelas, Pasal 
33 UUD 1945, perlawanan terhadap pelaksanaan privatisasi 
BUMN juga dilandasi oleh pertimbangan ekonomi dan ke- 
uangan dalar arti luas, pertimbangan sosial-politik, dan bah- 
kan pertimbangan pertahanan dan keamanan negara. 

Jangan-jangan justru kenikmatan melakukan privatisasi- 
lah yang terus mendorong dilakukannya penjualan BUMN?* 


Republika, 17 Mei 2004. 
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INDOSATGATE 


SKANDAL divestasi Indosat (Indosatgate) menambah satu 
lagi daftar hitam pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia. Jika dibandingkan dengan 
skandal-skandal privatisasi BUMN yang lain, seperti Semen 
Gresikgate, Krakatau Steelgate, atau Telkomgate, Indosatgate 
mungkin tergolong yang paling mengerikan. Sebagaimana 
telah diulas secara luas, Indosatgate tidak hanya berkaitan 
dengan persoalan ekonomi dan keuangan, tetapi berkaitan 
pula dengan persoalan hukum, kedirgantaraan, hubungan an- 
tarnegara, dan bahkan persoalan pertahanan dan keamanan. 

Saya tidak akan membahas semua aspek Indosatgate ter- 
sebut di sini. Tiga hal yang akan saya bahas adalah mengenai 
pembeli Indosat, harga jual Indosat, dan mengenai implikasi 
prosedur penyetoran hasil penjualan Indosat ke Kas Negara 
sebagaimana diatur dalam Keppres No. 122/2001 dan yang 
telah diperbaharui dengan Keppres No. 7/2002. | 

Sehubungan dengan pembeli Indosat, divestasi Indosat 


MAFIA BERKELEY on Kriss ExONOM! INDONESIA 


171 





jelas sarat dengan sejumlah kebohongan publik. Sebut misal- 
nya mengenai siapa yang benar-benar bertindak selaku pem- 
beli Indosat. Menurut keterangan resmi pemerintah, yang 
terdaftar sebagai salah satu calon pembeli Indosat adalah se- 
buah perusahaan Singapura yang bernama Singapore Tech- 
nologies Telemedia (STT). 

Tetapi sebagaimana terungkap kemudian, pada saat 
penandatanganan kontrak jual beli, yang membubuhkan tanda 
tangan selaku pembeli Indosat adalah sebuah perusahaan asal 
Mauritius, yang bernama Indonesian Communication Limited 
(ICL). Menurut keterangan para pejabat Kementerian Negara 
BUMN, praktik semacam itu (penggunaan perusahaan tung- 
gangan khusus untuk melakukan akuisisi) adalah hal biasa 
dalam dunda bisnis internasional. 

Persoalannya, jika merupakan hal biasa, mengapa hal itu 
tidak dikemukakan secara transparan oleh pemerintah sejak 
STT (STTC?) pertama kali mendaftarkan dirinya sebagai calon 
pembeli? Saya khawatir, jika pertanyaan ini diajukan kepada 
para pejabat di Kementerian Negara BUMN, jawaban yang 
akan muncul adalah, ”Kebohongan publik adalah hal biasa 
dalam pelaksanaan privatisasi BUMN di seluruh dunia.” 

Kita tentu tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Te- 
tapi bila ditelusuri lebih jauh, jika benar pembeli Indosat ada- 
lah STT, ternyata di sini pun kita sekali lagi berternu dengan 
sebuah kebohongan publik yang tidak kalah uniknya. Seba- 
gaimana diketahui, divestasi Indosat adalah dalam rangka 
pelaksanaan privatisasi. Secara lebih khusus, divestasi Indo- 


sat dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target pengha- 


ep 





silan privatisasi 2002 sebesar Rp6,5 triliun. 

Tetapi perhatikanlah secara cermat jati diri STT. Perusa- 
haan telekomunikasi nomor dua terbesar di Singapura ini 
ternyata adalah sebuah BUMN yang 100 persen sahamnya 
dimiliki oleh Singapore Technologies (ST). Karena 100 persen 
saham ST dimiliki oleh pemerintah Singapura, berarti STT 
adalah sebuah BUMN sebagaimana halnya Indosat sebelum 
dibeli oleh STT. 

Pertanyaannya, dengan beralihnya penguasaan saham 
Indosat dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Singapura, 
masih tepatkah hal itu disebut sebagai privatisasi? Jawabannya 
tentu saja tidak. Bahkan, jika dikaitkan dengan penjualan 35 
persen saham Telkomsel kepada BUMN Singapura lainnya 
(Singapore Telecom), proses penjualan BUMN telekomunikasi 
di Indonesia sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai 
Singapuranisasi daripada privatisasi. 

Dengan latar belakang seperti itu, mudah dimengerti jika 
para direksi baru yang ditempatkan oleh STT di indosat, ham- 
pir seluruhnya menuliki latar belakang sebagai mantan pejabat 
Singapura. Bahkan, sebagaimana diakui pemerintah, termasuk 
Tuan NG Eng Ho yang kini duduk sebagai wakil direktur 
utama Indosat, ternyata adalah seorang mantan pejabat tinggi 
militer di Singapura. Hal inilah antara lain yang mendorong 
munculnya dimensi pertahanan-keamanan dalam Indosat- 
gate. 

Bagaimana halnya dengan persoalan harga jual 41,9 per- 
sen saham Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar saham itu? 
Sebagaimana diakui oleh pemerintah, itu adalah harga terbaik 
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bagi Indosat. Jika dibandingkan dengan harga saham Indosat 
di bursa pada saat berlangsungnya proses Singapuranisasi, 
Rp 8.600 per lembar, harga jual Indosat itu dapat dikatakan 
menikmati premium sebesar 50 persen. 

Persoalannya, tepatkah jika nilai wajar Indosat hanya di- 
patok berdasarkan harga saham di bursa? Untuk menjawab 
persoalan ini, ada baiknya jika transaksi pembelian 37,6 persen 
PT Lintasarta dan 25 persen PT Satelindo oleh Indosat, dijadi- 
kan sebagai perbandingan. Sebagaimana diketahui, untuk 
menggenapi kepemilikannya terhadap Lintasarta dan Sate- 
lindo, Indosat terlebih dahulu membeli 37,6 persen saham 
Lintasarta (Februari 2001) senilai USD 38 juta, dan 25 persen 
saham Satelindo (Mei 2002) senilai USD 325 juta. 

Jika harga 37,6 persen Lintasarta sama dengan USD38 
juta, berarti harga 100 persen Lintasarta sama dengan USD101 
juta. Selanjutnya, jika harga 25 persen Satelindo sama dengan 
USD 325 juta, berarti harga 100 persen Satelindo sama dengan 
USD 1.300 juta. Dengan demikian, ketika pemerintah menjual 
41,9 saham Indosat ke pemerintah Singapura (Desember 
2002), harga jual 41,9 persen Lintasarta dan Satelindo saja 
sekurang-kurangnya setara dengan USD587 juta (USD 42,3 
juta + USD 544,7 juta). 

Tetapi ketika menjual 41,9 persen Indosat, pemerintah 
ternyata hanya memperoleh hasil bersih sebesar USD 608,4 
juta, atau hanya berselisih sebesar USD 214 juta jika diban- 
dingkan dengan harga perolehan 41,9 persen Lintasarta dan 
Satelindo. Padahal, selain memiliki enam anak perusahaan, 
Indosatjuga memiliki investasi pada lebih dari 30 perusahaan 


afiliasi. Artinya, ketika membeli 41,9 persen Indosat, pemerin- 
tah Singapura dapat diibaratkan seperti membeli Lintasarta 
dan Satelindo dengan bonus Indosat. 

Akhirnya, menarik untuk dicermati implikasi prosedur 
penyetoran hasil penjualan Indosat ke Kas Negara sebagai- 
mana diatur dalam Keppres No. 122/2001 yang telah diper- 
baharui dengan Keppres No. 7 /2002. Sesuai dengan Keppres, 
"Hasil penjualan saham Negara pada BUMN setelah diku- 
rangi biaya privatisasi, ditetapkan sebagai hasil privatisasi 
BUMN dan disetorkan langsung ke Kas Negara.” 

Akibat ketentuan itu, sebagai pelaksana privatisasi, Ke- 
menterian Negara BUMN dengan sendirinya memiliki hak 
untuk membebankan segala jenis pengeluarannya, atas nama 
biaya pelaksanaan privatisasi, terhadap setiap hasil penjualan 
saham Negara pada BUMN. 

Sehubungan dengan Indosatgate, Kementerian Negara 
BUMN ternyata membebankan biaya pelaksanaan privatisasi 
sebesar USD189 juta (Rp171 miliar). Akibatnya, setelah di- 
kurangi USD25 juta yang masih tersimpan di escrow account, 
dari hasil penjualan 41,9 persen saham Indosat sebesar USD 
627,3 juta (Rp 5,6 triliun), hanya sekitar USD 583,4 juta (Rp 
5,2 triliun) yang benar-benar langsung masuk ke Kas Negara. 

Pertanyaannya, sejauhi manakah tindakan Kementerian 
Negara BUMN menyisihkan dana sebesar USD 25 juta di escrow 
account dan membebankan biaya pelaksanaan privatisasi se- 
besar USD18,9 juta itu dapat dibenarkan? Secara prosedural, 
penahanan dana di escrow account tersebut jelas bertentang- 
an dengan Keppres. Tetapi yang paling mengerikan adalah 
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biaya pelaksanaan privatisasi Indosat yang mencapai USD 
18,9 juta atau sekitar Rp 171 miliar itu. Untuk keperluan apa 
pengeluaran sebesar itu dibelanjakan oleh Kementerian Ne- 
gara BUMN? Dan siapa saja yang telah kedipratan rejeki dari 
proyek pelaksanaan privatisasi Indosat dengan nilai sebesar 
itu? 

Semua pihak yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DFPR), dan Ke- 
polisian, saya kira memuliki kewajiban untuk mengungkapkan 
secara terang benderang indikasi Indosatgate ini. Jika untuk 
setiap pelaksanaan privatisasi pemerintah harus mengeluar- 
kan ongkos sebesar Rp 171 miliar, dapat dibayangkan berapa - 
besarnya ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk 
memprivatisasi sekitar 30 BUMN pada 2003 ini. Separuh dari 
target hasil privatisasi 2003 sebesar Rp 12 triliun, bisa jadi 
menguap begitu saja untuk mengongkosi biaya pelaksanaan 


privatisasi. Wallahualam." 





GRepublika, 10 Februari 2003 








TRAGEDI SEMEN PADANG 


”Bad ideas flourish because they are in the interest of powerful 
groups” - Paul Krugman 


"Tax putus dirundung malang,” mungkin itulah untaian 
kata yang paling cocok untuk mengungkapkan perjalanan 
panjang yang dilalui oleh PT Semen Padang dalam beberapa 
tahun belakangan ini. Satu-satunya perusahaan milik negara 
yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat itu, 
selama bertahun-tahun ternyata tidak pernah berhenti men- 
jadi sasaran persekongkolan jahat pihak-pihak tertentu yang 
ingin mengeruk keuntungan dari perusahaan tersebut. 

Anehnya, walau pun beberapa tahun terakhir pemerin- 
tahan telah berganti beberapa kali, nasib malang PT Semen 
Padang belum juga berakhir. Seperti sudah menjadi suratan, 
PT Semen Padang cenderung hadir menjadi semacam kutukan 
bagi masyarakat Sumatera Barat. Keberadaan perusahaan itu 
di ranah Minang tampak seperti tidak dimaksudkan untuk 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi untuk memicu 
sengketa dan perpecahan di antara mereka. 

Bila ditelusuri ke belakang, tragedi PT Semen Padang 
itu secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi tiga 
babak drama 'rampokisasi' sebagai berikut: babak akuisisi, 
babak strategic sales, dan babak penggusuran manajemen. Ba- 
bak akuisisi berlangsung tahun 1995. Babak strategic sales ber- 
langsung tahun 1998. Sedangkan babak penggusuran manaje- 
men berlangstung sepanjang 2002-2003. 


Babak 1: Akvisisi 


Sebagaimana diketahui, tahun 1995 PT Semen Padang - 
(dan PT Semen Tonasa) dialihkan kepemilikannya oleh Peme- 
rintah kepada perusahaan milik negara lainnya, PT Semen 
Gresik. Walau pun tindakan tersebut ditentang oleh masya- 
rakat Sumatera Barat, tetapi mereka yang berkuasa ketika 
itu terus maju melanjutkan rencananya. 

Secara bisnis, tindakan yang dikenal sebagai akuisisi itu 
mungkin tampak cukup masuk akal. Penggabungan ketiga 
perusahaan tersebut diharapkan akan melahirkan sebuah grup 
perusahaan yang lebih tangguh dan efisien. Tetapi sebagai- 
mana terungkap belakangan, tindakan itu ternyata dilakukan 
dengan cara-cara yang sangat ceroboh dan bersifat melanggar 
hukum. 

Sekurang-kurangnya terdapat tiga bukti yang mengung- 
kapkan terjadinya kecerobohan dan pelanggaran hukum da- 
lam proses pelaksanaan akuisisi tersebut. 

Pertama, pelaksanaan akuisisi PT Semen Padang (dan PT 


Semen Tonasa) itu ternyata berlangsung ketika PT Sernen Gre- 
sik dipimpin oleh seorang Direktur Utama (Fuad Rivai alm.) 
yang juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal Departemen 
Perindustrian. Dengan demikian, penggabungan ketiga peru- 
sahaan tersebut dilakukan dalam suatu situasi yang sarat de- 
ngan pertentangan kepentingan (conflict of interest). Objek- 
tivitas pelaksanaan akuisisi dengan demikian menjadi sulit 
dipertanggungjawabkan. 

Kedua, sebagaimana terungkap dari laporan keuangan PT 
Semen Gresik per 31 Desember 1995, pelaksanaan akuisisi 
itu ternyata dilakukan dengan nilai jauh di bawah nilai wajar 
kedua perusahaan yang diakuisisi. Nilai wajar PT Semen Pa- 
dang dan PT Semen Tonasa ketika itu adalah Rp. 1,61 triliun. 
Tetapi kedua perusahaan tersebut diakuisisi oleh PT Semen 
Gresik, yang 27 prøsen sahamnya sudah dijual di bursa, de- 
ngan nilai hanya Rp. 1,03 triliun. Dengan demikian, dari tran- 
saksi akuisisi itu, semua pemegang saham PT Semen Gresik 
serta merta mendapat diskon sebesar Rp. 581 milyar. Dalam 
lapøran arus kas PT Semen Gresik, angka Rp. 581 milyar terse- 
but dicatat sebagai Kewajiban Yang Dianggap (Liabilities As- 
sumed). Anehnya, dalam laporan keuangan PT Semen Gresik 
per 31 Desember 1996, informasi itu menguap begitu saja. 

Ketiga, sesuai dengan temuan Badan Pemeriksaan Ke- 
uangan (BPK), akusisi PT Semen Padang (dan PT Semen To- 
nasa) oleh PT Semen Gresik ternyata tidak diserta dengan 
penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Padahal, sesuai dengan 
Undang-undang (UU) No. 9/1969, perubahan kepemilikan 
Pemerintah pada sebuah BUMN harus dilakukan dengan me- 


MAFIA BERKELEY pas Krisis Éonom INDONESIA 


179 





nerbitkan PP yang secara khusus mengatur hal tersebut. De- 
ngan demikian, secara hukum, akuisisi PT. Semen Padang 
(dan PT Semen Tonasa) oleh PT Semen Gresik harus dinyata- 
kan sebagai perbuatan ilegal dan batal demi hukum. 


Bubak 2: Strategic Sales 


Sebagaimana diketahui, PT Semen Gresik pertama kali 
menjual sebagaian sahamnya di bursa tahun 1991. Tahun 1998, 
setelah mengakuisisi PT Semen Padang (dan PT Semen Tona- 
sa), PT Semen Gresik melanjutkan penjualan sahamnya de- 
ngan pola strategic sales kepada perusahaan semen asal Mek- 
siko, Cemex SÅ de CV. : 

Sekali lag, secara bisnis, penjualan saham PT Semen Gre- 
sik Grup kepada mitra asing ini tampak cukup masuk akal. 
Dengan masuknya Cemex SÅ de CV yang tercatat sebagai 
tiga besar perusahaan semen dunia, PT Semen Gresik Grup 
diharapkan akan tumbuh menjadi sebuah perusahaan semen 
kelas dunia. Tetapi sebagaimana terungkap pasca pelaksanaan 
strategic sales, penjualan sebagian saham PT Semen Gresik Grup 
kepada Cemex SA de CV ini pun ternyata sarat dengan kece- 
robohan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. 

Sekurang-kurangnya terdapat tiga tindakan yang dapat 
digolongkan sebagai tindakan ceroboh yang berindikasi mela- 
wan hukum dalam babak strategic sales ini. 

Pertama, terungkapnya indikasi insider trading bersamaan 
dengan pelaksanaan strategic sales. Sebagaimana terungkap 
dalam laporan pengaduan Badan Pengawas Pasar Modal (Ba- 
pepam) kepada Kejaksaan Agung, seperti dikutip oleh majalah 





berita mingguan Gamma No. 26-3/2001, terdapat 14 perusa- 
haan yang diduga terlibat dalam praktik pat gulipat yang 
berujung pada pemecatan Ketua Bapepam IPG Ary Suta ter- 
sebut. Beberapa diantaranya adalah Danareksa Sekuritas, Se- 
men Gresik, Bahana Sekuritas, Cemex, New Old Investment, 
dan Harita Kencana Sekuritas. 

Sedangkan beberapa nama orang dalam yang diduga tu- 
rut mengetahui informasi penjualan saham PT Semen Gresik 
Grup itu adalah Tantri Abeng, Herwidiyatmo, Sudjiono Ti- 
man, Agus Projosasmito, Djonatan Tjan, Gunawan Yusuf, Mi- 
chael Staheyess, dan Harry Tanusudibyo. Entah apa yang 
terjadi, kasus itu hingga kini menguap begitu saja. 

Kedua, harga jual PT Semen Gresik Grup kepada Cernex 
SA de CV ternyata sangat jauh di bawah nilai wajar perusa- 
haan semen yang berlaku secara internasional. Dalam wawan- 
cara yang dilakukannya dengan Financial Times, CEO Cemex 
SA de CV Lorenzo Zombrano secara terbuka mengatakan 
bahwa harga perusahaan semen di Asia pada masa yang di- 
tandai oleh krisis ekononv itu sangat murah jika dibandingkan 
dengan harga pada keadaan normal. 

Sebagaimana dikatakannya, ”Ini adalah saat yang tepat 
untuk berbelanja di Asia. Sebelum krisis, harga perusahaan 
semen di Asia setara dengan US$500 per ton kapasitas. Kini 
setelah krisis, harga perusahaan semen di Asia merosot men- 
jadi hanya US$100 per ton kapasitas.” Sesuai dengan predik- 
sinya, ketika membeli Rizal Cement di Manila, Cemex mem- 
bayar US$114 per ton kapasitas. Tetapi ketika membeli PT 
Semen Gresik Grup, Cemex ternyata hanya membayar US$47 
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per ton kapasitas. 

Dan ketiga, mengulangi kesalahan pada saat pelaksanaan 
akuisisi, pelaksanaan strategic sales ini pun ternyata tidak diikat 
dengan PP yang secara khusus mengatur hal tersebut. Dengan 
demikian, sekali lagi, sesuai dengan UU No. 9/1969, pelaksa- 
naan strategic sales PT Semen Gresik Grup ini pun harus dinya- 
takan sebagai perbuatan ilegal dan batal demi hukum. 


Babak 3: Penggusuran Munajemen 


Menyusul beralihnya kekuasaan dari pemerintahan Pre- 
siden Abdurrahman Wahid ke pemerintahan Presiden Mega- 
wati Soekarnoputri pada Agustus 2001, berbagai upaya untuk - 
melakukan penjualan lanjutan (put option) PT Semen Gresik 
Grup mulai muncul ke permukaan. Hal itu memang sesuai 
dengan klausul yang tercantum dalam Commitment on Sales 
and Purchase Agreement (CSPA), yang ditandatangani Peme- 
rintah ketika melakukan strategic sales pada 1998. 

Tetapi karena pada masa itu tuntutan masyarakat Suma- 
tera Barat untuk memisahkan (spin off) PT Semen Padang dari 
PT Semen Gresik sedang mengalami titik naik, rencana pelak- 
sanaan put option itu langsung ditentang oleh masyarakat Su- 
matera Barat. Bahkan, sebelum put option benar-benar terlak- 
sana, masyarakat Sumatera Barat segera menerbitkan mak- 
lumat yang menyerahkan kewenangan penguasaan PT Semen 
Padang kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Setelah 
melalui berbagai upaya negosiasi, termasuk mencuatnya ga- 
gasan untuk membentuk induk perusahaan baru (PT Semen 
Indonesia), rencana put option itu akhirnya berlalu begitu saja. 


Yang menarik adalah implikasi kegagalan pelaksanaan 
put option terhadap manajemen PT Semen Padang. Tidak lama 
setelah tenggat waktu pelaksanaan put option terlampaui, ber- 
bagai upaya untuk menggusur manajermen PT Semen Padang 
mulai muncul ke permukaan. Menurut para pejabat dari Ke- 
menterian Negara BUMN, alasan utama penggusuran mana- 
jemen sebelum masa jabatan berakhir itu adalah untuk mem- 
perbaiki kinerja perusahaan. 

Tetapi karena tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh ter- 
jadinya benturan antara pelaksanaan put option dan tuntutan 
spin-offmasyarakat Sumatera Barat, rencana penggusuran ma- 
najemen itu langsung mendapat perlawanan dari masyarakat 
Sumatera Barat. Akibatnya, permintaan PT Semen Gresik 
Grup kepada PT Semen Padang untuk menyelenggarakan Ra- 
pat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), mentah- 
mentah ditolak oleh manajemen FT Sernen Padang. 

Walau pun demikian, sembari terus mengatakan bahwa 
penggusuran manajemen PT Semen Padang sama sekali tidak 
ada hubungannya dengan tuntutan spin-off masyarakat Su- 
matera Barat, PT Semen Gresik terus melaju melaksanakan 
hajatnya. Akibatnya, kehebohan sehubungan dengan tuntutan 
spin-off masyarakat Sumatera Barat, pada masa ini mulai ber- 
kelindan dengan keributan mengenai penggusuran manaje- 
men PT Semen Padang. 

Beberapa tindakan yang mengarah pada perbuatan mela- 
wan hukum dalam babak penggusuran manajemen ini adalah: 

Pertama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyusul 
penolakan manajemen PT Semen Padang untuk melakukan 
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RUPSLB, langkah pertama yang harus ditempuh oleh PT Se- 
men Gresik Grup adalah membawa persoalan tersebut ke 
Pengadilan Negeri di Padang (PN Padang). Tetapi karena 
dalam persidangan di PN Padang PT Semen Gresik Grup 
gagal mengemukakan alasan yang jelas, PN Padang secara 
tegas menolak permintaan tersebut. 

Dengan ditolaknya permmintaan PT Semen Gresik Grup 
untuk menyelenggarakan RUPSLB oleh PN Padang, sesung- 
guhnya tidak ada lagi alasan bagi PT Semen Gresik Grup 
untuk terus maju melaksanakan hajatnya. Tetapi PT Semen 
Gresik Grup ternyata belum mau menyerah. Perkara yang 
sama kembali diajukan oleh PT Semen Gresik Grup ke PN. 
Padang. Karena kali ini pun PT Semen Gresik Grup tidak 
dapat mengemukakan alasan yang kuat, maka tidak ada pilih- 
an lain bagi PN Padang kecuali sekali lagi menolak permin- 
taan tersebut. 

Kedua, gagal meyakinkan PN Padang, PT Semen Gresik 
Grup mencoba menyudahi perlawanan manajemen PT Semen 
Padang dengan melakukan beberapa hal sekaligus. Dua di 
antaranya adalah menjegal petuang PT Semen Padang untuk 
memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri, dan meminta 
fatwa ke Mahkamah Agung (MA) untuk menganulir kepu- 
tusan PN Padang. 

Sehubungan dengan pengajuan pinjaman PT Bank Man- 
diri, PT Semen Padang dan PT Bank Mandiri sebenarnya su- 
dah sampai pada tingkat penandatangan Perjanjian Kredit 
(PK). Dalam PK, persetujuan pemegang saham sama sekali 
tidak tercantum sebagai salah satu syarat pencairan pinjaman. 


Tetapi sebagaimana terungkap dari pengakuan seorang pejabat 
PT Bank Mandiri, penjegalan pencairan pinjaman itu diduga 
terpaksa dilakukan pleh PT Bank Mandiri karena mendapat 
'perintal" dari Kantor Kementerian Negara BUMN. 

Sedangkan sehubungan dengan permintaan fatwa ke 
MA, UU No. 1/1995 sebenarnya telah dengan tegas menya- 
takan bahwa keputusan PN Padang dalam perkara ini sebagai 
keputusan pertama dan terakhir. Berdasarkan ketentuan ter- 
sebut, secara hukum, tindakan PT Semen Gresik Grup sama 
sekali tidak dapat dibenarkan. 

Ketiga, di luar dugaan, permintaan PT Semen Gresik Grup 
untuk menyelenggarakan RUPSLB dikabulkan oleh MA. Me- 
nyusul hal tersebut, PT Semen Gresik Grup segera bertindak 
mewujudkan hajatnya. Tetapi tiga hari menjelang pelaksanaan 
RUPSLB, PN Padang menerbitkan putusan sela yang mem- 
bekukan semua hak istimewa PT Semen Gresik Grup selaku 
pemegang saham PT Semen Padang. Putusan sela ini diterbit- 
kan oleh PN Padang sehubungan dengan tuntutan legal stan- 
ding yang diajukan oleh Yayasan Minang Maimbau, yang me- 
nuntut pembatalan akuisisi ilegal PT Semen Padang olet PT 
Semen Gresik. 

Dengan terbitnya putusan sela PN Padang, walau pun 
sudah mengantongi fatwa MA untuk menyelenggarakan 
RUPSLB, PT Semen Gresik Grup seharusnya segera memba- 
talkan niatnya untuk melaksanakan hal tersebut. Tetapi PT 
Semen Gresik Grup tampaknya tidak peduli dengan putusan 
sela PN Padang. Berpegang pada fatwa MA yang dimilikinya, 
PT Semen Gresik Grup terus melaju melaksanakan RUPSLB 
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PT Semen Padang. Akibatnya, walau pun RUPSLB berhasil 
melakukan penggantian manajemen, keputusan itu ditolak 
mentah-mentah oleh manajemen dan serikat pekerja PT Semen 
Padang. 


Babak forakhir: Epilog 


Dari uraian singkat perjalanan panjang PT Semen Padang 
yang mencakup tiga periode tersebut, dapat disaksikan betapa 
telah bertumpuknya kemalangan yang menimpa perusahaan 
semen tertua di Indonesia itu. Sebagaimana saya kemukakan 
ketika memulai tulisan ini, terhitung sejak 1995, satu-satunya 
perusahaan milik negara yang menjadi kebanggaan masya- 
rakat Sumatera Barat tersebut hampir tiada putus dirundung 
malang. 

Yang menarik, menyusul diajukannya tuntutan legal stan- 
ding oleh Yayasan Minang Maimbau, dalam perkara pelak- 
sanaan akuisisi yang cacat hukum, belakangan terbetik kabar 
bahwa pihak-pihak tertentu dalam lingkungan pemerintahan 
telah berhasil menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP) untuk melegalkan hal tersebut. Bahkan, bersamaan de- 
ngan itu telah tersusun pula RPP untuk melegalkan pelaksa- 
naan strategic sales. Untuk keperluan itu, kedua PP tersebut 
direncanakan akan berlaku surut sesuai dengan tanggal peris- 
tiwanya. 

Secara hukum, apa pun alasannya, penerbitan kedua PP 
yang berlaku surut tersebut tentu tidak dapat dibenarkan. 
Sebab itu, upaya pihak-pihak tertentu untuk tetap 
memaksakan penerbitan kedua PP tersebut patut diwaspadai 


sebagai upaya sengaja untuk menjerumuskan Presiden ke da- 
lam suatu perbuatan melawan hukum. 

Saya berharap kedua PP itu tidak jadi diterbitkan. Namun 
demikian, semuanya berpulang pada suratan tangan PT Semen 
Padang. Jika kedua PP tersebut jadi juga diterbitkan, rasanya 
tidak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Sempurnalah kema- 
langan PT Semen Padang, dan sempurna pula drama kedig- 


jayaan trampokisasi" di negeri ini. Wallahualam.* 





GMedia Indonesia, 9 — 10 Juli 2003. 


MAFIA BERKELEY oan Krist EKONOMI INDONESIA 
å Fed 





- Tragedi Semen Padang 












Di bawah nilai wajar. 
Nilai wajer Rpl,6 
trilinn. Nilai akuisisi 
RpL,01 triliun 
Akuisisi menikmali 
diskøn Rp583 milyer 


Dijual dengan harga 
US$47 per ton 

kapasitas, plus bonus 
50% kursi komisaris 








Sekali lagi melanggar 
UU No. 9/1969 
karena tidak 
didasarkan stas 
ponerbitan Peraturan 
Pemerintah (PP) 














US$1 14 per ton 
kapasitet, 












» Melanggar UU No, 




















* Memboikot 1/1995 karena 
pencairan dilakukan 
pinjaman dari PT berdasarkan fatwa 
Bank Mandir: MA, yang 
(2002) bertabrakan dgn 

keputusan final PN 




















Padang 


Menyalahgunakan 
fatwa MA dengan 
tetap melakukan 
RUPSLE setelah 
terbitnya 
kepurusan sele PN 
Padang 


» Memboikot 
penarikan dana 





Menyusun RPP yg 
direncanskan 
berIaku surt untuk 
melegalisir aknisisi 
dan strategic sales 

yang ilegal 


Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Revrisond Baswir. 
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NESTAPA DIRGANTARA 


Sava dapat merasakan betapa getir, ngungun, dan nelang- 
sanya suasana batin ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia 
(DI) saat ini. Betapa tidak? Setelah dua bulan penuh berjuang 
menyuarakan aspirasi dengan melakukan demonstrasi, men- 
jaring dukungan dari segenap serikat pekerja BUMN, mela- 
kukan konvoi dari Bandung ke Jakarta, dan melakukan dialog 
dengan beberapa petinggi negara, hasil yang dicapai ternyata 

Perjuangan berhari-hari ribuan karyawan ternyata tidak 
bisa berbuat banyak sekadar untuk mengubah keputusan se- 
pihak yang dibuat oleh pimpinan PT DI. Jika perjuangan de- 
ngan solidaritas penuh mayoritas karyawan tidak ada arti- 
nya, jika upaya dialog dengan sejumlah pejabat tinggi negara 
berhenti menjadi sekadar upacara, dan jika dukungan seorang 
Menaker pun berlalu begitu saja, saya kira tiba masanya bagi 
segenap karyawan PT DI untuk mulai bertanya secara seksa- 
ma mengenai beberapa hal berikut. 
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Pertama, mengenai arti "kerja' bagi para pihak yang ber- 
wenang di sekitar PT DI. Bagi pimpinan PT DI, *kerja' besar 
kemungkinan tidak lebih dari sebuah proses untuk memenuhi 
pesanan pelanggan. Bagi para pemegang saham PT DI, "kerja' 
besar kemungkinan tidak lebih dari kegiatan untuk memupuk 
laba perusahaan. Sedangkan bagi beberapa pejabat tinggi ne- 
gara tertentu, 'kerja' besar kemungkinan tidak lebih dari se- 
buah mekanisme untuk memperbesar Produk Domestik Bruto 
(EDB). 

Dengan demikian, pengrumahan ribuan karyawan PT DI 
pada tempatnya untuk diabaikan. Apalah artinya pengrumah- 
an ribuan karyawan? Bukankah di luar ribuan karyawan PT - 
DI terdapat 10 juta penganggur terbuka dan 30 juta pengang- 
gur terselubung di seluruh Indonesia? Pengrumahan 9.000 
karyawan PT DI, paling-paling hanya menambah angka pe- 
ngangguran sebesar 0,025 prosen. Secara statistik, angka sebe- 
sar itu pantas diabaikan. 

Kedua, mengenai arti karyawan bagi para pihak yang ber- 
wenang di sekitar PT DI. Bagi pimpinan PT DI, 'karyawan' 
besar kemungkinan tidak lebih dari pesuruh yang dapat di- 
perlakukan semaunya. Bagi para pemegang saham PT DI, 
"karyawan' besar kemungkinan tidak lebih dari penjual te- 
naga. Sedangkan bagi para pejabat tinggi negara tertentu, 
”karyawan' besar kemungkinan tidak lebih dari deretan ang- 
ka. Sebab itu, jangankan ribuan karyawan, jutaan penganggur 
pun besar kemungkinan tidak memiliki makna apa-apa, ke- 
cuali sebagai angka. 

Padahal, lebih-lebih dalam lingkungan sebuah Badan Usa- 


ha Milik Negara (BUMN) seperti PT DI, semua pihak terkait, 
saya kira, paham betul bahwa Para karyawan PT DI adalah 
sekumpulan warga negara atau rakyat Indonesia. Di belakang 
ribuan karyawan PT DI, terdapat ribuan istri atau suami, ri- 
buan anak-anak, dan ribuan anggota keluarga lain yang meng- 
gantungkan hidup pada mereka yang bekerja. Tetapi bagi 
para pihak yang berwenang di sekitar PT DI, butir pasir besar 
kemungkinan lebih bermakna sebab dapat diekspor ke negara 
tetangga untuk memupuk cadangan devisa. 

Ketiga, mengenai arti serikat Pekerja bagi para pihak yang 
berwenang di sekitar PT DI. Bagi pimpinan PT DI, 'serikat 
pekerja' besar kemungkinan tidak lebih dari sebuah rukun 
tetangga. Bagi para pemilik perusahaan, 'serikat pekerja' besar 
kemungkinan dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya 
tidak perlu ada. Sedangkan bagi beberapa pejabat tinggi ne- 
gara tertentu, "serikat pekerja" besar kemungkinan hanya -- 
pandang sebagai sebuah perkumpulan pembuat gara-gara. 

Sebab itu, upaya serikat pekerja PT Di untuk memper- 
juangkan aspirasi ribuan anggotanya, sepatutnya dipandang 
sebelah mata. Soal penyelamatan perusahanan bukanlah urus- 
an serikat pekerja. Bahwa keberadaan serikat pekerja terlan- 
jur tercantum dalam Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan, 
besar kemungkinan sedang dipikirkan untuk dibuat tidak 
ada. Untuk sementara waktu, apa boleh buat, dihadapi saja 
dengan kekuatan bersenjata. 

Saya tentu tidak sependapat dengan pandangan yang se- 
mena-mena tersebut. Kerja bagi saya adalah soal identitas, 
$oal status sosial, dan soal harga diri. Sebab itu, jangankan 
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pengrumahan ribuan karyawan, pengangguran yang dialami 
seorang Warga negara pun bagi saya patut dipandang sebagai 
sebuah peristiwa tercela. Di tengah-tengah pengangguran ter- 
buka sepuluh juta warga negara, pengrumahan ribuan kar- 
yawan PT DI bagi saya patut dipandang sebagai sebuah mala- 
petaka. 

Karyawan bagi saya adalah subjek, pangkal, atau pokok. 
Karyawanlah yang berkarya, karyawanlah yang menghasilkan 
laba, dan karyawan pula yang membuat bangsa menjadi sejah- 
tera. Sebab itu, bagi saya, di tangan para karyawanlah seha- 
rusnya kedaulatan perusahaan berada. Sama seperti dalam 
kehidupan bernegara, kekuasaan memang dipegang oleh para 
petinggi negara. Tetapi kedaulatan negara tetap berada di 
tangan rakyat. Sebab itu, karyawan tidak dapat diperlakukan 
semena-mena. 

Sedangkan serikat pekerja bagi saya adalah sebuah waha- 
na ternpat para karyawan melembagakan kedaulatan yang 
dimilikinya. Melalui serikat pekerja, para karyawan dapat 
menyelenggarakan kedaulatan yang mereka miliki secara ber- 
sama-sama. Dengan demikian, perwujudan kedaulatan karya- 
wan dapat dijaga agar tetap terselenggara bagi kepentingan 
bersama. Bukan bagi kepentingan orang seorang- 

Tetapi apalah artinya saya. Kecuali sebagai warga negara, 
secara resmi saya tidak memiliki kewenangan apa pun di PT 
DI, Saya bukan pimpinan PT DI, bukan pemegang saham PT 
DL apalagi seorang pejabat tinggi negara yang dapat berbuat 
sesuatu untuk memperjuangkan aspirasi para karyawan PI 
DI. Sebagai seorang pegawai negeri sjpil yang mencoba men- 


REVRISOND BASWIR 


cari penghasilan tambahan dengan membuat kolom, saya ti- 
dak lebih dari seorang karyawan yang tidak punya kuasa 
apa-apa. 

Perasaan saya saat ini sama seperti para karyawan PT 
DI. Getir, ngungun, dan nelangsa.* 


ØGGatra, No. 44 Tahun IX, 20 September 2003. 
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MENANTI AJAL PLN 


Aunan pedang privatisasi akhirnya mendarat juga di 
jeher sektor ketenagalistrikan. Menyusul diterbitkannya Un- 
dang Undang (UU) No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan 
oleh pemerintah pada 23 September 2002 lalu, sektor ketena- 
galistrikan kini tidak dapat lagi diselenggarakan secara ter- 
integrasi penuh oleh sebuah badan usaha. Sektor atau cabang 
produksi yang tergolong sebagai cabang produksi yang me- 
nguasai hajat hidup orang banyak itu, secara vertikal dan 
horisontal, kini harus diselenggarakan secara terpisah oleh 
beberapa badan usaha yang berbeda. 

Sesuai dengan bunyi Pasal 8 UU No. 20/2002 tersebut, 
usaha ketenagalistrikan secara keseluruhan mencakup dua 
bidang usaha sebagai berikut: usaha penyediaan tenaga listrik 
dan usaha penunjang tenaga listrik. Bila usaha penyediaan 
tenaga listrik terdiri atas tujuh bidang usaha: (a) usaha pemn- 
bangkit listrik; (b) usaha transmisi tenaga listrik; (c) usaha 
distribusi listrik; (d) usaha penjualan tenaga listrik; (e) agen 


Kø 


penjualan tenaga listrik; (f) pengelola pasar tenaga listrik; 
dan (g) pengelola sistem tenaga listrik, maka usaha penunjang 
tenaga listrik terdiri dari usaha jasa penunjang tenaga listrik 
dan industri penunjang tenaga listrik. 

Dan sesuai dengan bunyi Pasal 16 UU itu, ketujuh bidang 
usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dikemukakan 
oleh Pasal 8 ayat 2 UU tersebut, kini harus dilakukan secara 
terpisah oleh badan usaha yang berbeda. Bahkan, sebagai- 
mana ditegaskan oleh Pasal 17 dan 21 UU itu, usaha pern- 
bangkit tenaga listrik dan agen penjualan tenaga listrik, kini 
harus diselenggarakan berdasarkan kompetisi. Artinya, selain 
akan dipecah secara vertikal menjadi tujuh kelompok usaha, 
usaha penyediaan tenaga listrik pada dua kelompok usaha 
tersebut juga harus dipecah menjadi beberapa badan usaha. 

Mencermati rangkaian bunyi Pasal 8, 16, 17, dan 21 UU 
No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan tersebut, dapat disak- 
sikan dengan jelas betapa penyelenggaraan sektor ketenagalis- 
trikan akhirnya hans membuka pintu seluas-luasnya bagi 
masuknya badan usaha swasta. Pada tahap pertama, seba- 
gaimana sudah berlangsung saat ini, kehadiran badan usaha 
swasta terutama akan sangat terasa pada kelompok usaha 
pembangkit tenaga listrik. Tetapi pada tahap selanjutnya, ke- 
hadiran badan usaha swasta pada kelompok usaha agen pen- 
jualan tenaga listrik, tidak dapat dielakkan. 

Pertanyaannya, apakah implikasi privatisasi sektor kete- 
nagalistrikan tersebut terhadap keberadaan PT Perusahaan 
Listrik Negara (PLN)? Sebagaimana diketahui, walaupun ke- 
hadiran badan usaha swasta dan pernisahan unit usaha PLN 
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dalam. bidang usaha pembangkit tenaga listrik sudah ber- 
langsung sejak beberapa tahun belakangan ini, secara nasional 
PLN saat ini masih tercatat sebagai satu-satunya badan usaha 
yang memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk me- 
nyelenggarakan sektor ketenagalistrikan secara terintegrasi 
penuh. 

Jawabannya sangatjelas. Sesuai dengan penahapan dalam 
restrukturisasi sektor ketenagalistrikan yang sedang dise- 
lenggarakan oleh pemerintah, pada tahap pertama PLN harus 
dipecah menjadi beberapa badan usaha yang berbeda. Secara 
veritakal, PLN harus dipecah menjadi tujuh bidang usaha. 
Sedangkan secara horisontal, wilayah kerja PLN harus dibagi 
menjadi dua wilayah: wilayah yang dikompetisikan dan wila- 
yah non-kompetisi. Pada tahap kedua, penguasaan penuh ba- 
dan usaha yang berasal dari pecahar PLN dalam bidang usaha 
pembangkit dan agen penjualan tenaga Listrik di wilayah yang 
dikompetisikan, harus dipecah lebih lanjut menjadi beberapa 
unit usaha yang berbeda. 

Artinya, jika saat ini badan usaha swasta telah hadir dalam 
bidang usaha pembangkit tenaga listrik, maka pada restruk- 
turisasi tahap kedua ini kelak peluang badan usaha $wasta 
untuk turut serta dalam penyelenggaraan sektor ketenaga- 
Listrikan harus dibuka seluas-luasnya. Dilihat dari sudut PLN, 
setelah dipecah secara vertikal menjadi beberapa badan usaha, 
maka pada restrukturisasi tahap kedua inilah kelak privatisasi 
BUMN yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga 
listrik akan mulai dilaksanakan. Pendek kata, privatisasi sek- 
tor ketenagalistrikan pada akhimya akan bermuara menjadi 


sebuah proses sistemnatis untuk memprivatisasi PLN, 

Yang perlu menjadi bahan renungan adalah, sejauh ma- 
nakah dampak pemecahan dan privatisasi PLN itu benar-be- 
nar telah dipertimbangkan baik dan buruknya oleh peme- 
rintah? Dari sudut pemerintah, manfaat apakah sesungguhnya 
yang ingin dicapai? Dari sudut konsumen, apakah dampak 
pelaksanaan kebijakan itu terhadap harga dan mutu pelayanan 
sektor ketenagalistrikan? Sedangkan dari sudut karyawan, 
berapa banyakkah akhirnya karyawan PLN yang harus me- 
ninggalkan perusahaan akibat pelaksanaa 1 kebijakan itu? 

Sejauh yang saya tahu, hingga saat ini sama sekali belum 
tersedia skenario yang dapat mengungkapkan secara terinci 
keadaan terbaik dan terburuk yang mungkin terjadi akibat 
pelaksanaan UU No. 20/2002 tersebut. Jangankan skenario, 
gambaran komprehensif mengenai sektor ketenagalistrikan 
Indonesia pun saat ini sulit diperoleh. Sebab itu, di tengah- 
tengah tingkat elektrifikasi yang baru mencapai 52 persen, 
mudah dimengerti jika tidak ada seorang pejabat pemerintah 
pun yang berani menjamin bahwa pemecahan dan privatisasi 
PEN itu merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia. 

Padahal, sesuai dengan UU No. 20/ 2002, konsekuensi 
kebijakan tersebut tidak hanya terbatas terhadap pemerintah 
pusat, konsumen, dan karyawan PLN. Tetapi berkaitan pula 
dengan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyeleng- 
garaan sektor ketenagalistrikan. Pertanyaannya, sejauh mana- 
kah pemerintah daerah telah memahami konsekuensi pelak- 
sanaan UU tersebut terhadap beban dan tanggungjawab me- 
reka? 
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Sebagaimana terhadap pelaksanaan privatisasi pada 
umumnya, saya terus terang cemas menyaksikan sudah sede- 
mikian dalamnya cengkeraman neoliberalisme terhadap peru- 
musan kebijakan publik di Indonesia. Bersamaan dengan itu, 
saya juga cemas terhadap masa depan Pasal 33 Undang Un- 
dang Dasar (UUD) 1945, yang menjadi dasar penyelenggara- 
an perekonomian Indonesia. fika sektor ketenagalistrikan pun 
akhimya hancur berkeping-keping ditebas oleh ayunan pe- 
dang privatisasi, datangnya ajal Pasal 33 UUD 1945 rasanya 
tinggal menunggu waktu saja.” 
ma 


GRepublika, 10 November 2003. 
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GEGER PERTAMINA 


Sava kira sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Ba- 
dan Usaha Milik Negara (BUMN), selama ini cenderung men- 
jadi 'sapi perah" bagi para penguasa dan pengusaha tertentu 
yang memuliki akses ke pusat-pusat pengambilan keputusan. 

Dilihat dari segi modus operandinya, para penguasa seti- 
dak-tidaknya memiliki dua cara dalarm memerah BUMN. Per- 
tama, mereka dapat memerah BUMN secara langsung, yaitu 
dengan memaksa para direksi BUMN untuk menyetorkan 
sejumlah uang tertentu kepada mereka. Konsekuensinya, ka- 
rena pengeluaran seperti itu tidak boleh muncul dalam pem- 
bukuan perusahaan, para direksi BUMN cenderung terlatih 
untuk mengumpulkan penghasilan ilegal yang tidak dibuku- 
kan dan disimpan dalam rekening perusahaan. 

Karena terbiasa mengumpulkan dan menyetorkan peng- 
hasilan secara ilegal, maka sulit dihindari bila para direksi BUMN 
cenderung tergoda untuk menggunakan sebagian penghasilan 
ilegal tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri. 
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Kedua, para penguasa dapat memerah BUMN secara tidak 
langsung, yaitt dengan menekan para direksi BUMN untuk 
memberikan proyek-proyek tertentu kepada para pengusaha 
kroninya. Konsekuensi, karena para direksi BUMN tidak me- 
miliki pilihan lain selain memenuhi tekanan tersebut, mereka 
cenderung terbiasa menyaksikan hilangnya kesempatan 
BUMN yang mereka pimpin untuk memperoleh keuntungan 
yang lebih besar. 

Bahkan, karena terbiasa menyaksikan perusahaan yang 
mereka pimpin diperah oleh perusahaan lain, maka sulit dihin- 
dari bila mereka pun cenderung terdørong unttk secara priba- 
di memelihara sejumlah perusahaan tertentu yang siap me- 
nyetorkan sebagian keuntungannya kepada mereka. 

Ada pun modus operandi para pengusaha kroni dalam 
memerah BUMN dapat dikelompokkan menjadi tiga cara be- 
rikut. Pertama, menyadari kewajibannya untuk menyetor ke- 
pada para penguasa patronnya, mereka cenderung terdorong 
untuk melakukan praktik mark-up dan mark-down dalam me- 
ngelola proyek yang mereka peroleh. Nilai rupiah barang 
dan jasa yang mereka serahkan cenderung dimark-up. Sedang- 
kan kualitasnya cenderung dimark-down. 

Agar kebiasaan melakukan mark-up dan mark-down serta 
membayar setoran kepada para penguasa patronnya itu dapat 
diakomodasikan dalam pembukuan perusahaan, para peng- 
usaha kroni biasanya terdorong untuk melakukan pemalsuan 
kuitansi dan menyelenggarakan pembukuan ganda. 

Kedua, dengan memonopoli pengadaan barang dan jasa 
tertentu yang diminta oleh BUMN. Jika hal itu tidak dapat 


mereka lakukan seorang diri, mereka akan berusaha melaku- 
kannya dengan membangun jaringan mafia sejenis kartel untuk 
menguasai pengadaan barang dan jasa yang bersangkutan. 
Sebagai monopolis atau anggota kartel, mereka tentu dapat 
membebankan harga tinggi dengan tingkat keuntungan mak- 
simal. 

Dalam situasi tertenttt, monopoli atau kartel yang mereka 
bangun kadang-kadang mendapatkan perlawanan dari di- 
reksi BUMN atau para pengusaha lain yang berasal dari luar 
kartel. Tetapi mereka biasanya tidak terlalu mencemaskan 
hal tersebut. Para penguasa yang menjadi patron mereka bia- 
sanya siap dibisiki untuk mengeluarkan kebijakan tertentu 
guna melindungi kesinambungan bisnis yang bersangkutan. 

Ketiga, dengan mensub-kontrakkan sebagian proyek yang 
mereka peroleh kepada perusahaan lain. Dengan demikian, 
peranan para pengusaha kroni dalam hal ini tidak lebih dari 
sekedar pemungut rente. Kegiatan sebagai pemungut rente 
ini tentu hanya bisa bertahan dengan menyetorkan sebagian 
rente yang mereka peroleh kepada pihak-pihak yang telah 
membantu mereka memperoleh prøyek yang bersangkutan. 

Pihak yang paling besar jasanya dalam melestarikan prak- 
tik bisnis rente ini tentulah para penguasa yang menjadi patron 
mereka dan para direksi BUMN. Sebab itu, kepada para pe- 
nguasa dan direksi BUMN inilah mereka biasanya membagi 
sebagian rente tersebut. 

Pertanyaannya, apa kaitan modus operandi 'rampokisasi' 
BUMN tersebut dengan geger yang belakangan melanda Per- 
tamina? Sebagaimana diketahui, geger Pertamina yang dipicu 
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oleh kontroversi penjualan dua kapal tanker jenis Very Large 
Crude Carrier (VLCC) tersebut, belakangan cenderung melebar 
kemana-mana. Sejauh ini setidak-tidaknya terdapat tiga pihak 
yang terlanjur kena getah kontroversi penjualan kedua VLCC 
tersebut. 

Pihak pertama adalah para anggota Komisi VIII DPR yang 
terlanjur 'dipersekoti” oleh Pertamina untuk mengtmjungi lo- 
kasi pembuatan kedua tanker itu di Korea Selatan. Tindakan 
tersebut tentu menyalahi ketentuan. Akibatnya, para anggota 
Komisi VIIl DPR yang bersangkutan kini diincar oleh pihak 
berwenang untuk diajukan sebagai tersangka dengan tuduh- 
an menerima suap. 

Pihak kedua adalah para komisaris dan direksi Pertamina 
yang secara mengejutkan diketahui menaikkan penghasilan 
bulanan mereka dari Pertamina. Komisaris Utama diketahui 
menerima honorarium bulanan Rp. 75 juta. Anggota komisaris 
menerima honorarium bulanan Rp. 60 juta. Direktur Utama 
menerima penghasilan bulanan Rp. 150 juta. Sedangkan ang- 
gota direksi rata-rata menerima penghasilan Rp100 juta tiap 
bulan. 

Sedangkan pihak ketiga yang kena getah kontroversi 
penjualan kedua tanker tersebut adalah Menteri Keuangan 
Boediono dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Kedua- 
nya ternyata diangkat oleh komisaris Pertamina sebagai pena- 
sihat komisaris. Untuk jabatan tersebut, semula beredar berita 
bahwa mereka menerima honorarium Rp. 75 juta setiap bulan. 
Belakangan berita itu diralat oleh Purnomo- Menurut Purno- 


mo, honor bersih yang diterimanya sebagai penasihat komi- 
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saris Pertamina hanya Rp21 juta setiap bulan. 

Berbagai informasi yang tidak langsung berkaitan dengan 
kontrovers penjualan kedua kapal tanker, yang dibeli seharga 
US$130 juta dan terjual US$180 juta tersebut, tentu sangat 
bermanfaat unttuik membedah isi perut Pertamina. Masalah- 
nya, dengan mencuatnya informasi itu, issue pokok mengenai 
penjualan kedua kapal tanker tadi, serta mengenai jaringan 
mafia bisnis penyewaan kapal di sekitar Pertamina, cenderung 
terabaikan. 

Padahal, bisnis penyewaan kapal merupakan jaringan bis- 
nis penting di sekitar Pertamina. Saat ini diperkirakan terdapat 
sekitar 100 kapal tanker yang secara tetap disewa Pertamina. 
Goldman Sach yang menjadi konsultan penjualan kedua kapal 
tanker itu, di luar dugaan ternyata turut menjadi pemilik sa- 
ham perusahaan yang memenangkan tender pembelian kedua 
kapal tanker tersebut. 

Saya berharap, paparan mengenai modus operandi ram- 
pokisasi' BUMN sebagaimana saya kemukakan di awal tulisan 
ini, dapat membantu pihak berwenang untuk menelusuri ce- 
rita sesungguhnya di balik geger yang sedang melanda Per- 
tamina. Semoga." 


QBisnis Indonesia, å Juli 2004. 
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KORUPSI DAN KEKUASAAN 


HamPir semua definisi korupsi mengandung dua unsur 
berikut sebagai satu kesatuan: Pertama, penyalahgunaan ke- 
kuasaan oleh para pejabat atau aparatur negara. Kedua, peng- 
utamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan 
publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersang- 
kutan. 

Berangkat dari kedua unsur yang terdapat dalam definist 
korupsi tersebut, mudah dimengerti jika Syed Hussein Alatas 
cenderung menyebut korupsi sebagai suatu bentuk pengkhia- 
natan. Tetapi justru karena sifat seperti itu, upaya untuk men- 
definisikan korupsi secara tegas menjadi sulit untuk dila- 
kukan. 

Disadari atau tidak, upaya untuk mendefinisikan korupsi 
hampir selalu terjebak ke dalam dua jenis nørma yang tidak 
selamanya akur satu sama lain. Pertama, norma hukum yang 
berlaku secara formal, dan kedua, norma umum yang hidup 
di tengah-tengah masyarakat. 
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Mencermati masalah pendefinisian korupsi yang cukup 
rumit tersebut, tanpa sengaja kita dipaksa untuk memahami 
korupsi sebagai sebuah fenomena dinamis yang sangat erat 
kaitannya dengan pola relasi antara kekuasaan dan masya- 
rakat yang menjadi konteks berlangsungnya perbuatan terse- 
but. Artinya, fenomena korupsi hanya dapat dipahami secara 
utuh jika ia dilihat dalam konteks struktural kejadiannya. 
Dinamika Korupsi 

Secara historis, korupsi pernah diperdebatkan secara cu- 
kup hangat dalam sejarah Indonesia. Hal itu bermula dari 
pernyataan Furnivall yang menyatakan bahwa Indonesia di 
masa kolonial sama sekali bebas dari korupsi. Tetapi pendapat 
seperti itu dibantah oleh Smith. Mengutip Day, Smith menge- 
mukakan sejumlah contoh yang mengungkapkan cukup me- 
luasnya praktik korupsi di bawah pemerintahan Hindia Be- 
landa. Penyebabnya adalah soal gaji yang sangat rendah. 

Berbagai bentuk korupsi yang telah berlangsung sejak 
sebelum 1800-an itu, cenderung semakin meluas setelah ter- 
jadinya peralihan kekuasaan ke tangan gubernur jenderal Be- 
landa. Penyebabnya adalah terjadinya perubahan metode 
pembayaran, dari upeti menjadi gaji, berhadap para aristokrat 
pribumi. Akibatnya, para aristokrat pribumi terpaksa meng- 
gunakan cara-cara yang tidak sah jika mereka ingin memper- 
tahankan taraf hidup yang sudah menjadi kebiasaan mereka. 
Perluasan pengertian korupsi secara besar-besaran terjadi se- 
telah Indonesia merdeka. Dengan beralihnya kekuasaan ke 
tangan pemerintah Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap 


REVRISOND BASWIR 


akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara cenderung me- 
ningkat. Pemakaian pribadi kekayaan negara oleh para peja- 
bat negara sangat mudah dituding sebagai korupsi. Sebagai- 
mana dikemukakan Wertheim, tindakan yang sebelumnya 
dipandang wajar, kini cenderung dipandang secara lebih 
kritis. 

Dua pelajaran yang dapat dipetik dari perluasan penger- 
tian korupsi tersebut adalah: Pertama, korupsi pada dasamya 
berkaitan dengan perilaku kekuasaan. Mengutip Lord Acton, 
kekuasaan cenderung untuk korup. Kekuasaan yang absolut 
akan korup secara absolut pula. Kedua, korupsi sangat erat 
kaitannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat. Se- 
makin berkembang sikap kritis masyarakat, maka korupsi 
akan cenderung dipersepsikan semakin merajalela. 

Berdasarkan kedua hal tersebut, tragedi yang dialami 
oleh pemerintahan Orde Baru dengan sendirinya dapat ditaf- 
sirkan dengan mudah. Sebagaimana diketahui, pemerintahan 
Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun itu, terutama 
menopang kekuasaannya dengan dukungan militer dan biro- 
krasi. Dengan sifat seperti itu, pemerintahan Orde Baru se- 
sungguhnya tidak hanya memerintah terlalu lama, tetapi juga 
cenderung berkuasa secara otoriter. 

Masa berkuasa secara orøriter yang terlalu lama itulah 
yang menyebabkan semakin jauhnya pemmerintahan Orde Baru 
teralienasi dari aspirasi masyarakat. Pada mulanya, sikap kri- 
tis masyarakat memang dapat direpresi dengan mengendali- 
kan media massa. Tetapi sebagaimana terbukti kemudian, 
tindakan seperti itu tidak banyak menolong. Sikap kritis ma- 
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syarakat terhadap meluasnya tindakan korupsi di Indonesia 
terus membara seperti api dalam sekam. 

Dengan latar belakang seperti itu, krisis ekonomi yang 
melanda Indonesia pada penghujung 1997 dan awal 1998, se- 
sungguhnya tidak lebih dari sekedar momen sejarah yang 
menyebabkan meledaknya kemarahan masyarakat. Secara 
simbolik, kemarahan masyarakat memang tertuju kepada 
Søeharto. Tetapi penyingkiran Soeharto dari gelanggang ke- 
kuasaan sama sekali tidak akan mengurangi sikap kritis ma- 
syarakat terhadap perilaku kekuasaan. Sikap kritis masyara- 
kat terhadap perilaku kekuasaan pasca kejatuhan Soeharto, 
sudah berbeda dari masa sebelumnya. 

Bila demikian, maka sangat wajar bila pemerintahan Pre- 
siden Abdurrahman Wahid sangat cepat terjerambab ke 
dalam tuduhan melakukan korupsi. Ini bukanlah soal volume 
atau soal pembuktian tindakan tersebut secara hukum. Secara 
struktural, persoalan yang dihadapi oleh Presiden Wahid ada- 
lah persoalan hukum besi sejarah. Artinya, lepas dari soal 
semakin meluas praktik korupsi di Indonesia, setiap penguasa 
baru Indonesia harus berhadapan dengan hukum besi sejarah 
semakin meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap pe- 
rilaku kekuasaan. 


Sentralisasi Kevangan 


Faktor struktural yang bersemayam di balik ketegangan 
permanen antara persepsi masyarakat dan perilaku kekuasaan 
tersebut adalah struktur pengelolaan keuangan publik di In- 
donesia yang cenderung sangat sentralistis. Belakangan, dipi- 


cu oleh kebijakan rekapitalisasi perbankan, sentralisasi penge- 
lolaan keuangan publik di Indonesia cenderung semakin me- 
ningkat. 

Sebagaimana diketahui, melalui Departemen Keuangan, 
Kementerian Negara BUMN, BPPN, dan berbagai instansi 
lainnya, pemerintah pusat kini mengendalikan sekitar 95 per- 
sen dari seluruh komponen keuangan publik (di luar asset) 
yang terdapat di negeri ini. Pemerintah daerah tingkat I dan 
II se Indonesia, secara bersama-sama hanya mengendalikan 
sekitar 5 persen. 

Celakanya, dari seluruh komponen keuangan publik yang 
dikelola pemerintah pusat itu, sebagian besar justru dikelola 
secara tidak transparan dan merugikan. Dana Bantuan Likui- 
ditas Bank Indonesia (BLBI), misalnya, secara resmi dinya- 
takan berjurdah Rp. 650 triliun. Tetapi peluang pengembalian- 
nya secara maksimal hanya berjumlah 30 persen. 

Hampir sama konyolnya dengan BLEI adalah nasib keka- 
yaan publik yang dikelola oleh Kementerian Negara BUMN. 
Secara resmåi, nilai aset seluruh BUMN pada tahun 1997 ber- 
jumlah Rp. 450 triliun, atau meningkat hampir empat kali lipat 
jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1988. Tetapi jika 
dibandingkan volume kéuntungannya, volume keuntungan 
BUMN dalam periode tersebut ternyata hanya meningkat 
sedikit dari Rp. 52 triliun menjadi Rp. 6,5 triliun. 

Penyebab buruknya tingkat keuntungan BUMN itu ada- 
lah berlangsungnya penjarahan permanen untuk memupuk 
dana nonbujeter pada hampir semua instansi pemerintah. Se- 
cara resmi, data mengenai volume dana nonbujeter memang 
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tidak diketahui. Tetapi bahwa keberadaan dana-dana haram 
yang telah diketahui sejak 1967 itu masih terus berlangsung 
hingga kini, jelas memperlihatkan sangat kuatnya resistensi 
untuk mengangkangi kekayaan publik. 

Terlepas dari keberadaan BLBI, BUMN, dana-dana non- 
bujeter tersebut, struktur pengelolaan keuangan publik yang 
terangkum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) juga cenderung sangat sentralistis. Dari seluruh pen- 
dapatan negara yang dikumpulkan pemerintah, hampir 95 
persen masuk ke dalam APBN. Dengan demikian, jumlah to- 
tal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang langsung masuk ke 
dalam APBD, hanya tersisa sekitar 5 persen. 

Mencermati kenyataan tersebut, secara struktural dapat 
disaksikan betapa sangat rentannya Indonesia terhadap an- 
caman korupsi. Situasi itu tidak hanya berkaitan dengan pola 
relasi dinamis antara kekuasaan dengan sikap kritis masya- 
rakat, tetapi terutama berkaitan dengan struktur pengelolaan 
keuangan publik yang memang cenderung sangat sentralistik. 
Akibatnya, sebagaimana berlangsung beberapa tahun bela- 
kanganini, sebuah pemerintahan yang dipilih dan memerintah 
secara demokratis pun, sangat mudah untuk terjerembab ke 
dalam pelukan korupsi. 

Sebab itu, strategi besar penanggulangan korupsi di In- 
donesia, tidak bisa tidak, harus diarahkan pada upaya siste- 
mik untuk mendesentralisasikan pengelolaan keuangan pu- 
blik. Desentralisasi dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam 
bentuk desentralisasi belanja, tetapi harus mencakup desen- 
tralisasi pendapatan. Selain itu, program desentralisasi juga 
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tidak terbatas hanya dari pemerintah pusat kepada pemerin- 
tah daerah, tetapi harus sampai ke tingkat masyarakat. 

Sehubungan dengan itu, beberapa agenda strategis yang 
perlu dilakukan adalah: Pertama, penghapusan segala bentuk 
dana nonbujjeter. Kedua,, penyerahan sebagian sumber penda- 
patan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketiga, 
debirokratisasi pengelolaan BUMN. Keempat, penyerahan se- 
bagian aset pemerintah untuk dikelola oleh masyarakat. Dan 
kelima, pembukaan peluang bagi organisast masyarakat yang 
bergerak dalam bidang pelayanan publik untuk turut menge- 
lola belanja daerah. 

Di luar kelima agenda strategis tersebut, banyak agenda 
lain yang dapat dilakukan untuk memerangi praktik korupsi 
dalam lingkungan pemerintah pusat di Indonesia. Peningkat- 
an transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan 
publik, misalnya, harus dilakukan secara konsisten. Demikian 
halnya dengan penghapusan jaringan bisnis militer. Upaya- 
upaya tersebut harus menjadi agenda utama bagi siapa pun 
yang ingin memerangj korupsi di negeri ini." 


ØBisnis Indonesia, 12 September 2004. 
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MENDUGA 
VOLUME BISNIS KORUPSI 


APBN dapat diibaratkan seperti simpul dari berbagai je- 
nis tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Walaupun tidak 
semua harta korupsi berasal dari perampasan atau penyele- 
wengan dana-dana APBN, tetapi hampir semua jenis tindak 
korupsi dapat ditelusuri keterkaitannya dengan salah satu 
pos yang terdapat dalam APBN, baik pada pos-pos peneri- 
maan negara maupun pos-pos belanja negara. 

Keterkaitan antara indak korupsi dengan salah pos dalam 
APEBN itu dapat dipetakan berdasarkan tiga kategori objek 
korupsi berikut: Pertama, dana-dana APBN. Yang dimaksud 
dengan dana-dana APBN dalam hal ini tidak hanya berkaitan 
dengan sisi belanja negara, tetapi berkaitan pula dengan sisi 
penerimaan negara. 

Bila korupsi belanja negara pada umumnya berkaitan de- 
ngan manipulasi pelaksanaan berbagai proyek pembangunan, 
maka korupsi penerimaan negara sebagian besar berkaitan 





dengan manipulasi kontrak bagi hasil pertambangan, peng- 
gelapan pajak dan cukai, korupsi di tubuh BUMN, dan peng- 
gelapan berbagai pos penerimaan negara lainnya. 

Kedua, dana-dana non APBN (t10n-budgeter). Berbeda dari 
kebanyakan negara lainnya, pengelolaan uang negara di Indo- 
nesia tidak seluruhnya dilakukan melalui mekanisme APBN. 
Selain terdapat uang negara yang dikelola melalui mekanisme 
APBN, di Indonesia juga terdapat uang negara yang dikelola 
melalui rekening-rekening yang tidak terkait dengan APBN. 
Rekening-rekening itu meliputi baik rekening atas nama Pre- 
siden dan Wakil Presiden, rekening atas nama Menteri dan 
Gubernur, maupun rekening lembaga atau yayasan tertentu 
yang dimiliki oleh sebuah instansi pemerintah. Karena dikelola 
di luar mekanisme APBN, maka jumlah dana-dana non APBN 
ini tidak dapat diketahui secara pasti. 

Ketiga, dana-dana pribadi milik masyarakat. Selain ber- 
sumber dari uang negara, APBN dan non-APBN, korupst 
juga dapat terjadi dalam bentuk perampasan dana-dana pri- 
badi milik masyarakat. Perampasan dana-dana pribadi milik 
masyarakat ini, selain berkaitan dengan penyerahan jasa-jasa 
publik tertentu kepada anggota masyarakat, juga dapat ter- 
jadi dalam konteks hubungan antara atasan dan bawahan. 
Melalui mekanisme upeti, suap dan pungli, dana-dana pribadi 
milik masyarakat itu kemudian berpindah tangan kepada para 
koruptor untuk sejumlah fasilitas atau kemudahan tertentu 
yang penyelenggaraannya dibiayai dengan dana APBN. 

Berdasarkan ketiga objek tindak korupsi tersebut, dapat 
disaksikan bagaimana APBN berperan sebagai simpul hampir 
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semua tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan men- 
cermati ketiga objek korupsi tersebut, maka berdasarkanjenis- 
nya tindak korupsi selanjutnya dapat dibedakan menjadi ém- 
pat kategori berikut: korupsi penerimaan dalam negeri, ko- 
rupsi belanja pembangunan, korupsi dana-dana non-APBN, 
serta upeti, suap, dan pungli. 

Pertanyaannya adalah, berapakah sesungguhnya volume 
bisnis korupsi di Indonesia? Selama ini banyak yang menduga 
bahwa volume bisnis korupsi di Indonesia lebih-kurang setara 
dengan 30 persen anggaran pembangunan. 

Dugaan tersebut, walaupun ketika dikemukakan sempat 
menghebohkan, sesungguhnya masih sangat konservatif. 5e- - 
lain yang mengabaikan pos-pos penerimaan APBN, dugaan 
tersebut juga belum memperhitungkan korupsi dana-dana 
non-APBN, serta upeti, suap, dan pungli. 

Walau pun demikian, untuk mengetahui secara persis V0- 
lume bisnis korupsi di Indonesia bukanlah pekerjaan yang 
mudah. Kendala utamanya terletak pada sulitnya mempre- 
diksi volume bisnis korupsi yang berkaitan dengan dana- 
dana non-APBN serta upeti, suap, dan pungli. 

Tetapi bila sepertiga bisnis korupsi di Indonesia dianggap 
bersumber dari ABPN, masing-masing 33 persen dari peneri- 
maan dalam negeri dan 33 persen dari belanja pembangunan, 
dan masing-masing sepertiga berikutnya bersumber dari da- 
na-dana non APBN serta dari upeti, suap, dan pungli, maka 
dugaan kasar mengenai volume bisnis korupsi di Indonesia 
lebih kurang setara dengan volume APBN setiap tahunnya. 

Sebagai ilustrasi, perkiraan volume bisnis korupsi pada 
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tahun anggaran 1999/2000 berikut dapat dijadikan sebagai 
acuan. Sebagaimana diketahui, volume APBN 1999/2000 selu- 
ruhnya berjumlah Rp. 218 triliun. Pada sisi penerimaan, pene- 
rimaan dalam negeri berjumlah sekitar Rp. 141 triliun dan 
utang luar negeri berjumlah Rp. 77 triliun. Sedangkan pada 
sisi pengeluaran, belanja rutin berjumlah Rp. 135 triliun dan 
belanja pembangunan berjumlah Rp. 83 triliun. 

Berdasarkan angka-angka APBN 1999/2000 tersebut, ma- 
ka akan diperoleh volume bisnis korupsi penerimaan dalam 
negeri sebesar Rp. 47 triliun (33 persen dari Rp. 141 triliun), 
dan volume bisnis korupsi belanja pembangunan sebesar Rp. 
25 triliun (33 persen dari Rp 83 triliun). Dengan demikian, 
volume bisnis korupsi yang bersumber dari APBN seluruhnya 
akan berjumlah sekitar Rp. 72 triliun. 

Bila volume bisnis korupsi yang bersumber dari dana- 
dana non-APBN serta upeti, suap, dan pungli lebih-kurang 
setara dengan angka itu, maka secara keseluruhan volume 
bisnis korupsi di Indonesia akan berjumlah sekitar Rp. 216 
trilium atau setara dengan volume APBN yang berjumlah Rp. 
218 triliun. 

Dugaan sebagaimana dilakukan di atas tentu masih sangat 
kasar. Tetapi tidak berarti bahwa volume bisnis korupsi di 
Indonesia pasti lebih kecil dari angka tersebut. Berhubung 
saat ini jurnlah uang negara yang dikelola melalui mekanisme 
di luar APBN cenderung membengkak. 

Antara lain dalam bentuk penyaluran dana BLBI (Ban- 
tuan Likuiditas Bank Indonesia) dan penjualan aset bank dan 
perusahaan swasta melalui BPPN yang seluruhnya bernilai 
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Rp. 533 triliun, maka tidak tertutup kemungkinan bila volume 
bisnis korupsi di Indonesia justru membengkak melampaui 
angka tersebut. Kalau tidak percaya, mintalah kepada peme- 
rintah untuk melakukan pembuktian terbalik, sekaligus untuk 
membantahnya.” 





ØSatunet, 24 Januari 2000. 
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KORUPSI SISI PENAWARAN 


SEBUAH pergeseran besar-besaran kiri sedang berlang- 
sung dalam perbincangan mengenai korupsi di dunia interna- 
sional. Berbeda dari kecenderungan selama ini, yang lebih 
banyak menyoroti peranan sektor negara sebagai pelaku uta- 
ma korupsi, belakangan mulai berkembang kecenderungan 
baru untuk menyoroti peranan sektor dunia usaha sebagai 
aktor penting korupsi. 

Kecenderungan baru itu bermula sejak ditandatanganinya 
kesepakatan oleh negara-negara anggota OECD (Organization 
for Economic Cooperatioan and Development), untuk meratifikasi 
Undang Undang Larangan Praktek Korupsi di Luar Negeri 
(Foreign Corrupt Practice Act) yang dimiliki oleh Amerika Se- 
rikat sejak 1977. Sebagaimana diatur dalam UU tersebut, pe- 
rusahaan-perusahaan multinasional AS tidak hanya dapat di- 
perkarakan bila terbukti member: suap di negeri mereka sen- 
diri, tetapi dapat pula mengalami nasib serupa bila terbukti 
memberikan suap di negara lain. 
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Dengan diratifikasinya UU Larangan Praktik Korupsi di 
Luar Negeri yang dimiliki AS oleh negara-negara anggota 
OECD pada tahun 1997, maka semua perusahaan multinasio- 
nal yang berasal dari AS, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang 
dan 30 negara anggota OECD lainnya, praktis terikat oleh 
ketentuan yang terdapat dalam UU tersebut. Artinya, perusa- 
haan-perusahaan multinasjonal yang berasal dari negara-ne- 
gara industri maju itu, sama sekali tidak dibenarkan memberi 
suap di negara mana pun di seluruh dunia, termasuk di ne- 
gara-negara sedang berkembang. 

Tetapi apa yang terjadi setelah penandatanganan kesepa- 
katan itu berumur lima tahun? Sebagaimana dikeluhkan oleh 
Peter Figen dari lembaga Transparansi Internasional (TT), se- 
telah berlangsung lima tahun ternyata tidak ada satu perusa- 
haan multinasional pun yang diperkarakan di negara asal me- 
reka karena memberi suap di luar negeri. Bahkan, menurut 
pengakuan Peter Eigen, berbeda dari keadaan tahun 1997, 
anggaran untuk menerapkan UU itu pun belakangan mulai 
mengalami kelangkaan. 

Kekecewaan terhadap penerapan UU Larangan Praktik 
Korupsi di Luar Negeri itulah kemudian yang secara khusus 
mendorong bergesernya perbincangan mengenai korupsi dari 
sektor negara ke sektor dunia usaha. Padahal, sebagalmana 
terungkap pada sejurnlah skandal korupsi yang terjadi negara- 
negara sedang berkembang, keterlibatan perusahaan-peru- 
sahaan multinasional yang berasal dari negara-negara OECD 
tidak mungkin dipungkiri. Kasus-kasus keterlibatan mereka 
terbentang sejak dari skandal suap penjualan senjata dari pe- 


rusahaan Inggris ke pemerintah Saudi Arabia (1993), hingga 
skandal suap perusahaan konsultan konstruksi Canada di Le- 
sotho, Afrika (2002). 

Sejalan dengan berlangsungnya pergeseran dalam per- 
bincangan mengenai korupsi tersebut, maka terhitung sejak 
1999, lembaga Transparansi Internasional mulai meluncurkan 
sebuah indeks korupsi baru yang mereka beri nama Indeks 
Pembayar Suap (Bribery Payers Index-BPI). Berbeda dari in- 
deks korupsi sebelumnya, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption 
Perception Index-CPT), yang mengungkapk n persepsi warga 
negara asing mengenai perilaku para pejabat pemerintah yang 
rajin melakukan korupsi, BPI bertujuan mengungkapkan per-. 
sepsi para pejabat di setiap negara di dunia mengenai negara 
asal perusahaan-perusahaan multinasional yang rajin mem- 
bayar suap. 

Jika dibandingkan dengan hasil CPI, yang cenderung me- 
nempatkan pemerintahan negara-negara industri maju se- 
bagai pemerintahan yang relatif bebas dari praktik korupsi, 
BPI berhasil menjungkirbalikkan kenyataan itu secara agak 
dramatis. Artinya, perilaku korupsi di sektor negara ternyata 
tidak selamanya sejalan dengan kecenderungan member: suap 
yang dilakukan oleh sektor dunia usaha. Para pejabat peme- 
rintah Hongkong, misalnya, memang terkenal sebagai pejabat 
yang relatif bersih. Tetapi kecenderung sektor dunia usaha- 
nya untuk memberi suap, ternyata lebih buruk daripada peri- 
laku sektor dunia usaha asal Malaysia. 

Sebagaimana terungkap secara lebih terindi dalam CPTI 
dan BPI 2002, ketika negara seperti Singapura berhasil me- 
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nempati urutan kelima (dari lebih 100 negara) sebagai negara 
yang bebas korupsi, perusahaan multinasional asal Singapura 
ternyata hanya berhasil menempatkan negaranya pada urutan 
ke sembilan (dari 21 negara) sebagai negara asal perusahaan 
multinasional yang tidak rajin membayar suap. 

Yang mengejutkan adalah pergeseran posisi AS dan Je- 
pang. Dalam CPI, AS dan Jepang berhasil bertengger pada 
urutan ke 16 dan 20 (dari lebih 100 negara) sebagai negara 
yang bebas korupsi. Tetapi dalam BPI, perusahaan-perusaha- 
an mutinasional asal kedua negara tersebut, ternyata hanya 
berhasil menempatkan negara mereka pada urutan ke 13 dan 
14 (dari 21 negara) sebagai negara asal perusahaan-perusa- 
haan multinasional yang tidak rajin membayar suap. 

Dengan posisi seperti itu, posisi AS dan Jepang dalam 
BPI praktis merosot mendekati posisi Malaysia. Sebagaimana 
diketahui, posisi Malaysia dalam CPI hanya berada pada urut- 
an ke 33. Tetapi dalam BPI, Malaysia berhasil menempati urut- 
an ke 15 atau persis satu tingkat di bawah posisi Jepang. Arti- 
nya, ketika para pejabat pemerintah di AS dan Jepang cende- 
rung lebih bersih daripada para pejabat pemerintah di Malay- 
sia, perilaku perusahaan multinasional mereka ternyata ham- 
pir sama saja dengan perilaku perusahaan multinasional yang 
berasal dari sebuah negara sedang berkembang. 

Posisi Indonesia dalam kedua indeks itu rasanya tidak 
perlu di pertanyakan. Sebagaimana diketahui, dalam CPI, In- 
donesia hanya berhasil menempati urutan ke tujuh dari bawah 
sebagai negara yang bebas korupsi. Dalam BPI, walau pun 
tidak tercantum dalam tabel yang diterbitkan oleh TI (mung- 


kin karena minimnya jumlah perusahaan multinasional Indo- 
nesia), perilaku para pengusaha Indonesia dalam memberi 
suap rasanya tidak jauh berbeda dari keganasan para pejabat 
pemerintah dalam menyalahgunakan kekuasaan untuk mem- 
perkaya diri mereka sendiri. 

Tingkat perkembangan korupsi di Indonesia memang luar 
biasa. Termasuk dalam melakukan korupsi, para penguasa 
dan pengusaha di Indonesia cenderung bersaudara”. Hidup 


Indonesia.” 


GRepublika, 16 Desember 2002. 
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JAKARTA KOTA KORUPSP? 


Bomsastis! Mungkin demikian komentar Anda ketika 
membaca judul tulisan ini. Anda mungkin benar, tetapi saya 
tidak sedang mengada-ada. Judul tersebut sudah saya pertim- 
bangkan secara sungguh-sungguh. Untuk mendukung kesim- 
pulan yang terungkap dalam judul itu, dua argumen yang 
saya gunakan adalah sebagai berikut. 

Pertama, secara internasional Indonesia sudah cukup lama 
dikenal sebagai salah satu negara juara korupsi di dunia. Seba- 
gaimana dikemukakan oleh Transparency International (TT), se- 
jak beberapa tahun belakangan ini, posisi Indonesia dalam 
indeks persepsi korupsi (IPK) yang dibuat oleh Tl, tidak ba- 
nyak berubah. 

Sebagaimana terungkap dalam IPK 2002, dari 102 negara 
di dunia yang disurvei oleh Tl, Indonesia menempati urutan 
keempat bersama-sama dengan Kenya. Sedangkan untuk wi- 
layah Asia, Indonesia berada di urutan kedua setelah Bang- 
ladesh. Tujuh negara lain yang masuk dalam kelompok sepu- 
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luh negara juara korupsi 2002 adalah: Nigeria, Paraguai, Ma- 
dagaskar, Angola, Azebaijan, Uganda, dan Moldova. 

Dari prestasi internasional Indonesia dalam mengem- 
bangbiakkan praktik korupsi yang tergolong luar biasa terse- 
but, rasanya tidak perlu ada keraguan sedikit pun untuk 
mengakui telah sedemikian meluasnya praktik korupsi di In- 
donesia. Dengan demukian, sebagai ibukota negara, peluang 
Jakarta untuk terpilih sebagai kota juara korupsi, terbuka sa- 
ngat lebar. 

Kedua, secara domestik setidak-tidaknya terdapat tiga 
fakta yang dapat dikemukakan untuk menelusuri kemung- 
kinan penobatan Jakarta sebagai kota juara korupsi. 

Fakta pertama berkaitan dengan sentralisasi pengelolaan 
keuangan negara di tangan pemerintah pusat yang berkedu- 
dukan di Jakarta. Sebagaimana diketahui, sekitar 95 proøsen 
pendapatan dan 70 prosen belanja negara, hingga saat ini 
masih dikuasai oleh pemerintah pusat (Jakarta). Dengan demi- 
kian, seluruh daerah tingkat I dan Il se Indonesia, termasuk 
pemerintah daerah DKI Jakarta, secara bersama-sama hanya 
menguasai sisanya. 

Fakta kedua berkaitan dengan sentralisasi pengelolaan 
tabungan masyarakat pada hampir semua bank umum yang 
ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui, dari seluruh tabung- 
an masyarakat daerah pada cabang bank-bank umum yang 
terletak di Iuar DK] Jakarta, rata-rata hanya 30 hingga 40 
prosen yang kembali sebagai kredit di masing-masing daerah 
yang bersangkutan. Dengan demikian, dari seluruh tabungan 
masyarakat daerah di Indonesia, sekitar 60 hingga 70 prosen 
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dikelola dan disalurkan sebagai kredit oleh kantor pusat bank- 
bank umum itu yang berkedudukan di Jakarta. 

Fakta ketiga berkaitan dengan sentralisasi pembayaran 
pajak di wilayah DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, dari 
seluruh jenis pajak nasional yang dipungut oleh Jakarta, 65 
prosen di antaranya dibayarkan di DK! Jakarta. Sisanya, 25 
prosen, dibayarkan di pulau Jawa di luar DKI Jakarta. Dengan 
demikian, seluruh daerah tingkat I dan Il di luar pulau Jawa, 
secara bersama-sama hanya menyumbangkan pajak sebesar 
10 prosen terhadap jumlah keseluruhan pendapatan pajak na- 
sional. 

Berdasarkan ketiga fakta sentralisasi pengelolaan ke- 
uangan negara, pengelolaan tabungan masyarakat, dan pem- 
bayaran pajak tersebut, rasanya tidak terlalu sulit untuk di- 
simpulkan bahwa sekitar 70 hingga 80 prosen praktik korupsi 
di Indonesia, pada umumnya memang terjadi di Jakarta. Ke- 
simpulan itu sejalan dengan fakta sangat terkonsentrasinya 
peredaran uang di Jakarta. Sebagaimana diketahui, dari selu- 
ruh jumlah uang yang beredar di Indonesia, sekitar 80 prosen 
beredar di Jakarta. 

Dengan terpilihnya Indonesia sebagai salah satu negara 


juara korupsi di dunia, dan dengan terkonsentrasinya sekitar 
70 hingga 80 prosen praktik korupsi di Jakarta, tentu tidak 
terlaiu berlebihan bila Jakarta dinobatkan sebagai kota juara 
korupsi. Secara domestik, walau pun praktik korupsi terlanjur 
menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, keberadaan Jakarta 
sebagai episentrum atau lokus korupsi di negeri ini sulit di- 
pungkiri. 
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Pertanyaannya, pelajaran apakah yang dapat dipetik dari 
keberadaan Jakarta sebagai kota juara korupsi tersebut? Ja- 
wabannya sangat sederhana. Jika bangsa Indonesia memang 
bersungguh-sungguh ingin memerangi korupsi, tidak ada pi- 
lihan lain kecuali dengan memulai perang melawan korupsi 
di Jakarta. Bahkan, karena praktik korupsi yang berlangsung 
di Jakarta meliputi 70 hingga 80 prosen volume bisnis korupsi 
nasional, keberhasilan mengurangi praktik korupsi di Jakarta 
dapat dipastikan akan sangat besar sumbangannya terhadap 
pengurangan volume bisnis korupsi di Indonesia. 

Dengan demikian, sebagaimana terungkap dalam pidato 
kenegaraan Presiden Megawati awal Agustus lalu, pemerintah 
pusat boleh saja berkeluh kesah mengenai meiluasnya praktik 
korupsi di daerah, atau mengenai meningkatnya keterlibatan 
legislatif daerah dalam melakukan tindakan tersebut. Tetapi 
tanpa secara sungguh-sungguh memerangi praktik korupsi 
yang berlangsung di Jakarta, keluh kesah itu sangat mudah 
ditafsirkan sebagai upaya sengaja untuk mengalihkan perha- 
tian dari episentrum atau lokus korupsi yang secara faktual 
terletak di Jakarta. 

Perlu ditambahkan, demokratisasi dan desentralisasi 
mungkin merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk 
menanggulangi korupsi. Tetapi tanpa secara sengaja meme- 
rangi korupsi di pusat episentrum atau lokusnya, demokra- 
tisasi dan desentralisasi dapat bermuara pada terjadinya de- 
mokratisasi atau desentralisasi korupsi ke seluruh wilayah 
Indonesia. Hal yang sedang kita alami saat ini, besar kemung- 


kinan dapat dijelaskan dengan menggunakan logika tersebut. 
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Sebab itu, agar demokratisasi dan desentralisasi dapat 
berperan secara efektif dalam menanggulangi korupsi, dan 
agar perang melawan korupsi dapat berperan secara efektif 
dalam mengurangi volume bisnis korupsi, tidak ada pilihan 
lain bagi pemerintah, kecuali memulai perang melawan ko- 
rupsi di pusat episentrum atau di lokusnya. Hal itu dapat di- 
mulai dengan memproklamirkan keberadaan Jakarta sebagai 
kota korupsi. Hidup Jakarta.” 





Republika, 11 Agustus 2008. 


DEMOKRATISASI KORUPSI 


Korursi akhir-akhir ini kembali ramai diperbincangkan. 
Dilihat dari segi gerakan melawan korupsi, hal itu setidak- 
tidaknya dipicu oleh tiga hal. Pertama, berlangsungnya proses 
pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(KPTPK) di sektor negara. Kedua, dilakukannya kampanye 
anti suap oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). 
Dan ketiga, terjunnya dua organisasi kemasyarakat Islam, 
Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, ke dalam gerak- 
an rakyat melawan korupsi yang disponsori oleh Kemitraan 
Untuk Reformasi Ketatalaksanaan. 

Sepintas lalu, perkembangan yang bersifat multisektor 
tersebut tentu cukup menjanjikan. Dengan dilakukannya upaya 
paralel oleh sektor negara, dunia usaha, dan masyarakat da- 
lam memerangi korupsi, perbuatan yang telah sangat meren- 
dahkan martabat Indonesia itu diharapkan akan sempit ruang 
geraknya. 

Bahkan, jika gerakan moral yang dilakukan Kadin, NU 
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dan Muhammadiyah dapat ditingkatkan menjadi tekanan po- 
litik yang cukup keras terhadap sektor negara, rasanya cukup 
alasan bagi kita untuk merasa optimis mengenai upaya pern- 
berantasan korupsi di Indonesia. 

Yang jadi soal, jika dicermati secara mendalam, pening- 
katan perlawanan terhadap korupsi yang cukup marak terse- 
but, cenderung masih didominasi oleh perspektif pemberan- 
tasan korupsi yang bersifat kuratif dan individual. Artinya, 
seperti tampak pada pembentukan KPTPK, fungsi lembaga 
ini jelas lebih ditekankan pada upaya pemberantasan korupsi 
secara kuratif. 

Pertanyaannya, lalu siapa yang bertugas memberantas - 
korupsi secara preventif? Sementara itu, gerakan moral yang 
dilakukan Kadin, NU, dan Muhammadiyah, jelas lebih dititik 
beratkan pada upaya pemberantasan korupsi pada tingkat 
individual. Padahal, masalah korupsi yang dihadapi Indonesia 
sudah cukup lama bersifat institusional dan bahkan sistemik. 

Sebagai ilustrasi, pengalaman Indonesia dalam mening- 
katkan peranan parlemen cukup menarik untuk disimak. Se- 
mula ada keyakinan bahwa masalah korupsi antara lain ber- 
akar pada konsentrasi kekuasaan yang sangat besar di tangan 
eksekutif. Sebab itu, salah satu tindakan yang perlu dilakukan 
untuk mengurangi korupsi adalah dengan meningkatkan ke- 
kuasaan legislatif. 

Tetapi, sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum, 
tindakan tersebut ternyata tidak banyak menolong. Korupsi 
kind justru menjalar menjadi pekerjaan sehari-hari para anggota 
parlemen di seluruh Indonesia. 


Kecenderungan serupa dapat pula disimak dalam pelak- 
sanaan øtonomi daerah. Semula ada keyakinan bahwa ma- 
salah korupsi antara lain berakar pada sentralisasi kekuasaan 
yang sangat berlebihan di tangan pemerintah pusat. Sebab 
itu, salah satu tindakan yang perlu dilakukan untuk meme- 
rangi korupsi adalah dengan melaksanakan desentralisasi ke- 
kuasaan melalui peningkatan otoromi daerah. 

Tetapi, sebagaimana berlangsung beberapa waktu bela- 
kangan ini, alih-alih mengurang; korupsi, peningkatan otono- 
mi daerah justru memicu terjadinya desentralisasi korupsi 
ke seluruh wilayah di Indonesia. 

Kedua ilustrasi tersebut mungkin menggoda kita untuk 
sampai pada kesimpulan bahwa masalah korupsi pada dasar- 
nya memang melekat pada moral individual. Bukan pada insti- 
tusi atau pada sistern. 

Seperti sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari 
di tengah-tengah masyarakat, masalah korupsi cenderung di- 
yakini sebagai masalah yang melekat pada orang, ”seperti 
apa pun sistemnya, kalau manusianya bejat, maka korupsi 
akan tetap merajalela.” Dalam tinjauan moral, kesimpulan se- 
perti itu mungkin sangat memuaskan. Tetapi bila dilihat se- 
cara sistemik, kesimpulan tersebut jelas merupakan suatu 
langkah mundur yang perlu diwaspadai. 

Secara sistemik, kegagalan Indonesia dalam memerangi 
korupsi terletak pada kealpaan kita dalam memberdayakan 
dan meningkatkan partisipasi rakyat. Hal itu tidak hanya ter- 
jadi dalam praktik ketatalaksanaan di tingkat pusat, tetapi 
juga di tingkat daerah. 
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Peningkatan kekuasaan parlemen memang berhasil me- 
ngurangi arogansi eksekutif. Tetapi tanpa pemberdayaan dan 
partisipasi rakyat, hal itu justru mendorong terjadinya tindak- 
an bagi-bagi rejeki antara kedua lembaga tersebut. Dalam 
konteks otonomi daerah, desentralisasi memang berhasil me- 
ningkatkan kewenangan pemerintah daerah. Tetapi tanpa 
pemberdayaan dan partisipasi rakyat, hal itu justru mendo- 
rong ditirunya perilaku orang pusat oleh rekan-rekan mereka 
di daerah. 

Dengan sangat strategisnya pemberdayaan dan pening- 
katan partisipasi rakyat dalam memerangi korupsi, tidak da- 
pat tidak, upaya tersebut harus dikaitkan secara langsung - 
dengan proses perombakan struktur perekonomian Indonesia. 
Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi rakyat tidak dapat 
hanya dilakukan dengan mengubah sistem pemilihan umum. 

Sepintas lalu, pelaksanaan pemilihan umum secara lång- 
sung mungkin menjanjikan. Tetapi di tengah-tengah kemis- 
kinan rakyat, sebagaimana belakangan sudah dilembagakan 
oleh sejumlah partai politik, proses pemilihan langsung hanya 
akan mendørong semakin dominannya politik uang dalam 
perputaran roda politik di Indonesia. Dalam perkiraan saya, 
sebentar lagi, desentralisasi korupsi akan segera disusu! oleh 
maraknya demokratisasi korupsi. 

Untuk mencegah berlangsungnya demokratisasi korupsi, 
proses perombakan struktur perekonomian Indonesia seba- 
gaimana berlangsung belakangan ini harus segera dihentikan. 
Sebagaimana diketahui, melalui pelaksanaan agenda-agenda 
ekonomi neoliberal yang dimotori Dana Moneter Interna- 
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sional (IMF), proses perombakan struktur perekonomian Indo- 
nesia justru cenderung bersifat semakin meminggirkan 
rakyat. 

Dengan demikian, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi 
neoliberal seperti penghapusan subsidi, liberalisasi sektor ke- 
uangan dan perdagangan, dan privatisasi BUMN, sama sekali 
tidak akan menolong proses pemberantasan korupsi di Indo- 
nesia. Pelaksanaan agenda-agenda tersebut hanya akan men- 
dorong semakin maraknya persekongkolan jahat antara elit 
Politik nasional dan daerah dengan kaum pemodal domestik 


dan internasional di negeri ini.” 





GBisnis Indonesia, 4 Januari 2004. 
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HATTA HIDUP 100 TAHUN LAGI 


TANPA sengaja, dua buah buku diterbitkan secara hampir 
bersamaan di Amerika Serikat dan Kanada. Buku pertama, 
ditulis oleh James Petras dan Henry Veltmeyer, berjudul Mem- 
buka Topeng Globalisasi: Imperialisme di Abad ke 21 (Globa- 
lisation Unmasked: Imperialism in the 215t Century). 

Dan judul buku yang terbit tahun 2001 itu, dapat dike- 
tahui bahwa kedua penulisnya bermaksud mengkritisi feno- 
mena globalisasi yang saat ini sedang menjadi mitos di seluruh 
dunia. Bahkan, jika diperhatikan anak judul buku tersebut, 
tidak terlalu sulit untuk diterka bahwa Petras dan Veltmeyer 
memang mengambil posisi sebagai penentang globalisasi dan 
lebih suka menyebut fenomena itu sebagai imperialisme. 

Dan mermnang demikian adanya. Sebagaimana mereka tu- 
lis dalam kata pengantar buku tersebut, ”Secara ideologis, di 
balik ungkapan globalisasi sesungguhnya terkandung sebuah 
proyeksi kelas tertentu. Sebab itu, alih-alih menjelaskan apa 
yang sedang terjadi di seluruh dunia, penggunaan ungkapan 
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globalisasi sesungguhnya tidak lebih dari sebuah upaya pe- 
ngaburan, yaitu sebuah upaya untuk meletakkan landasan 
ideologis bagi kepentingan ekonomi suatu kelas atas tertentu 
dari kaum kapitalis transnasional.” 

Dalam rangka kepentingan tersebut, menurut Petras dan 
Veltmeyer, ”Orde ekonomi dunia yang ada sekarang ini se- 
dang menjalanå sebuah proses penataan ulang, yaitu untuk 
menciptakan kondisi yang optimal bagi merajalelanya kese- 
rakahan, kepentingan kelas, dan penciptaan keuntungan.” 

Buku yang diterbitkan Fernwood Publishing, Kanada itu, 
selanjutnya membahas secara terind berbagai kepalsuan, re- 
torika, dan kejahatan yang dilakukan dalam rangka globali- - 
sasi. Tiga bab pertama berbicara mengenai dimensi ideologi 
dan retorika globalisasi. Bab 4, merupakan upaya empiris 
kedua penulis — dalam studi kasus Amerika Latin, untuk 
membuktikan hakikat globalisasi sebagai imperialisme. Se- 
dangkan bab 5 dan 6 berbicara secara khusus mengenai keja- 
hatan privatisasi dan dimensi politik kapitalisme neoliberal. 

Selanjutnya, bab 7 dan 8, menganalisis secara kritis ber- 
bagai aspek kerjasama pembangunan internasional serta pe- 
ranan organisasi non pemerintah (ornop) di dalamnya. Akhir- 
nya, bab 9 dan 10, sekali lagi merupakan upaya empiris kedua 
penulis, untuk mengungkapkan sepak terjang pemerintah AS 
sebagai kekuatan imperialisme terbesar di dunia. 

Dari pemikiran yang tertuang dalam buku setebal 183 
halaman tersebut, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa 
Petras dan Veltmeyer adalah penerus tradisi sosialisme. Upaya 
mereka menelanjangi globalisasi sejalan dengan tradisi yang 


dibangun Marx ketika menulis Das Capital untuk menelanjangi 
kapitalisme. Sedangkan penggunaan ungkapan imperialisme 
jelas sejalan dengani tradisi yang dibangun Lenin dalam men- 
jelaskan kecenderungan ekspansionis yang menyertai kapi- 
talisme. 

Kesimpulan itu dipertegas oleh bab penutup buku terse- 
but. Dalam bab yang berjudul Sosialisme dalam sebuah Era 
Imperialisme (Socialism fn an Age of Imperialism) itu, Petras 
dan Veltmeyer menyimpulkan bahwa 'globalisasi' yang ditan- 
dad oleh terjadinya kesenjangan dunia dan transfer kekayaan 
dari seluruh dunia ke imperium Euro-Amerika tersebut, se- 
sungguhnya menawarkan sebuah kondisi objektif bagi ber- 
langsungnya transformasi sosial menuju sosialisme. Kendala- 
nya, menurut mereka, tidak terletak pada absennya kondisi 
objektif, melainkan pada langkanya kondisi subjektif, yaitu 
pada lemahnya kritik dan oposisi terhadap imperialisme. 

Persis pada titik itu, buku kedua yang ditulis oleh J.W. 
Smith, maju ke muka dengan judul Demokrasi Ekonomi: Per- 
juangan Politik Untuk Abad ke 21 (Economic Democracy: The 
Political Struggle for the 21st Century). Dalam buku yang terbit 
tahun 2000 tersebut, Smith tidak hanya mempertegas sikap 
Petras dan Veltmeyer untuk menyebut globalisasi sebagai im- 
perialisme, ia bahkan maju lebih jauh dengan membeberkan 
berbagai tindakan yang dilakukan AS untuk mengukuhkan 
dirinya sebagai pusat imperialisme dunia. 

Sebagaimana dikemukakannya dalam kata pengantar bu- 
ku tersebut, "Dengan beroperasinya angkatan bersenjata AS 
pada sekitar 100 negara di dunia, walau pun secara teoretis 
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perang dingin telah berakhir, sangat sulit bagi AS untuk mem- 
bantah bahwa ia adalah sebuah imperium atau, bersama-sama 
dengan rekan militer dan rekan dagangnya, telah membentuk 
sebuah aliansi imperium di dunia. Buktinya sangat telanjang. 
AS yang semula hanya sebuah imperium kolonial kedil, kini 
— bersama-sarna dengan rekan pusat permodalannya, telah 
menjelma menjadi sebuah imperium terbesar dan paling ber- 
pengaruh dalam sejarah.” 

Buku yang diterbitkan oleh M. E. Sharpe, Inc., New York 
tersebut, selanjutnya mengupas secara terind berbagai keja- 
hatan yang dilakukan AS dalam mengukuhkan posisinya seba- 
gai imperialis. Bab 1 hingga 9, berbicara mengenai berbagai 
tindakan yang dilakukan pemerintah AS. Sedangkan bab 10 
hingga 19, berbicara mengenai peranan lembaga-lembaga ke- 
uangan dan perdagangan internasional, seperti IMF, Bank 
Dunia, GATT, NAFTA, dan WTO, dalam memaksakan kehen- 
dak AS ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, bab 20 hingga 
28, memaparkan secara terinci beberapa agenda yång perlu 
diperjuangkan untuk mengubat perekonomian dunia menjadi 
sebuah perekonomian yang demokratis. 

Mencermati pemikiran yang tertuang dalam buku setebal 
380 halaman tersebut, dapat disaksikan bahwa secara ideo- 
logis, Smith memiliki posisi yang sama dengan Petras dan 
Veltmeyer. Perbedaan Smith dengan kedua rekannya terletak 
pada latar belakang pendidikan mereka. Petras dan Veltmeyer 
adalah guru besar sosiologi, sedangkan Smith adalah penyan- 
dang PhD ekonomi. Dengan latar belakang pendidikan seperti 
itu, walau pun secara esensi mereka menawarkan agenda yang 
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sama, Petras dan Veltmeyer menyebut agenda mereka sebagai 
sosialisme baru. Sedangkan Smith menyebut agenda yang 
ditawarkannya sebagai demokrasi ekonomi. 

Kedua buku yang terbit pada permulaan milenium ketiga 
tersebut, jelas memiliki makna yang sangat strategis dalam 
rangka memperingati 100 tahun Bung Hatta yang jatuh pada 
tanggal 12 Agustus 2002 ini. Hatta, sebagaimana Soekarno 
dan Sjahrir, adalah penerus tradisi sosialisme yang sangat 
terkernuka di Indonesia. Walau pun Hatta tidak turut mela- 
hirkan Marhaenisme yang dicetuskan Soekarno, dan tidak 
tercatat sebagai anggota Partai Sosialis [Indonesia (PSI) yang 
didirikan Sjahrir, komitmennya terhadap demokrasi ekonomi 
tidak pernah surut sepanjang hayatnya. Å 

Bung Hatta tidak hanya telah berbicara mengenai arti 
penting demokrasi ekonomi ketika ia menulis pamphlet untuk 
Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), pada tahun 1932. 
Tetapi, bersama-sama dengan para penyusun konstitusi lain- 
nya, Bung Hatta telah turut pula berjuang untuk mencantum- 
kan demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 Undang Undang Da- 
sar (UUD) 1945. Sebagaimmana tercantum dalam penjelasan 
pasal tersebut, ”Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi 
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di 
bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masya- 
rakat.” 

Sikap serupa dilanjutkan secara konsisten oleh Bung Hat- 
ta setelah ia meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden 
pada tahun 1956. Sebagaimana dikemukakannya dalam artikel 
Demokrasi Kita yang terbit tahun 1960, ”Demokrasi politik 
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saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. 
Di sebelah demokrasi politik, harus pula berlaku demokrasi 
ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan 
dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-dita demokrasi 
Indonesa ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkung- 
an hidup yang menentukan nasib manusia.” 

Kehadiran buku Petras dan Veltmeyer, serta buku Smith 
tadi, setidak-tidaknya mengungkapkan kepada kita bahwa 
pemikiran Bung Hatta masih tetap hidup hingga 100 tahun 
setelah ia dilahirkan. Dengan demikian, betapa kelirunya bila 
ada yang beranggapan bahwa pemikiran Bung Hatta sudah 
kuno dan ketinggalan zaman. Bahkan, dengan dicanangkan- - 
nya demokrasi ekonomi sebagai agenda perjuangan potitik 
abad ke 21 oleh Smith, saya tidak memiliki keraguan sedikit 
pun untuk mengatakan bahwa pemikiran Bung Hatta masih 
akan terus hidup hingga seratus tahun lagi.” 





QGamma, No. 16, Agustus 2002. 
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PERSAUDARAAN HATTA 
DAN STIGLITZ 


Sava yakin tidak ada seorang pun yang percaya bila wakil 
presiden Indonesia yang pertama, Mohammad Hatta, dika- 
takan memiliki hubungan saudara dengan penerima Nobel 
Ekonomi 2001, Joseph E. Stiglitz. Walau pun yang dimaksud 
adalah persaudaraan pemikiran, bukan saudara kandung atau 
saudara se kampung, saya yakin tetap tidak akan ada yang 
mempercayainya. 

Hatta, sebagaimana diketahui, adalah alumni Universitas 
Rotterdam, Belanda. Beliau menamatkan studinya tahun 1932, 
dan telah kembali kepada Yang Maha Kuasa tahun 1980. 
Sedangkan Stiglitz, mantan Wakil Presiden Senior Bank Dunia, 
adalah alumni Institute Teknologi Massachusetts, AS. Ia me- 
namatkan studinya tahun 1967 dan masih terus berkarya hing- 
ga saat im. 

Tetapi hasil penelusuran saya terhadap karya-karya Hatta 
dan Stiglitz, jelas sekali mengungkapkan kesamaan keduanya. 
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Hatta dan Stiglitz, ternyata sangat peduli terhadap demokrasi 
ekonomi. Artinya, berbeda dari para teknokrat yang banyak 
terdapat di Indonesia, bagi Hatta dan Stiglitz, masalah ekono- 
nå tidak dapat disederhanakan hanya menjadi masalah reka- 
yasa angka-angka, tetapi harus mencakup masalah penataan 
lembaga. 

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, tentu ada 
baiknya bila pokok-pokok pikiran kedua ekonom yang ber- 
beda negara dan masa itu, dikemukakan secara singkat. 

Bung Hatta, selain dikenal sebagai proklamator, dikenal 
pula sebagai penganjur demokrasi ekonomi yang paling kon- 
sisten sepanjang hayatnya. Perhatian Bung Hatta terhadap 
demokrasi ekonomi dapat ditelusuri baik pada berbagai tu- 
lisannya, maupun pada komitmennya selaku pejabat negara. 

Tulisan yang mengungkapkkan komitmen awal Bung 
Hatta terhadap demokrasi ekonomi adalah pamphlet yang 
dibuatnya untuk Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), 
tahun 1932. Dalam pamphlet berjudul ”Menuju Indonesia Mer- 
deka” itu, Bung Hatta jelas sekali menekankan pentingnya 
arti demokrasi ekonomi bagi masa depan Indonesia- 

Sebagaimana ditulisnya, "Di atas sendi yang ketiga (cita- 
cita tolong-menolong —pen.) dapat didirikan tonggak demo- 
krasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu goløngan 
kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti 
sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang 
banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan.” 

Dengan bekal pemikiran seperti itu, mudah dimengert 
bila tahun 1945, Bung Hatta berusaha sekuat tenaga untuk 
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menetapkan demokrasi ekonomi sebagai dasar perekonomian 
Indonesia. Bahkan, hal itu pula saya kira, yang mendorong 
Bung Hatta untuk terus mendorong pengembangan koperasi 
di Indonesia. Berdasarkan kedua hal tersebut, sangat wajar 
bila tahun 1947, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia 
(SOKRI), mengukuhkan Bung Hatta menjadi Bapak Koperasi 
Indonesia. 

Tulisan yang mengungkapkan konsistensi komitmen 
Bung Hatta terhadap demokrasi ekonomi adalah yang diter- 
bitkannya tahun 1960. Dalam tulisan yang berjudul Demokrasi 
Kita itu, Bung Hatta antara lain menulis, ”Demokrasi politik 
saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. 
Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi 
ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan 
dan persaudaraan belum ada. Sebab itu dita-dta demokrasi 
Indonesa ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkung- 
an hidup yang menentukan nasib manusia.” 

Bandingkanlah pemikiran Bung Hatta tersebut dengan 
pemikiran Stiglitz berikut. Sebagaimana diketahui, sebelum 
menjadi Wakil Presiden Senior Bank Dunia, Stiglitz adalah 
Kepala Dewan Penasihat Ekonomi Presiden AS, Bill Clinton. 
Dengan demikian, dalam peta politik AS, Stiglitz jelas lebih 
dekat ke Partai Demokrat daripada ke Partai Republik. Arti- 
nya, bila dilihat dalam peta politik Inggris, Stiglitz pasti lebih 
dekat ke Partai Buruh daripada ke Partai Konservatif. 

Kecenderungan politik Stiglitz itu konsisten dengan pemi- 
kiran ekonominya. Sebagaimana dikemukakannya dalam se- 
buah tulisan di tahun 1993, yang berjudul Sosialisme Pasar 
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dan Ekonomi Neoklasik (Market Socialism and Neoclasical Econo- 

mics), ”Seandainya dibangun berdasarkan diskripsi pereko- 

nomian yang tepat, sosialisme pasar sesungguhnya memiliki 

peluang untuk berhasil. Masalah mendasar kedua model itu 

(sosialisme pasar dan ekonomi neoklasik), terletak pada kega- 

galan mereka dalam memperhitungkan absennya informasi 
yang sempurna..... 

Padahal, menurut Stiglitz, ”Kepedulian teoretis vide 
masalah informasi itu telah mengubah pertanyaan yang diaju- 
kan oleh ilmu ekonomi. Tiga pertanyaan klasik ilmu ekononv: 
Apa yang harus diproduksi? Bagaimana cara memproduksi? 
Untuk siapa diproduksi? Kini harus ditambah dengan perta- 
nyaan keempat: Bagaimana seharusnya keputusan dibuat, dan 
siapa yang membuatnya?” 

Pendapat yang lebih tegas mengenai arti penting demo- 
krasi ekonomi dikemukakan Stiglitz dalam tulisannya yang 
berjudul Pembangunan Demokratik sebagai Hasil Perjuangan 
Kaum Buruh (Democratic Development as the Fruits of Labor). 
Dalam tulisan yang terbit di tahun 2000 tersebut, Stiglitz secara 
tegas menandaskan pentingnya arti demokrasi ekonomi bagi 
sebuah masyarakat demokratik. 

Sebagaimana ditulisnya, ”...Proses yang demokratis harus 
mencakup adanya dialog terbuka dan keterlibatan aktif ma- 
syarakat secara luas, hal itu menuntut adanya hak setiap orang 
untuk mengemukakan pendapat pada setiap keputusan yang 
memengaruhi mereka, termasuk keputusan ekonomi. Dengan 
demikian, kita dapat berbicara mengenai demokrasi ekonomi 
di tempat kerja, demokrasi lokal di tingkat masyarakat, se- 


bagaimana halnya demokrasi di tingkat nasional.... Demo- 
krasi ekonomi adalah elemen pokok dari sebuah masyarakat 
demokratik.” 

Dari beberapa kutipan tersebut, dapat disaksikan betapa 
besarnya kesamaan Stiglitz dengan Bung Hatta. Keduanya 
tidak hanya sama-sama menaruh kepedulian terhadap ke- 
adilan ekonomi, tetapi juga sama-sama menekankan penting- 
nya arti demokrasi ekonomi dalam menyelenggarakan sebuah 
perekonomian. 

Menarik untuk dicatat, kesamaan antara Bung Hatta dan 
Stiglitz itu ternyata berlanjut hingga ke ujung kari mereka. 
Bung Hatta, sebagaimana diketahui, melepaskan jabatannya 
sebagai wakil presiden karena tidak dapat mentolerir kedik- 
tatoran yang diperagakan Bung Karno. Sedangkan Stiglitz, 
diberhentikan sebagai Wakil Presiden Senior Bank Dunia, ka- 
rena cenderung menentang oligarki para pemodal yang men- 
jadi penguasa lembaga keuangan tersebut. Nah, siapa bilang 
Bung Hatta tidak bersaudara dengan Stiglitz?" 


ØRepublika, 5 Agustus 2002 
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DEMOKRASI EKONOMI 


PeMIKIRAN ekonomi Bung Hatta (Hattanomic) dapat di- 
dekati melalui beberapa jurusan. Pertama, melalui kerangka 
berpikir ekonomi Bung Hatta. Yang saya maksud dengan ke- 
rangka berpikir ekonomi dalam hal ini adalah suatu struktur 
berpikir yang menghubungkan antara teori ekonomi di satu 
sisi, dengan realitas dan keinginan untuk meningkatkan ke- 
makmuran masyarakat di pihak yang lain. 

Sebagaimana diketahui, teori ekonomi dibangun berda- 
sarkan sejumlah asumsi tertentu yang tidak selalu sesuai de- 
ngan realitas ekonomi. Realitas ekonomi, sementara itu, be- 
kerja dengan hukum-hukumnya sendiri sesuai dengan tingkat 
perkembangan atau corak perekonomian suatu masyarakat. 
Sedangkan keinginan untuk meningkatkan kemakmuran ma- 
syarakat adalah sebuah keputusan politik yang bersifat ideo- 
logis dan sarat dengan nilai. 

Dilihat dari sudut itu, kerangka berpikir ekonomi Bung 


påik 





Hatta dalam garis besarnya tersusun berdasarkan tiga kate- 
gori berikut: teori ekonømi, politik ekonomi, dan politik per- 
ekonomian. Mengenai teori ekonomi, Bung Hatta dengan te- 
gas menyatakan bahwa penjelasan teori ekonomi hanya me- 
ngandung kebenaran sejauh diterapkan pada dirinya sendiri. 
Artinya, sejauh diuji berdasarkan asumsinya, kebenaran teori 
ekonomi bersifat mutlak. Tetapi karena asumsi-asumsi teori 
ekonomi itu tidak ditemukan dalam realitas ekonomi, penje- 
lasan teori ekonomi itu harus dilihat hanya sebagai alat bantu 
dalam memahami realitas ekonomi. 

Agar pemakaian teori ekonomi sebagai alat bantu untuk 
memahami realitas ekonomi itu tidak menggiring pemakainya 
pada suatu kesimpulan yang salah, selanjutnya diperlukan 
apa yang oleh Bung Hatta disebut sebagai politik ekonomi. 
Sebagaimana dijelaskannya, ”politik ekonomi adalah siasat 
untuk melaksanakan teori-teori ekonomi secara rasjonal dalam 
alam yang lahir.” Sebagai suatu siasat untuk melaksanakan 
teori ekonomi, politik ekonomi harus mernperhatikan keber- 
adaan faktor-faktor non ekonomi. 

Akhirnya, ketika dihadapkan pada keinginan untuk me- 
ningkatkan kemakmuran masyarakat, politik ekonomi harus 
ditransformasikan lebih lanjut menjadi politik perekonomian. 
Berbeda dari politik ekonomi, politik perekonomian adalah 
keputusan politik yang didasarkan atas pertimbangan ideo- 
logi. Sebagaimana dikemukakan Bung Hatta, "Politik per- 
ekonomian mengermukakan tujuan normatif. Coraknya diten- 
tukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyara- 
katan. (Setelahitu) barulah ilmu datang dalam jabatan meng- 
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abdi'. Dalam menentukan tujuan kemakmuran, manusia me- 
nentukan sikap, pikiran yang menganalisis mengikuti di bela- 
kang.” 

Berdasarkan kerangka berpikir ekonomi seperti itu, da- 
pat disaksikan betapa Bung Hatta meletakkan ideologi pada 
kedudukan yang sangat tinggi. Di bawah ideologi terletak 
realitas ekonomi. Sedangkan teori ekonomi terletak di urutan 
terbawah. Artinya, dalam rangka meningkatkan kemakmuran 
masyarakat, acuan utama Bung Hatta bukanlah teori ekonomi 
yang saråt dengan asumsi, melainkan kemauan yang hidup 
dalam hati dan pikiran masyarakat sebagaimana terungkap 
melalui ideologi yang mereka hayati. 

Sejalan dengan itu, jurusan kedua yang perlu ditempuh 
untuk memahami pemikiran ekonomi Bung Hatta adalah de- 
ngan menelusuri ideologi yang mendasari pemikiran ekono- 
minya. Dalam rangkaitu, periu diketahui, selain dikenal seba- 
gai penganjur sosialisme, Bung Hatta juga dikenal sebagai 
penganjur dempkrasi yang konsisten. Hanya saja, berbeda 
dari paham demokrasi yang saat ini banyak dianut di Indo- 
nesia, paham demokrasi yang dianut Bung Hatta tidak hanya 
berlalu dalam bidang politik, tetapi berlaku pula dalam bi- 
dang ekonomi. 

Sebagaimana dikernukakannya, "Demokrasi politik saja 
tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di 
sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi eko- 
nomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persaman dan 
persaudaraan belum ada.Sebab itu cita-cita demokrasi Indone- 
sia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan 


hidup yang menentukan nasib manusia.” 

Dengan titik tolak seperti itu, setiap upaya untuk mema- 
hami pemikiran ekonomi Bung Hatta, harus dimulai dengan 
memahami prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi dasar 
pemikiran ekonominya. Ini penting, sebab demokrasi eko- 
nomi bagi Bung Hatta tidak hanya dipandang sebagai sebuah 
proses pengambilan keputusan sebagaimana terjadi dalam 
bidang politik, tetapi sekaligus sebagai dasar (struktur) untuk 
mewujudkan keadilan sosial. 

Sebagaimana dikemukakan oleh penjelasan pasal 33 UUD 
1945, yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah sua- 
tu keadaan ekonomi dimana, ”produksi dikerjakan oleh se- 
mua, untuk semua, di bawah pirnpinan atau penilikan ang- 
gota-anggota masyarakat.” Prioritas utama politik pereko- 
nomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran 
masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. 

Secara terinci, pengertian demokrasi ekonomi itu dapat 
dijabarkan menjadi sebagai berikut: Pertama, demokrasi eko- 
nomi menjamin hak seluruh anggota masyarakat untuk turut 
serta dalam proses pembentukan produksi nasional. Dengan 
demikian, menganggur sesungguhnya merupakan perbuatan 
terlarang di Indonesia. Hal itu sejalan dengan amanat pasal 
27 UUD 1945, "Setiap warga negara berhak mendapat peker- 
jaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Kedua, demokrasi ekonomi menghendaki keikutsertaan 
seluruh anggota masyarakat dalarn menikmati hasil produksi 
nasional. Artinya, dalam rangka demokrasi ekonomi, setiap 
warga negara harus turut mendapat bagian. Mengemis meru- 
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pakan perbuatan terlarang di Indonesia. Hal ini sejalan dengan 
amanat pasal 34 UUD 1945, ”Fakir miskin dan anak-anak yang 
terlantar dipelihara oleh negara.” 

Ketiga, sebagai inti dari pengertian demokrasi ekonomi, 
penyelenggaraan produksi dan pembagian hasil-hasilnya itu 
harus berlangsung di bawah pimnpinan atau penilikan (peng- 
awasan) anggota-anggota masyarakat. Artinya, lepas dari ra- 
gam bentuk kelembagaan yang melakukan produksi, anggota 
masyarakat harus menjadi subjek dalam perekonomian In- 
donesia. 

Kedudukan anggota masyarakat sebagai subjek pereko- 
nomian itu memiliki konsekuensi yang sangat luas terhadap 
penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Sebagai subjek 
perekonomian, setiap anggota masyarakat harus turut menmi- 
liki faktor-faktor produksi, turut mengambil keputusan-kepu- 
tusan ekonomi, dan turut pula menanggung segala akibat 
dari pelaksanaan keputusan-keputusan ekonomi tersebut. 

Sebagaimana terungkap dalam pasal 33 UUD 1945, seba- 
gai titik tolak untuk menyelenggarakan ketiga unsur demo- 
krasi ekonomi tersebut, Bung Hatta selanjutnya mengemu- 
kakan tiga hal berikut sebagai acuan utamanya: Pertama, per- 
ekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas 
kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yång penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diper- 
gunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Bila dicermati pemikiran ekonomi yang saat ini ber- 


kembang di Indonesia, dapat disaksikan betapa pemikiran 
ekonomi Bung Hatta sudah jauh ditinggalkan. Ayat 1, 2, dan 
3 Pasal 33 UUD 1945 memang masih berbunyi seperti sedia 
kala, tetapi para penyelenggara perekonomian Indonesia kini 
tidak lagi menjadikannya sebagai acuan utama. Janganjangan, 
kerangka berpikir para penyelenggaraan perekonomian In- 
donesia memang sudah berbeda dari kerangka berpikir eko- 
nomi Bung Hatta?* 


Republika, 9 Februari 2004. 
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KEMANDIRIAN EKONOMI 


MasaLAH kemandirian ekonomi telah lama menjadi bahan 
perbincangan di Indonesia. Dalam era Orde Baru, walau pun 
pemerintah rajin mengundang masuknya investasi asing dan 
membuat utang luar negeri, kritik terhadap kebijakan tersebut 
boleh dikatakan tidak pernah berhenti. Menurut mereka yang 
keberatan, kehadiran investasi asing dan utang luar negeri 
di sini, walau pun diperlukan, tidak boleh sampai mendomi- 
nasi. Sebab itu, kehadiran keduanya harus diatur dengan me- 
netapkan sejumlah syarat. 

Bung Hatta, sebagai peletak dasar politik perekonomian 
Indonesia, sebenarnya telah merumuskan panduan yang jelas 
mengenai kemandirian ekonomi dan keterlibatan asing dalam 
perekonomian Indonesia. Secara prinsip, Bung Hatta tidak 
menolak investasi asing dan utang luar negeri. Sebaliknya, 
dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan eko- 
nomi Indonesia, beliau justru mendorong pemerintah untuk 


mencari peluang guna menghadirkan keduanya. 

Sebagaimana ditulisnya, "Cara beginilah dahulu kita me- 
mikirkan betapa melaksanakan pembangunan dengan dasar 
pasal 33 UUD 1945. Kita mengutamakan pengerahan pekerja 
kepada kapital nasional. Apabila tenaga dan kapital nasional 
tidak mencukupi, kita meminjam tenaga dan kapital asing. 
Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapital- 
nya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk mena- 
namkan modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang 
ditentukan oleh pemerintah Indonesia,” (Hatta, 1970). 

Dari kutipan tersebut, dapat disaksikan betapa Bung Hatta 
lebih mengutamakan pembuatan utang luar neger daripada in- 
vestasi asing Sejalan dengan ideologi ekonomi Indonesia, yang 
meletakkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi sebagai 
acuan tertinggi, bagi Bung Hatta akan lebih mudah bagi bangsa 
Indonesia untuk mengendalikan proyek-proyek pembangunan 
yang dibiayai dengan utang luar negeri daripada mengendali- 
kan investasi dan tenaga asing yang masuk ke sini. 

Walau pun demikian, tidak berarti Bung Hatta tidak me- 
ngemukakan sejumlah syarat. Menurut Bung Hatta, seku- 
rang-kurangnya terdapat tiga syarat yang harus diperhatikan 
dalam membuat utang luar negeri: Pertama, negara pemberi 
pinjaman tidak boleh mencampuri urusan politik dalam negeri 
Indonesia. Kedua, suku bunga pinjaman tidak boleh lebih dari 
3-3,5 persen setahun. Ketiga, jangka waktu pinjaman harus 
cukup lama. Untuk keperluan industri berkisar 10-20 tahun. 
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, harus lebih la- 
ma dari itu (Hatta dalam Swasono dan Ridjal, 1992). 
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Keberatan Bung Hatta terhadap investasi asing terutama 
didasarkannya atas pertimbangan bahwa terdapat perbedaan 
yang sangat besar antara politik perekonomian Indonesia de- 
ngan ideologi yang dianut oleh perusahaan-perusahaan asing 
tersebut. Sebagaimana dikemukakannya, berpedoman pada 
politik perekonomian yang demokratis, bangsa Indonesia se- 
sungguhnya bertekad untuk mewujudkan sebuah masyarakat 
sosialisme Indonesia yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Dengan dasar politik perekonomian seperti itu, semangat 
kekeluargaan (tolong-menolong) harus menjadi pegangan ba- 
gi seluruh pelaku ekonomi Indonesia. Sedangkan kemakmur- 
an masyarakat, harus lebih diutamakan daripada kemakmur- 
an orang seorang. Hal tersebut jelas sangat bertentangan de- 
ngan semangat persaingan bebas (free competition) dan kemer- 
dekaan perusahaan (free enterprise) yang menjadi pedoman pe- 
rusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara ka- 
pitalis tersebut. 

”Cijta-cita koperasi Indonesia menentang individualisme 
dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indo- 
nesia menciptakan masyarakat yang kolektif, berakar pada 
adat istiadat hidup Indonesia yang asli — gotong royong dan 
musyawarah, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih 
tinggi sesuai dengan kehendak zaman, (Hatta, 1967). 

Berdasarkan pertimbangan itulah Bung Hatta kemudian 
menekankan perlunya pengaturan yang tegas bagi kehadiran 
investasi asing ke sini. Hal tersebut sejalan dengan pandangan 
Bung Hatta mengenai keberadaan perusahaan swasta pada 
umumnya. Sebagaimana dikemukakannya, ”Di mana perne- 


rintah dan koperasi kekurangan daya, inisiatif partikulir dapat 
dimasukkan sebagai tambahan ke dalam program pemba- 
ngunan menurut syarat-syarat tertentu,” (Hatta, idem). 

Bila ditelusuri lebih jauh, Bung Hatta pada dasarnya me- 
mandang keberadaan investasi asing di sini sebagai sesuatu 
yang bersifat sementara waktu. Dalam jangka panjang, pe- 
ranan investasi asing harus semakin berkurang. Sebagaimana 
ditulisnya, ”Dalam pembangunan negara dan masyarakat, 
bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, 
bantuan tenaga dan kapital asing sesudah sampai pada suatu 
tingkat, makin lama makin berkurang," (Hatta, 1970). 

Demikian pokok-pokok pemikiran ekonoømi Bung Hatta 
mengenai keberadaan investasi asing dan utang luar negeri 
dalam perekonomian Indonesia. Sejalan dengan kuatnya ke- 
inginan Bung Hatta untuk mewujudkan sosialisme Indonesia, 
tekad untuk mandiri (self relience) dan kemauan untuk meno- 
long diri sendiri (self help), sangat menonjol dalam pemikiran 
ekonomi beliau. Kecenderungan untuk bergantung dan me- 
minta belas kasihan kepada kekuatan kapital asing, sangat 
jauh dari unpiannya. 

Selanjutnya, sejalan dengan ditegakkannya prinsip demo- 
krasi ekonomi sebagai prinsip dasar perekonomian Indonesia, 
kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi menempati keduduk- 
an yang sangat tinggi dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta. 
Demikian halnya dengan keinginan untuk meletakkan kemak- 
muran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang, ”Na- 
sib orang banyak harus ditentukan oleh orang banyak pula, 
tidak oleh satu golongan kedil yang berbahagia,” (Hatta, 1932). 
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Dilihat dari sudut itu, pemikiran ekonomi yang dominan 
saat ini, yang sangat gandrung pada inisiatif sektor swasta 
dan peranan investasi asing, jelas sangat bertolak belakang 
dengan pemikiran ekonomi Bung Hatta. Sebab itu, mudah 
dimengerti, bila sejak awal Orde Baru Bung Hatta terus-me- 
nerus mengungkapkan kekhawatirannya mengenai akan ber- 
ulangnya kolonialisme ekonomi di Indonesia. Sebagaimana 
dikemukakannya, ”Suatu politik perekonomian yang didasar- 
kan atas inisiatif partikelir hanya akan membuka jalan bagi 
masuknya kapitalis asing ke Indonesia. Dan dengan itu, seja- 
rah kolonialisme ekonomi, berulang kembali,” (Hatta, 1967). 

Golongan elit yang berkuasa di Indonesia tampaknya ti- 
dak pemah peduli dengan peringatan Bung Hatta tersebut. 
Keterpurukan ekonomi Indonesia di bawah himpitan neokolo- 
nialisme selama enam tahun belakangan ini, tidak hanya tidak 
mendorong mereka untuk menghayati arti penting keman- 
dirian dan kemampuan untuk menolong diri sendiri. Mereka 
bahkan tampak kehilangan pegangan untuk membedakan an- 
tara bangsa merdeka dengan bangsa terjajah. 

Nasib yang paling celaka tentu dipikul oleh rakyat ba- 
nyak. Di tengah-tengah keasyikan golongan elit yang ber- 
kuasa dengan agenda-agenda mereka sendiri, keinginan 
Bung Hatta untuk menegakkan kedaulatan dan mengutama- 
kan kemakmuran rakyat, dapat dipastikan akan tercampak 


menjadia impian sia-sja." 





Republika, 5 Juli 2004. 
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PERSEKUTUAN MAJIKAN 


Korerasi menempati kedudukan yang sangat penting da- 
lam peta pemikiran ekonomi Bung Hatta. Sebagaimana dike- 
tahui, sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta fidak 
hanya memandang koperasi sebagai bangun perusahaan yang 
ideal pada tingkat mikro, tetapi sekaligus sebagai sumber 
inspirasi dalam mengembangkan sistem perekonomian Indo- 
nesia pada tingkat makro. 

Sebab itu, mudah dimengerti, bila Pasal 33 ayat 1 UUD 
1945 dengan tegas menetapkan prinsip ”usaha bersama ber- 
dasar atas azas kekeluargaan” sebagai prinsip dasar susunan 
perekonomian Indonesia. Sejalan dengan itu, mudah dime- 
ngerti pula, bila dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 koperasi 
secara tegas dinyatakan sebagai ”bangun perusahaan yang 
sesuai dengan (prinsip ”usaha bersama berdasar atas a2as 
kekeluargaan”) tersebut.” Artinya, dalam peta pemikiran eko- 
nomi Bung Hatta, koperasi dengan tegas dipilih sebagai mo- 
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del ideal susunan perekonomian Indonesia secara makro dan 
mikro. 

Pertanyaannya, faktor apakah yang mendorong Bung 
Hatta memilih koperasi sebagai model ideal susunan pereko- 
nomian Indonesia? Jawabannya, sebagaimana dikemukakan 
Bung Hatta dalam Pidato Radio Menyongsong Hari Koperasi 
Pertama tahun 1951, terletak pada dihilangkannya pemilahan 
buruh-majikan, yaitu dengan diikutsertakannya buruh seba- 
gai pemilik atau anggota koperasi. Sebagaimana dikatakan- 
nya, ”Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada burih, se- 
muanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan 
keperluan bersama” (Hatta, 1954). 

Penegasan serupa diulangi oleh Bung Hatta dalam Pidato 
Radio Menyongsong Hari Koperasi Kedua, 1952. Katanya, 
”Misalnya koperasi menggaji buruh untuk menyapu ruangan 
bekerja, supaya anggota-anggota yang bekerja jangan ter- 
ganggu kesehatannya oleh debu. Umpamanya pula koperasi 
menggaji instruktur untuk mengajar dan memberi petunjuk 
tentang cara mengerjakan administrasi dan pembukuan ke- 
pada anggota yang diserahi dengan pekerjaan itu. Sungguh 
pun demikian, juga terhadap mereka yang memburuh itu, 
yang mengerjakan pekerjaan kecil-kecil, koperasi harus mem- 
buka kesempatan untuk menjadi anggota. Bukan corak peker- 
jaan yang dikerjakan yang menjadi ukuran untuk menjadi 
anggota, melainkan kemauan dan rasa bersekutu dan cita- 
cita koperasi yang dikandung dalam dada dan kepala masing- 
masing” (Hatta, 1954). 

Dari kedua kutipan tersebut, terutama bila ditarik ke ting- 


kat susunan perekonomian secara makro, dapat disaksikan 
bahwa keinginan Bung Hatta untuk menghilangkan corak 
individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indo- 
nesia, adalah faktor utama yang mendorong dipilihnya kope- 
rasi sebagai model ideal susunan perekonomian Indonesia. 
Artinya, dengan dihilangkannya pemilahan buruh-majikan 
pada tingkat mikro, Bung Hatta sekaligus berharap dapat 
membangun sebuah perekonomian nasional yang bebas dari 
bahaya pertentangan kelas. 

Dengan demikian, terutama bila ditarik lebih jauh ke ting- 
kat susunan sosial masyarakat Indonesia, pemilihan koperasi 
sebagai model ideal susunan perekonomian Inonesia sesung- 
guhnya digerakkan oleh hasrat untuk membangun sebuah 
masyarakat demokratik dan egaliter dalam arti yang sebe- 
narnya. 

Yang membingungkan, bila dicermati perkembangan kn- 
perasi Indonesia dalam tiga dekade belakangan ini, boleh 
dikatakan tidak ada satt koperasi pun yang menjadikan tekad 
untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas yang demokratik 
dan egaliter itu sebagai acuan moralnya. 

Pada koperasi angkutan misalnya, para sopir dan kernet 
yang bekerja mengumpulkan setoran, ternyata tidak terdaftar 
sebagai anggota koperasi itu. Demikian halnya pada koperasi 
karyawan. Bila pekerjaan sebagai karyawan yang dijadikan 
sebagai kriteria untuk menjadi anggota, maka peluang para 
pekerja koperasi karyawan tersebut untuk mendaftar menjadi 
anggota, dengan sendirinya langsung tertutup. 

Ketika para pegawai koperasi pun kehilangan hak untuk 
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menjadi anggota, kenyataan yang lebih pahit tentu dialami 
oleh para pelanggan. Prinsip ”pelanggan adalah anggota,” 
kini tampaknya tidak berlaku lagi dalam penyelenggaraan 
koperasi di Indonesia. 

Kecenderungan serupa itu tentu tidak mungkin terjadi 
seandainya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AD- 
ART koperasi tidak mengaturnya demikian. Tetapi ketentuan 
yang menutup peluang para pekerja dan pelanggan koperasi 
untuk menjadi anggota koperasi tersebut, tentu tidak mung- 
kin pula muncul dalam AD-ART koperasi seandainya hal itu 
tidak ditentukan demikian dalam undang-undang perko- 
perasian. 

Tetapi justru di situlah letak masalahnya. Dalam UU Ko- 
perasi No. 12/1967 dan UU Koperasi No. 25/1992, hak para 
pekerja dan pelanggan koperasi untuk menjadi anggota kope- 
rasi itu ternyata memang tidak disinggung sama sekali. Lain 
halnya dengan ketentuan keaggotaan koperasi yang terdapat 
dalam UU Koperasi No. 79 /1958. Dalam UU ini, secara tegas 
dikemukakan bahwa keanggotaan koperasi diprioritaskan ba- 
gi mereka yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha 
yang diselenggarakan oleh koperasi. 

Anehnya, bila diperhatikan sikap resmi yang berkembang 
selama ini, penyelewengan prinsipil itu ternyata cenderung 
dibiarkan. Hal itu tentu sangat bertolak belakang dengan 
sikap Bung Hatta. Bagi Bung Hatta, koperasi yang tidak meng- 
ikutsertakan para pekerja dan atau pelanggannya sebagai 
anggota, bukanlah koperasi dalam arti yang sebenarnya. 

Sebagaimana dikatakannya, ”Pada koperasi pertenunan 


sering kita dapati bahwa koperasi itu hanya terdapat di atas. 
Beberapa perusahaan bersekutu menjadi koperasi. Ujudnya 
terutama mengådakan pembelian bahan bersama. Tetapi pe- 
kerja yang mengerjakan pertenunan itu bukan anggota ko- 
perasi itu, melainkan buruh biasa yang menerima upah. Per- 
sekutuan yang seperti itu: sebenarnya bukan koperasi. Bukan 
koperasi yang sebenarnya, melainkan lebih merupakan kon- 
sentrasi. Yaitu persekutuan majikan,” (Hatta, 1954). 

Bahwa terdapat perbedaan mencolok antara cita dan fak- 
ta penyelenggaraan koperasi di Indonesia, maka pada tem- 
patnya bila kita mempertanyakan corak perekonomian yang 
saat ini sedang disusun di Indonesia. Persoalannya, bila secara 
kelembagaan tidak terdapat perbedaan mendasar antara ko- 
perasi dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain, lalu atas 
dasar alasan apakah gerakan koperasi Indonesia menyatakan 
diri sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak demo- 
kratis? Quovadis gerakan koperasi Indonesia?* 


GRepublika, 2 Agustus 2004. 
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REVOLUSI BELUM SELESA!! 


KESALAHAN besar tampaknya telah terjadi dalam mema- 
hami arti perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para 
Bapak Pendiri Bangsa. Perjuangan kemerdekaan yang menun- 
tut pengorbanan harta, jiwa, dan raga itu, yang jelas-jjelas di- 
latarbelakangi oleh tekad untuk membebaskan bangsa Indo- 
nesia dari tindasan dan penghisapan ekonomi yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda, selama ini cenderung lebih 
dipahami semata-mata sebagai perjuangan politik. Akibatnya, 
proklamasi kemerdekaan dan Indonesia merdeka pun cende- 
rung dipahami semata-mata sebagai peristiwa dan institusi 
politik. 

Padahal, dengan menyimak sejarah penjajahan selama 3,5 
abad yang pernah dialami bangsa Indonesia, dengan mudah 
dapat diketahui bahwa perjuangan kemerdekaan yang dila- 
kukan oleh para Bapak Pendiri Bangsa, terutama digerakkan 
oleh motif ekonomi. Hal itu sejalan dengan motif penjajahan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sebagai- 
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mana diketahui, motif penjajahan yang dilakukan Pemerintah 
Kolonial Belanda terutama bukanlah motif politik, melainkan 
motif untuk mengeruk keuntungan ekonomi sebesar-besarnya 
dari bunvi Indonesia. 

Sebab itu, mudah dimengerti, bila penjajahan selama 3,5 
abad yang pernah dialami bangsa Indonesia, bermula dari 
penjajahan yang dilakukan oleh VOC. Sebagaimana diketahui, 
VOC adalah sebuah kongsi dagang, bukan kongsi politik. 
Dalam menjajah Indonesia, tindakan pertama yang dilakukan 
VOC bukanlah merebut kekuasaan para raja Indonesia, me- 
lainkan memonopoli perdagangan antarpulau di Indonesia. 
Musuh utama VOC dalam melakukan monopoli perdagangan 
antar pulau itu bukanlah raja-raja Indonesia, melainkan kongsi 
dagang Portugal yang sama-sama bermaksud mengeruk ke- 
untungan ekonomi dari bumi Indonesia. 

Dengan memaharmv asal mula penjajahan tersebut, dapat 
disaksikan betapa penjajahan selama 3,5 abad yang pemah 
dialami bangsa Indonesia, baik yang dilakukan oleh VOC, 
Pemerintah Kolonial Belanda, Pemerintah Kolonial Inggris, 
maupun yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Jepang, 
pada dasamya digerakkan oleh motif untuk mengeruk ke- 
untungan ekonomi sebesar-besarnya dari bumi Indonesia. 
Dalam konteks VOC, motifnya bahkan sangat sederhana, ya- 
itu untuk mengeruk keuntunganekonomi guna melipatganda- 
kan kekayaan perusahaan. 

Kesimpulan tersebut sejalan dengan kesimpulan yang 
pernah dikemukakan Bung Kamo dalam salah satu tulisannya 
di Harian Suluh Indonesia Muda, tahun 1928, ”Soval jajahan 


adalah soal rugi atau untung; soal ini bukanlah sval kesopanan 
atau soal kewajiban; soal ini ialah soal mencari hidup, soal 
business. Semua teori-teori tentang soal jajahan, baik yang me- 
ngatakan bahwa penjajahan itu terjadinya ialah oleh karena 
rakyat yang menjajah itu ingin melihat negeri asing, maupun 
yang mengatakan bahwa rakyat pertuanan itu hanya ingin 
mendapat kemasyhuran sahaja, ...... semua teori-teori itu tak 
dapat mempertahankan diri terhadap kebenaran teori yang 
mengajarkan bahwa soal jajahan ialah soal rejeki, soal yang 
berdasar ekonomi, soal mencari kehidupan.” 

Karena penjajahan terutama digerakkan oleh motif eko- 
nomi, maka perjuangan kemerdekaan dengan sendirinya ti- 
dak mungkin dapat direduksi semata-mata sebagai perjuang- 
an politik. Perjuangan kemerdekaan yang menuntut pengor- 
banan harta, jiwa, dan raga itu, terutama harus dipahami se- 
bagai perjuangan ekonomi. Konsekuensinya, proklamasi ke- 
merdekaan dan Indonesia merdeka pun tidak dapat direduksi 
hanya sebagai peristiwa dan institusi politik, tetapi terutama 
harus lebih dipahami sebagai peristiwa dan institusi ekonomi. 

Sebab itulah, bila disimak pembukaan UUD 1945, pendi- 
rian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak semu- 
la tidak hanya diarahkan untuk mencapai bujuan-tujuan politik. 
Sebagaimana diketahui, selain ditujukan untuk melindungi 
segenap tumpah darah dan seluruh tanah air Indonesia, dan 
turut serta menciptakan perdamaian dunia, NKRI dengan sa- 
dar didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, proklamasi ke- 
merdekaan dan Indonesia merdeka, sejak semula memang 
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dengan sadar ditujukan untuk menegakkan kedaulatan eko- 
nomi rakyat Indonesia di negeri mereka sendiri. 

Bila demikian, amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan sendiri- 
nya harus dilihat sebagat arnanat yang sangat penting kedu- 
dukannya dalam mengisi perjalanan Indonesia sebagai sebuah 
bangsa merdeka. Artinya, karena perjuangan kemerdekaan 
sejak semula ditujukan untuk menegakkan kedaulatan eko- 
nomi rakyat, maka Indonesia merdeka, tidak dapat tidak, 
harus dibangun untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuai de- 
ngan bunyi penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum diaman- 
demen), caranya adalah dengan melembagakan demokrasi 
ekonomi di Indonesia. 

Konsekuensinya, perjalanan Indonesia merdeka yang ti- 
dak diisi dengan menegakkan kedaulatan ekonomi rakyat, 
lebih-lebih yang dengan sengaja ingin melecehkan pelemba- 
gaan demokrasi ekonomi di Indonesia, harus dilihat sebagai 
suatu pengkhianatan terhadap cita-cita perjuangan kemer- 
dekaan. Tindakan tersebut juga harus dilihat sebagai peng- 
khianatan terhadap cita-dita proklamasi, dan sebagai kejahatan 
terhadap kemerdekaan Indonesia. 

Yang mencengangkan, bila disimak perkembangan eko- 
nomi Indonesia dalam lima tahun belakangan ini, ternyata 
kecenderungan untuk meminggirkan kedaulatan ekonomi 
rakyat dan demokrasi ekonomi itulah yang tampak menonjol. 
Bahkan, penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan 
penyelenggaraan. demokrasi ekonomi itu terlanjur ditiadakan. 
Amanat untuk melembagakan demokrasi ekonomi kin hanya 
ditempatkan pada urutan keempat Pasal 33 UUD 1945. 
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Kenyataan tersebut tentu memaksa kita untuk memper- 
tanyakan arah yang sedang dituju oleh ekonomi Indonesia. 
Hal tersebut juga memaksa kita untuk mengkaji ulang perja- 
lanan perjuangan xemerdekaan yang telah dicapai Indonesia. 
Benarkah Indonesia sudah merdeka? Siapakah sesungguhnya 
saat ini yang sedang berkuasa di Indonesia? Seperti pernah 
disinyalir Bung Karno, jangan-jangan rev ohusi memang belum 


selesai?* 


GRepublika, 12 Januari 2004 
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MAFIA 
BERKELEY 


Masih ingat istilah Mafia Berkeley? Istilah tersebut akhir-akhir ini 
memang jarang terdengar, terutama setelah ungkapan Mafia Ekonomi 
Orde Baru semakin sering muncul ke permukaan. Tetapi secara 
substansial, yang dimaksud oleh kedua ungkapan tersebut adalah 
sama, yaitu sekelompok ekonom Indonesia yang 'dibina' oleh 
pemerintah Amerika untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia 
ke jalan ekonomi pasar neoliberal atau neoliberalisme. Berdasarkan 
pandangan-pandangan mereka, kelompok ini juga bisa diklasifikasikan 
sebagai kelompok forl det liberal. NE erapa nama yang masuk ke 
dalam kelompok Mafia Seriar fn, Mohammad Sadli, 
Frans Seda, Dorodjatun pet dan Budiono. 


Mempercayakan pemulihan ekonomi Indonesia kepada para ekonom 
Mafia Berkeley atau Mafia Ekonomi Orde Baru sekarang ini, menurut 
Revrisond Baswir, penulis buku ini, tidak hanya sia-sia, bahkan dapat 
mengundang bahaya. Terus memaksakan pengamalan ekonomi pasar 
neoliberal di tengah-tengah sikap apatis masyarakat, pemerintahan 
yang lemah, korupsi yang merajalela, daerah yang bergejolak, dan 
lemahnya dukungan kapitalisme internasional, justru dapat 
menjerumuskan Indonesia ke tubir Balkanisasi. 


Dalam buku ini Revrisond Baswir mengajukan beberapa resep bagi 
penyembuhan ekonomi Indonesia yang sedang sakit parah, dan 
menyerukan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan 
kemungkinan ditempuhnya jalan lain dalam memulihkan 
perekonomian Indonesia. 
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